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Abstrak 

 

Tesis yang berjudul : Implementasi Perkawinan Adat Semendo  Pada Masyarakat 

Semendo Di Rejang Lebong (Studi Analisis Sosio Normatif) di Tulis oleh 

Agusten, NIM 20801002 

Program Studi HKI Pascasarjana IAIN Curup 

 

Masyarakat Semendo memiliki sistem kekerabatan beralih alih dan dengan 

Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai. Sehingga sistem perkawinannya 

menganut sistem semendo ngukit atau dikenal tunggu tubang. Masyarakat 

Semendo di Curup Rejang Lebong apakah masih konsisten menerapkan sistem 

semendo ini atau bagaimana.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsistensi 

penerapan perkawinan sistem semendo khsususnya dari dua sudut pandang yakni, 

sosio normative penerapan perkawinan sistem semendo dari sudut penetapan 

kadar mahar dan antaran serta penunaian hak dan kewajiban suami istri bagi 

masyarakat semendo di Curup Kabupaten Rejang Lebong.  

Penelitian dalam tesis menggunakan metode deskriptif kualitatif mengenai 

implimentasi sistem perkawinan semendo bagi masyarakat semendo di Curup 

Rejang Lebong dikaji melalui teori sosio normative.  Secara Sosiologis 

kesepakatan penentuan  jumlah mahar dan hantaran serta implimentasi penunaian 

hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Semendo  bagi masyarakat 

Semendo di Rejang Lebong tidak lagi mengikuti adat istiadat(„urf) daerah asalnya, 

karena dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan/pendidikan, pemahaman keagaman, 

dan pergaulan. 

Sedangkan secara normative kesepakatan penentuan  jumlah mahar dan hantaran 

serta implimentasi penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan 

adat Semendo  bagi masyarakat Semendo di Rejang Lebong  tidak menyalahi 

aturan hokum keluarga Islam karena penerapanya  sesuai dengan teori istinbat 

hukum al-„urf shohihah dan  maslahah mursalah adh-dhoruriah.  

 

Kata Kunci perkawinan, adat, mahar, hak dan kewajiban, semendo 
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Abstract 

 

The thesis entitled: Implementation of Semendo Traditional Marriage in the 

Semendo Community in Rejang Lebong (Normative Socio Analysis Study) was 

written by Agusten, NIM 20801002 

Postgraduate IAIN Curup HKI Study Program 

 

The Semendo community has a switching kinship system and with the Semende 

Meraje Anak Belai Traditional Institution. So that the marriage system adheres to 

the semendo ngukit system or known as waiting for tubang. The Semendo 

community in Curup Rejang Lebong are they still consistent in implementing this 

semendo system or what. the obligations of husband and wife for the semendo 

community in Curup, Rejang Lebong Regency. 

The research in this thesis uses a qualitative descriptive method regarding the 

implementation of the semendo marriage system for the semendo community in 

Curup Rejang Lebong studied through socio-normative theory. Sociologically, the 

agreement on determining the amount of dowry and delivery as well as the 

implementation of the fulfillment of the rights and obligations of husband and 

wife in the Semendo traditional marriage for the Semendo community in Rejang 

Lebong no longer follows the customs ('urf) of their region of origin, because it is 

influenced by science/education, religious understanding, and association. 

Whereas normatively the agreement on determining the amount of dowry and 

delivery as well as the implementation of the fulfillment of the rights and 

obligations of husband and wife in the Semendo traditional marriage for the 

Semendo community in Rejang Lebong does not violate the rules of Islamic 

family law because its application is in accordance with the theory of legal istinbat 

al-'urf shohihah and maslahah mursalah adh- dhoruriah. 

 

Keywords marriage, custom, dowry, rights and obligations, Semendo 
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MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 مِ مبىْجٌ ىٞبه ّبظش عيٚ صفحخ اىَبء فٖ٘ سفٞع

  ٘ ٙ ٕٗ٘ ٗضٞعٗلا تنِ مبىذخبُ ٝعو ثْفس عيٚ صفحخ اىج  

 

 
“Jadilah Engkau bagai bintang, yang tampak “cahayanya” pada 

malam hari di atas dataran air padahal sebenarnya ia tinggi,  
Dan janganlah Engkau bagai asap yang melambung ke atas awan 

dengan sendirinya padahal ia rendah” 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  Masalah  

 

         Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam sejarah 

kehidupan makhluk di muka bumi ini sebagai hak azasi penyaluran 

biologis yang sah dan pasilitas untuk mendapatkan keturunan, khususnya 

makhluk yang disebut manusia. Perkawinan dalam hukum Islam adalah 

perbuatan yang suci dan bernilai ibadah karena pengamalan salah satu 

perintah Allah Swt,  serta merupakan sunatullah yang umum berlaku 

pada semua makhluk lainnya, baik pada manusia, hewan maupun 

tumbuh-tumbuhan.  

Manusia diperintahkan  untuk kawin
1
 agar mampu menjaga 

diri dari perbuatan maksiat sebab manusia ciptaan Tuhan yang paling 

sempurna dibanding makhluk ciptaanNya yang lain. Demi menjaga 

kehormatan, martabat serta kemulyaan manusia, Allah swt memberikan 

aturan hokum baginya.  Dengan demikian manusia dapat menjalani 

kehidupan berkeluarga,
2
 berumah tangga serta berkerabat dengan baik 

sesuai aturan perkawinan baik aturan agama maupun aturan pemerintah. 

Untuk saling menghargai, berbagi kasih dan sayang sebab perkawinan 

merupakan ikatan yang sangat kuat dalam rangka mentaati dan 

melaksanakan perintah Allah swt sebagai ibadah  agar hidup 

berumahtangga sakinah, mawaddah warohmah,
3
. Pertemuan antara laki-

                                                             
1
 Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakananya adalah ibadah.Kompilasi Hukum Islam 

pasal II. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.UU No 1 Tahu 1974 pasal 1. lalu pasal berikutnya yaitu pasal 4-5 

KHI dan pasal 2 UU No 1 1974 dijelsakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila 

dilakukan menurut hukum Islam dan dicatat oleh pegawai pencatan nikah. 
2
 Sebab keluarga mempunyai multi fungsi, yaitu fungis seksual dan juga reproduksi, 

fungsi ekonomis, fungsi edukatif, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan agama, fungsi 

rekreatif, fungsi sosial dan fungsi sosialisasi anak. Lihat Khairuddin Nasution, Hukum 

Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern, (Yogyakarta; ACAdeMIA, 2012), h. 

289-293. 
3
 Kompilasi Hukum Islam, pasal 3 dan 4   
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laki dengan perempuan bukanlah tidak disengaja sebab Allah memang 

telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, Allah swt 

berfirman.
4
   

                 

                          

 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

 Rasulullah saw menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk 

kawin dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana hadis 

yang beikut ini
 5
 

قبه سس٘ه الله صيٚ الله عيٞٔ ٗ اىسيٌ   :  ٝب ٍعشش اىشجبة ٍِ استطبع ٍْنٌ اىجأح 

فيٞتضٗج فبّٔ اغض ىيجصش ٗاحصِ ىيفشج ٍِٗ ىٌ ٝستطع فعيٞٔ ثبىصً٘ فبّٔ ىٔ 

 ٗجبء . سٗآ اىجخبسٙ ٗ ٍسيٌ 

“Wahai pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka 

menikahlah karena yang demikian itu bisa menjaga pandangan dan juga 

dapat menjaga hawa nafsu, jika kamu belum mampu untuk menikah, 

maka berpuasalah”.HR. Bukhari dan Muslim. 

 Suami dalam rumah tangga adalah kepala keluarga,
6

suami 

pembimbing terhadap istri dan anak-anaknya, mengenai urusan rumah 

                                                             
4
 Al- Qurãn al Karim surat Al Rữm ayat 21. 

5
 Abu al Husain Muslim Ibn al Hajjaj al Qusyairi, SHohἷh Muslim, (Semarang : 

Toha Putra, tth), juj 1 hal, 584-585.  
6
 Pengertian keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, se isi rumah, ibu bapak, 

anak-anaknya, orang-orang se isi rumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan 

yang sangat mendasar. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa 

Indonesia,(Jakarata; Balai Pustaka. 1988), h. 413 dan W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470. Keluarga juga diartikan dua orang 

atau lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau karena 

pengangkatan. Bisari Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, Kamus Lengkap Sosiologi, 

(yogyakarta; Panji Pustaka, 2008), h. 103. Dan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1992 tentang kependudukan dan Keluarga Sejahtera Bab Ketentuan Umum, menjelaskan 

bahwa keluarga merupakan unit (Lembaga) terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami 
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tangga diputuskan oleh suami sebab suami yang mencari nafkah dan 

mengatur keluarga.
7
 Salah satu fungsi kepala keluarga adalah melindungi 

anggota keluarga sehingga merasa nyaman dan aman.  Perkawinan
8
 

tidak hanya untuk  kebolehan melakukan hubungan kelamin antara laki-

laki dengan perempuan, namun mencakup tujuan dan akibat hukumnya. 

Nilai-nilai dan norma-norma yang tertuang dalam ajaran Islam telah 

direkonstruksi melalui proses dialektika pemahaman manusia untuk 

melahirkan sistem hukum, yang berfungsi sebagai social control dan 

adakalanya sebagai social engineering
9
 Sistem inilah yang kemudian 

mengatur dan membimbing perilaku manusia dalam menjalankan roda 

kehidupan, baik yang berhubungan dengan agama, politik, ekonomi, 

sosial, budaya dan ataupun keluarga. Perkawinan bisa dilaksanakan 

dengan cara yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebudayaan atau 

kultur masyarakat, namun tetap memperhatikan aturan hukum sesuai 

agama dan aturan negaranya 

Di Indonesia ada aturan yang tidak tertulis namun erat 

hubungannya dengan kultur masyarakat disebut hukum adat. Hukum non 

sttatutair “yang tidak diundangkan” ini kendati ada yang tertulis, namun 

tetap dikatakan non sttatutair, yang tertulis itu sebagian kecil saja dari 

hukum adat dan sebagian besar tidak tertulis. Hukum tertulis yang 

dimasukan ke dalam hukum adat oleh para ahli hukum di Indonesia  

muncul dalam bentuk peraturan-peraturan para raja dan sultan pada masa 

                                                                                                                                                              
dan istri , atau suami istri dan anaknya, atau ayahnya dengan anaknya, atau ibu dengan 

ayahnya. Adapun hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang 

bukan mahramnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak 

keturunannya yang dihasilakn dari akibat tersebut. Pengertian keluarga memiliki dua 

dimensi; pertama, keluarga  sebagai ikatan kekerabatan antar individu, ini merujuk pada 

hubungan darah dan perkawinan. Kedua “rumah tangga”  dalam makna ini ikatan 

kekerabatan amat penting, namun yang menjadi penekanan adalah kesatu hunian dan 

ekonomi. Sedangkan dalam al Qur‟an surat Thaha:132 dan surat al Tahrim: 6, keluarga di 

istilahkan dengan al Ahlu (Famili, keluarga dan kerabat). 
7
 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 33- dan  dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 

79 dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 
8
 Karena perkawinan juga merupakan perjanjian, maka dari padanya lahir hak-hak dan 

kewajiban dari dan kepada setiap orang yang terikat di dalamnya (suami, istri dan anak yang 

dilahirkan, termasuk hak waris).  al Qurãn al Karim surat An Nisa‟ (4) ayat 32-33 
9
 Social control ; pegawas prilaku masyarakat, social engineering; pengerak masyarakat 



4 | P a g e  
 

lampau, seperti hukum perdata adat Jawa.
10

 Oleh karena itu aturan 

hukum adat khususnya perkawinan di berbagai daerah di Indonesia 

berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, letak 

geografis dan kepercayaan masyarakat. Perbedaan itu merupakan nikmat 

yang Allah swt berikan untuk umat manusia agar saling mengenal, 

melengkapi sebagai wadah penopang kemajuan dan perkembangan 

zaman.  

Dalam suku Melayu kedatangan seseorang ke dalam lingkungan 

keluarga karena perikatan perkawinan disebut dengan semendo, sebab 

prinsip keturunan dalam suku Melayu sudah tidak menentukan ikatatan 

secara khusus, bila seseorang akan melaksanakan perkawinan biasanya 

yang dipilih adalah keseimbangan hak keturunan antara laki-laki dan 

perempuan. Adapun bentuk perkawinan semendo dalam adat suku 

Melayu ada tiga macam, yaitu: 

a. Semendo bleket. Artinya pihak perempuan setelah kawin sudah 

menjadi milik keluarga laki-laki dan tidak diperbolehkan 

berhubungan langsung dengan keluarganya lagi tanpa seizin 

suaminya atau keluarga suami. 

b. Semendo ta abik anak  

Artinya pihak laki-laki setelah kawin sudah menjadi milik keluarga 

perempuan dan tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan 

keluarganya lagi tanpa seizin istrinya atau keluarga istri. Bila terjadi 

perceraian maka si laki-laki wajib meninggalkan segala hasil usaha 

selama perkawinan pada keluarga istri dan mengganti segala biaya 

semasa perkawinan untuk istri. 

c. Semendo rajo-rajo. Artinya masing-masing mempunyai hak dan 

kewajiban yang sama dalam perkawinan dan sesudahnya.
 11

 

                                                             
10

 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta; CV. 

Mas Agung, 1994) , h. 22 
11

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah provinsi Bengkulu, Adat 

dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu (Bengkulu, Diroktorat Jenderal Kebudayaan, 

Sejarah dan Nilai Tradisional, 1995), h. 25 
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Selain yang disebutkan di atas ada satu macam lagi sistem 

perkawinan yang mempunyai pengertian yang sama yaitu perkawinan 

semendo bayar hutang. Perkawinan semendo bayar hutang adalah 

perkawinan seorang laki-laki dengan seorang gadis, sang laki-laki yang 

akan melaksanakan perkawinan mempunyai hutang pada orang tua si 

gadis. Hutangnya akan dianggap lunas jika dia mau diangkat menjadi anak 

si bapak yang memberikan hutang kepadanya serta mau mengawini anak 

perempuannya.
12

 Pada masyarakat Lampung bentuk sistem perkawinan 

semendo ada beberapa macam, yaitu; 

a. Semendo Lepas. Di daerah Lampung pesisir yang pada umumnya 

beradat peminggir, ada istilah semendo lepas yang artinya setelah 

terjadi perkawinan maka suami melepaskan hak dan kedudukan dipihak 

kerabatnya dan masuk kedalam kerabat istri. Bentuk ini sama dengan 

perkawinan cambur atau perkawinan nangkon yang juga tidak lain 

adalah sama dengan perakwinan semenda ambil anak (inlijf Huwelijk) 

dimana suami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. 

b. Semendo tegak-tegi. Artinya seorang anak perempuan dikawinkan 

dengan pria dimana pria itu diambil dari anggota keluarga pihak 

perempuan (ibu) dan menantu ini sekaligus diangkat sebagai anak oleh 

mertuanya, sehingga mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari 

mertuanya.  

c. Semendo ambil anak. Perkawinan ini hampir sama dengan perkawinan 

semendo tegak tegi namun dalam perkawinan ini pengantin laki-laki 

yang dijadikan menantu bukan dari pihak keluarga. Diangkat jadi anak 

dan menjadi ahli waris dari mertuanya. 

d. Kawin semendo jengmirul. Pada bentuk perkawinan ini kedudukan 

suami adalah sebagai wali terhadap istri dan anak-anaknya, sehingga 

suami dalam semua persoalan hukum dari keluarga mertuanya hanya 

bertindak sebagai wali. 

                                                             
12

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu, 

Sending Delapan dan Undang-Undang Adat Lembaga...Op.. Cit , h 55  
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e. Kawin semendo meminjam (meminjam jago), yaitu perkawinan yang 

menempatkan laki-laki hanya mempunyai kedudukan sebagai suami 

saja yakni untuk menolong keluarga istri memperoleh anak-anak 

(keturunan)
.13

 

Macam-macam sistem perkawinan Semendo  mencerminkan 

ragam bentuk perkawinan yang semakna dengan bentuk perkawinan 

pengambil anak walau variasinya yang berbeda. Penerapan perkawinan 

sistem semendo bagi masyarakat suku Melayu Indonesia sendiri 

berbeda dari makna dan teori itu dikarenakan adanya pergeseran prilaku 

masyarakatnya, dan keterkaitan dengan domisilinya, walau satu rumpun 

namun perbedaan itu ada walau sedikit. Masyarakat  Semendo 

merupakan bagian dari suku Melayu yang mendiami kabupaten Muara 

Enim tepatnya di kecamatan Semendo Darat Laut, Semendo Darat 

Tengah dan Semendo Darat Ulu. ingat akan adat  masyarakat Semendo 

dalam proses membangun rumah tangga  itu akan langsung terpokuskan 

perkawinan sistem semendo yang sangat kental oleh masyarakatnya, 

yakni yang dikenal dengan istilah “ tunggu tubang.” Sistem perkawinan 

adat sistem Semendo yang berlaku ini sangat berbeda dengan sistem 

perkawinan sistem Semendo dalam peraturan adat Melayu pada 

umumnya.  

 Perbedaan yang ada pada setiap daerah khususnya daerah-

daerah yang  ada di Indonesia merupakan sebuah kewajaran dan patut 

dihargai sebab perkawinan menurut adat berbagai daerah di Indonesia 

bukan hanya sebagai perikatan perdata saja, akan tetapi juga perikatan 

adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.
14

 Perikatan 

ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan selain membawa akibat 

pada, melamar,  hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, 

kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, hubungan adat istiadat 

kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan ketetanggaan, upacara-upacara 

                                                             
   

13
 Hilman Hadikusuma,. Hukum Perkawinan Indonesia... Op..Cit. h. 20 

14
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia:Menurut Perundangan, 

Hukum Adat dan Hukum Agama,(Bandung:Cv Mandar Maju, 2007), h.8 
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adat dan keagamaan. Hukum adat juga berguna untuk mengatur tata 

perkawinan di kalangan masyarakat di masing-masing daerah yang 

menganut perbedaan prinsip dan asas-asas.
15

  

Keunikan model sistem perkawinan Semendo inilah yang menjadi 

titik pokok penelitian pada tesis ini. Penelitian dalam tesis ini di 

khususkan untuk masyarakat Semendo di Kabupaten Rejang Lebong 

Curup dalam menerapkan sistem perkawinan Semendo dalam kajian 

sosiologis dan normative. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana yang dipointeskan diatas 

maka tesis ini fokus pembahasanya tentang penentuan jumlah mahar, 

hantaran dan penunain hak dan kewajiban suami istri bagi masyarakat 

semendo di Rejang Lebong studi analisis sosio normative.  

C. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan peneliti di atas maka 

pertanyaan Penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana analisis soiso normative terhadap kesepakatan penentuan  

jumlah mahar dan hantaran dalam perkawinan adat Semendo  bagi 

masyarakat Semendo di Rejang Lebong 

2. Bagaimana analisis soiso dan normative  penunaian hak dan 

kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Semendo  bagi 

masyarakat Semendo di Rejang Lebong. 

 

 

 

 

                                                             
15

 Perundang-undangan yang dimaksud adalah buku perundangan, Sending Delapan 

dan Undang-Undang Adat Lembaga Raja Melayu, (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1990) pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan terdapat 

dalam pasal 3-8. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa secara 

sosiologis dan normative tentang penerapan sistem perkawinan semendo 

bagi masyarakat Semendo di Kabupaten Rejang Lebong  mengenai 

penentuan kadar hantaran dan mahar serta hak dan kewajiban suami istri. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; 

a. Untuk mengentahui bagaimana analisis sosio normative terhadap 

kesepakatan penentuan  jumlah dana maha dan hantaran perkawinan 

adat Semendo  bagi masyarakat Semendo di Rejang Lebong 

b. Untuk mengetahui bagaimana analisis soisolgis dan normative tentang 

penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat 

Semendo  bagi masyarakat Semendo di Rejang Lebong 

2. Kegunaan Penelitian 

          Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 

secara akademis maupun praktis.  

a. Kegunaan Secara Akademis/teoritik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi ilmiah bagi pengembangan teori-teori lokal wisdom 

(budaya lokal) mengenai  sistem perkawinan, penentuan kadar 

hantara, mahar dan penetapan hak dan kewajiban suami istri bagi 

masyarakat migran khususnya. Khazanah keilmuan  khususnya 

budaya lokal tentang ragam penerapan  perkawinan adat di Indonesia. 

Dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan 

dalam menentukan kebijakan dan arahan pada masyarakat tentang  

budaya dan adat perkawinan. 

b. Kegunaan Secara Praktis 

Memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar akademik strata dua 

(Master Agama) dalam bidang hukum keluarga. 
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E. Sistemmatika Pembahasan Tesis  

Adapun rancangan penulisan tesis yang peneli susun adalah sebagai 

berikut 

Bab satu sebagai pendahuluan peneliti menjabarkan latar belakang 

dan permasalahan penelitian, sedangkan bab dua merupakan landasan teori 

yang akan peneliti jadikan sebagai pembahas data hasil penelitian, bisa 

sebagai penguat pondasi atau malah sebagai mengkritisi agar dapat 

dijaijkan sebagai kebijakan selanjutnya.  

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian , tatacara dan 

langkah langkah pengambilan data, pembahas dan lain sebaianya. Lalu bab 

empat merupakan tempat peneliti memaparkan data lapangan yang di 

dapat melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi dan lain 

sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan membahas hasil penelitian yang 

disandingkan dengan landasan teori, disitulah peran peneliti untuk menjust 

apa dan bagaimananya.  

Dan bab lima, merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan 

atau ringkasan singkat jawaban atas tujuan penelitian dan lalu saran-saran 

kepada masyarakat terhadap implimentasi penelitian terkait .  
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BAB II  

KAJIAN TEORI 

  

A. Sistem Perkawinan Adat  

Tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan ketiganya itu 

mempunyai coraknya masing masing, yakni hukum Barat, hukum adat dan 

hukum Islam, penerapannyapun erat hubuganya dengan  sudut pandangnya 

baik dari sudut pandang sosilogis, yuridis, normative, psikologis dan lain 

sebagainya. Hukum Islam sebagai bagian dari agama Islam telah 

diterapkan dan berkembang di masyarakat Indonesia, disamping hukum 

adat yang ada di Indonesia baik secara normatif dalam kebudayaan 

Indonesia.  

Sosologi adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai obyek studi 

masyarakat.
16

 Dan ada juga yang mengartikan bahwa sosiologi adalah 

suatu ilmu yang mengkaji masalah yang berkaitan dengan segala 

perangkatnya.
17

 Sedangkan normatif adalah sifat berpegang teguh pada 

norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku. Atau studi Islam yang 

memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatif, maksud 

legal formal adalah hubungan dengan halal dan haram, boleh atau dan 

sejenisnya. Sedangka normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung 

dalam nash.
18

  Jadi  setiap perilaku umat manusia di muka bumi ini tidak 

lepas dari sumber hukum Islam yaitu al Qur‟an dan As Sunnah.  

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang 

mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat 

yang bersangkutan. Dalam persepektif sosiologis, perkawinan merupakan 

kegiatan penyatuan kehidupan antara laki-laki dengan seorang perempuan 

dalam sebuah institusi keluarga dalam masyarakat.  

                                                             
16

 Abdul Syani, Sosiologo Skematik, teori dan terapan, h. 5 Bumi Aksara 

    
17

 Nova Rizki, Sosiologi Agama, h. 5, Titian Kencana. 
18

Khiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta:    

ACAdeMA+TAZZAFA. Th 2012).h 189 
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A.Van Gennep
19

menjelaskan bahwa perkawinan merupakan 

upacara-upacara yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari 

mempelai berdua, yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan 

upaca perkawinan menjadi hidup bersatu kehidupan bersama sebagai 

suami istri. Yang semula mereka merupakan warga keluarga orang tua 

mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan 

membentuk keluarga sendiri, keluarga baru ini yang berdiri sendiri dan 

mereka pimpin sendiri 

Perkawinan menurut Ahli Antropologis merupakan bentuk  

transaksi menurut adat kebiasaan dalam rangka untuk mendapatkan 

legitimasi masyarakat.
20

 Legitimasi atau pengakuan terhadap perkawinan 

menghasilkan suatu jalinan suami istri, kontrak yang menimbulkan hak 

dan kewajiban secara terus menerus dan menimbulkan ikatan emosional 

dan sosial. Beberapa hal yang mendasari dilaksanakannya perkawinan 

secara sosial adalah untuk memenuhi hajat dan kebutuhan pemenuhan 

naluri seksual dan psikologis serta aktualitas, untuk menyelamatkan diri 

dari pergaulan bebas dilingkungan anak muda, untuk memenuhi 

permintaan dan harapan orang tua dan keluarga, serta untuk menutupi 

kesalahan sosial melalui legalitas perkawinan. Dalam hukum Adat 

perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka 

yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang 

sangat bearti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan ikuti oleh arwah-

arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian perkawinan 

menurut hukum Adat merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dan 

perempuan, yang membawa hubungan luas, yaitu kelompok kerabat laki-

laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan 

masyarakat yang lainnya. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan 

                                                             
19

 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,(Jakarta; Gunung 

Agung, 1984),.h. 123 
20

Gough dalam Roger M Keesing, Cultural Antropology; A Contemporary 

Perspektive, Antropologi Budaya: Suatu Persektif Kontemporer, ter. R.G. Soekadijo, Edisi 

kedua,. (Jakarta: Erlangga, 1992),.h. 7 



12 | P a g e  
 

diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.
21

 

Hubungan mereka setelah terjadinya perkawinan menjadi hubungan 

perikatan dalam suatu paguyuban atau organisasi. 

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang 

bersifat kekerabatan, adalah pertama adalah untuk mempertahankandan 

meneruskan keturunan menurut garis kebapakan (patrilineal) atau keibuan 

(matrlineal) dan atau kebapakan-keibuan (bilateral/parental). Kedua adalah  

untuk membahagiakan rumah tangga keluarga, dan kerabat. Ketiga adalah 

untuk memperoleh nilai-nilaai adat budaya dan kedamaian serta keempat 

untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan 

kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lainnya 

berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-

beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adatpun juga berbeda 

antara suku daerah yang satu dan suku daerah yang lain, begitu juga 

dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.
22

  

Menurut hukum Adat, perkawinan bukan hanya semata-mata 

berarti suatu ikatan seorang laki-laki dengan wanita sebagai suami istri 

dalam rangka mendapatkan keturunan, membangun, dan membina 

kehidupan keluarga dalam rumah tangga, tetapi perkawinan juga 

merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabar 

baik dari pihak keluarga perempuan maupun pihak keluarga laki-laki, agar 

kedua keluarga besar itu menjadi ikatan yang dapat saling membantu dan 

juga menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.Keturunan 

yang sah dan diakui keberadaannya oleh undang-undang dapat terjadi jika 

dilakukan dengan perkawinan yang sah. Sebab keturunanlah yang akan 

menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, baik dari garis keturunan 

ayah ataupun dari garis keturunan pihak ibu dan atau dari keduanya. 

                                                             
21

Purwadi, Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untian Kearifan Lokal, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)., h. 154s 
22

Hilam Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-

undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bnadung;, Mandar Maju, 1990),. h. 23 
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Adanya keturunan yang akan menjadi penerus silsilah ini mengambarkan 

kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, yang merupakan barometer 

dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Menurut aturan 

perundang-undangan adat yang berlaku di Indonesia.
23

 Dasar-dasar 

pembentukan perkawinan perspektif hukum adat adalah; 

1. Perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan 

hubungan kekerabatan yang rukun dan damai,bahagia dan kekal. 

2. Perkawinan harus sah menurut agama dan juga harus mendapatkan 

pengakuan dan legitimasi dari para anggota kerabat. 

3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang-laki-laki dengan seorang 

perempuan atau lebih yang kedudukannya masing-masing ditentukan 

oleh hukum adat setempat. 

4. Perkawinan harus dilakukan atas persetujuan oleh orang tua dan 

kerabat, sebab akan mengakibatkan adanya pengakuan oleh masyarakat 

adat. 

5. Perkawinan boleh dilakukan oleh yang dewasa ataupun anak-anak, 

namun persetujuan orang tua dan kerabat perlu adanya. 

6. Perkawinan boleh berakhir namun dengan persyaratan yang ketat, sebab 

perceraian dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara 

kedua belah pihak. 

7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan  hukum 

adat yang berlaku 

Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 perkawinan,  

masyarakat diharapkan dapat memperdalam kesadaran hukumnya, 

sehingga dapat menyesuaikan hukum adatnya dengan perundang-

undangan yang berlaku.
24

 Jadi yang di maksud dengan perkawinan dalam 

hukum adat merupakan suatu ikatan yang erat antara laki-laki dan 

perempuan dalam keluarga baru yang diakui oleh masyarakat. Kemudian 

keuarga baru ini dapat membentuk hubungan kekerabatan. 

                                                             
23

Sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, azas-azas 

perkawinan meliputi; Azas kesepakatan UU No 1 Tahun 1975 Tentang perkawinan  pasal 6, 

azas monogami pasal 3, jika terpaksa monogami melalui beberapa syarat pasal 3, 4 dan 5, 

perkawinan bukan semata-mata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah, perkawinannya itu 

harus sah dalam  pasal 2 UU no 1 74 dan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam . Perkawinan 

berakibat hukum (hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak) dan juga anak dan harta.  
24

Hukum harus ditegakan berdasarkan maqasid asyari‟ah. sebab apa yang ada 

hukum adat itu kadangkala ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga yang tidak 

sesuai. Hukum adat yang sesuai dengan hukum Islam disebut „urf shohih dan yang tidak 

sesuai dengan hukum Islam disebut „urf fasid. Untuk menentukan apakah shohih ataupun 

fasid harus dianalisis melalui maslahah mursalah,(harus dilihat apakah membahayakan, 

amgam, harta, keturunan, jiwa dan akal/kehormatan).  
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1. Perkawinan Adat Sistem Semendo 

 

Kedatangan seseorang ke dalam lingkungan keluarga menurut 

suku Melayu karena perikatan perkawinan disebut dengan semendo, 

sebab prinsip keturunan dalam suku Melayu sudah tidak menentukan 

ikatan secara khusus, bila seseorang akan melaksanakan perkawinan 

biasanya yang dipilih adalah keseimbangan hak keturunan antara laki-

laki dan perempuan. Adapun bentuk perkawinan semendo dalam adat 

suku Melayu ada tiga macam, yaitu: 

a.  Semendo bleket. Artinya pihak perempuan setelah kawin sudah 

menjadi milik keluarga laki-laki dan tidak diperbolehkan 

berhubungan langsung dengan keluarganya lagi tanpa seizin 

suaminya atau keluarga suami. 

b.   Semendo ta abik anak  

Artinya pihak laki-laki setelah kawin sudah menjadi milik 

keluarga perempuan dan tidak diperbolehkan berhubungan 

langsung dengan keluarganya lagi tanpa seizin istrinya atau 

keluarga istri. Bila terjadi perceraian maka si laki-laki wajib 

meninggalkan segala hasil usaha selama perkawinan pada 

keluarga istri dan mengganti segala biaya semasa perkawinan 

untuk istri. 

c. Semendo rajo-rajo. Artinya masing-masing mempunyai hak dan 

kewajiban yang sama dalam perkawinan dan sesudahnya.
 25

 

 

Ada satu macam lagi sistem perkawinan yang mempunyai 

pengertian yang sama dengan perkawinan ambil anak, yaitu 

perkawinan semendo bayar hutang. Perkawinan semendo bayar 

hutang adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang gadis, 

sang laki-laki yang akan melaksanakan perkawinan mempunyai 

hutang pada orang tua si gadis. Hutangnya akan dianggap lunas jika 

dia mau diangkat menjadi anak si bapak yang memberikan hutang 

kepadanya serta mau mengawini anak perempuannya.
26

 Pada 

                                                             
25

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah provinsi Bengkulu, Adat 

dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu (Bengkulu, Diroktorat Jenderal Kebudayaan, 

Sejarah dan Nilai Tradisional, 1995), h. 25 
26

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu, 

Sending Delapan dan Undang-Undang Adat Lembaga...Op.. Cit , h 55  
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masyarakat Lampung bentuk sistem perkawinan semendo ada 

beberapa macam, yaitu; 

a. Semendo Lepas. Di daerah Lampung pesisir yang pada umumnya 

beradat peminggir, ada istilah semendo lepas yang artinya setelah 

terjadi perkawinan maka suami melepaskan hak dan kedudukan 

dipihak kerabatnya dan masuk kedalam kerabat istri. Bentuk ini sama 

dengan perkawinan cambur atau perkawinannangkon yang juga tidak 

lain adalah sama dengan perakwinan semenda ambil anak (inlijf 

Huwelijk) dimana suami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. 

b. Semendo tegak-tegi. Artinya seorang anak perempuan dikawinkan 

dengan pria dimana pria itu diambil dari anggota keluarga pihak 

perempuan (ibu) dan menantu ini sekaligus diangkat sebagai anak 

oleh mertuanya, sehingga mempunyai kedudukan sebagai ahli waris 

dari mertuanya.  

c. Semendo ambil anak. Perkawinan ini hampir sama dengan perkawinan 

semendo tegak tegi namun dalam perkawinan ini pengantin laki-laki 

yang dijadikan menantu bukan dari pihak keluarga. Diangkat jadi 

anak dan menjadi ahli waris dari mertuanya. 

d. Kawin semendo jengmirul. Pada bentuk perkawinan ini kedudukan 

suami adalah sebagai wali terhadap istri dan anak-anaknya, sehingga 

suami dalam semua persoalan hukum dari keluarga mertuanya hanya 

bertindak sebagai wali. 

e. Kawin semendo meminjam (meminjam jago), yaitu perkawinan yang 

menempatkan laki-laki hanya mempunyai kedudukan sebagai suami 

saja yakni untuk menolong keluarga istri memperoleh anak-anak 

(keturunan)
.27

 

Semua bentuk sistem perkawinan Semendo ini mencerminkan 

ragam bentuk perkawinan yang semakna dengan bentuk perkawinan 

pengambil anak walau variasinya yang berbeda. Salah satu bentuk 

perkawinan dalam sistem perkawinan adat Semendo,  adat Semendo 

dalam kitab Sending Delapan dan Undang-Undang Adat Rajo Melayu 

daerah Bengkulu 
28

dinyatakan dalam pasal 1,2 dan 3 yakni  

Pasal yang pertamo (1) 

Pria mengatokan adat lembago mulo-mulo semendo maka inilah 

ibaratnyoseorang laki-laki ado melihat seorang perempuan gadis 

atau jundo atau mendengar kabar perempuan itu ado bagus, maka 

ibolah laki-laki itu bersuruhan kepado ibu bapaknyo perempuan itu. 

Mengatokan dionyo mau semendo kepado pe-itu dan jakalau  dionyo 

                                                             
27

 Hilman Hadikusuma,. Hukum Perkawinan Indonesia... Op..Cit. h. 20 
28

 Sending Delapan dan Undang-Undang Adat Lembaga Raja Melayu, (Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1990) hl. 52-53 
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suko dan kabarnyo perempuan itu suko ialah diantarkanyo tando 

seperti segelang daripado jenis emas dan perak. Itupun maka dibuat 

perjanjian dihadapan penghulu serto orang tuo-tuo duduk pado 

ketika itu.Perjanjian kalu mungkir dari laki-laki, melainkan tandoitu 

hilang dan kalau mungkir dari perempuan melainkan tandoitu 

berlipat. Dan apobilo tando itu diletakan pado perempuan itu ialah 

berjanji suko atau lebih atau kurang dari itu ialah mengantar 

belanjo pulo dan pada antrian itu rupo-rupo yang di dalam janji 

begitulah dihantarkan dan janji begitu jugo samo surat janji tando 

itu tadi. Mungkir dari laki-laki,tando uang antaran itu hilang dan 

kalu mungkir dari peremouan uang antaran itu berlipat Demikian 

adonyo.   

Pasal yang keduo (2) 

Pri mengatakan adat orang nikah hukum di dalam kitab Allah. 

Mulo-mulo duduk Imam atau Khatib atau barang siapo malim yang 

akan menikahkan itu, dengan duduk pulo saksi malim juo.. Dan laki-

laki yang mau dinikahkan itu duduk di hadapan orang yang akan 

menikahkan itu tadi dan perempuan yang mau dini kahkan itu di 

dalam bilik tempat yang lain, tiado duduk samo samo dengan laki-

laki yang akan dijadikan lakinya itu. lalah saksi yang duo orang itu 

disuruh oleh malim yang meni kahkan itu pergi pada perempuan 

yang mau dinikahkan itu, ber tanyo serto menyebutkan . ………..(si 

perempuan itu),maka sebut pulo namonyo yang laki-laki itu.Kalau 

engkau suko jawab perempuan itu suko dan saksi itu kembali pado 

malim yang mau menikahkan itu.  

Ialah malim itu lalu menikahkan laki-laki itu. Ialah malim yang 

menikahkan itu menyuruh laki-laki itu duduk bertegak lutut se belah 

kanan dan tapak kakinyo kiri didudukinyo. Dan malim yang 

menikahkan itu memegang ibu tangan laki-laki itu sero katonyo 

"Aku nikahkan engkau dengan si anu" maka sebutkan namo 

perempuan itu, maka jawab laki-laki itu "Aku nikahlah dengan si 

anu" sebut nama perempuan itu dengan mas kawin nyo sekian 

banyaknyo berapo di dalam janji begitulah disebutkan. Adapun isi 

kawin itu ado tigo perkaro. Pertamonyo separo kato orang isi kawin, 

separo kato orang mas kawin, stengah orang itu ujarah namonnyo 

dan segalo itu benar semuanyo.Adopun mas kawin itu separo orang 

dibayar sekli ketiko nikah itu samo-samo uang pengantar dan 

setengah orang ketiko dionyo sarak memberi talak maka dibayarnyo 

oleh laki-laki kepado perempuan itu. Adopun mas kawin dan separo 

ado pulo kurang daripado pengantar itu, melaikan jenis itu apo apo 
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yang di dalam janji begitulah diturut.Padahal uang pengantar itu 

meskipun beberapa banyak melainkan tidak jadi utang pituang 

kareno uang pengantar itu hukumnyo uang hangus adonyo. 

 

Pasal yang ketigo  3 
Pria mengaitkan semendo mahardiko samo mahardiko, apo-apo bilo 

sarak hidup atau sarak mati, itupu  dari utang piutang dibahagi duo, 

sebahagi kepado laki-laki dan sebahagian pado perempuan, dan 

dari dua hal harto bendo yang didalam pencarian keduo itpun 

dibagi duo jugoakan tetapi harto pembujangan dengan harto 

pendapatan melainkan dipulangkan kepado laki-laki kembali kepado 

akan tetapi utang lakinyo itu atau utang bininyo itu dan jikalau tidak 

diakui oleh keduo pihanyo, melainkan tidak diberi kepada pihak 

kedua itudan padahal kampong dan rumah tanggonya itu tinggal 

kepado perempuannyoanak itu mako jadi anak semendo namonyo. 

Dan apo bila dio sudah patut bercerai dengan ibunyo asli yang 

jangan menyebrang lautan, jikalau anak itu mau diam kesebelah 

bapaknyo, jadi. Tetapi keras juo dari sebelah ibunyo dan kironyo 

anak itu tadi mau dibawa bapaknyo menyebrang lautan hendaknyo, 

mupakat dahulu keduo belah pihaknyo ipar, mertuo, yang sebelah 

menyebelah serto dilepaskan pulo rajo dan penghulu, maka baharu 

anak itu boleh dibawanyo nyebrang lautan dan tentangan dari harto 

pembujangan itu tadi hendaklah mulo terang oleh ipar, mertihannyo 

sebelah menyebelah serto duduk orang tuo tuo serta saksi berdiri, 

maka hendaklah lihat pasal kesembilan belas, demikian yang 

dikatokan rajo  dengan penghulu adonyo. 

 

Adapun maksud dari perkawinan Semendo mengambil anak 

adalah mengangkat atau menjadikan seorang menantu sebagai anak. 

Perkawinan semendo mengambil anak  dapat juga diartikan sebagai 

mengangkatan anak laki-laki yang menjadi suami untuk seorang gadis 

dan si gadis itu adalah berhukum kekerabatan matrilineal, dengan tujuan 

supaya laki-laki itu menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan 

berklan istrinya itu.
29

Perkawinan ini bertujuan untuk mempertahankan 

kekerabatan pihak ibu. Perkawinan semendo ambil anak ini terjadi kalau 

jujur tidak dibayar, perkawinan seperti ini di Gayo disebut anggap, di 

Sumatra Selatan disebut semendo ambil anak, atau angkon, dalam bahasa 

                                                             
29

Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika 

Perkembangan Hukum di Indonesia (Bandung, Pt Nuansa Aulia, 2013), h. 284. Lihat juga, 

Talib Setiady, ”Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kajian Kepustakaan. (Bandung: Cv 

ALFABETA, 2013),h. 233-234 
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Belanda disebut sebagai inlijf huwelijik. Kadang-kadang semendo ambil 

anak ini terjadi apabila laki-laki yang menerima jujur
30

 sehingga ia lepas 

dari klannya sendiri, perkawinan yang seperti ini terdapat di Sumatera 

Barat. Sedangkan pemberian jujur berfungsi sebagai;  

a. Secara yuridis, fungsi pemberian jujur adalah untuk mengubah status  

keanggotaan calon pengantin wanita. 

b. Secara ekonomi, membawa pergeseran dalam harta kekayaan dan 

c. Secarah sosial, penyerahan jujur mempunyai arti pihak si wanita 

mempunyai kedudukan yang dihormati. 

Perkawinan jujur harus dibayarkan oleh pihak laki-laki terdapat 

pada masyarakat hukum yang mempertahankan garis keturunan atau 

kekerabatan kebapakan, misalnya terdapat di daerah Gayo, Batak, Nias, 

Lampung, Bali, Timor, dan Maluku, sedangkan yang terdapat pada 

masyarakat Tapanuli pembayaran jujur disebut dengan istilah boli, tuho, 

perunjuk, pangoli, sinamot. Di Nias disebut dengan istilah beuli aiha, di 

Gayo disebut  unjuk,  di Lampung disebut seroh, di Timor disebut belis, 

di Maluku disebut beli atau wilin dan di Bali disebut patunkunluh. 

Perkawinan sistem jujur mengandung ketentuan pokok sebagai berikut: 

a. Perkawinan dilakukan dari seorang dari luar marganya (klan) 

b. Perkawinan bersifat  simentris 

c. Istri dilepaskan dari lingkungan famili keluarga marga sendiri 

d. Kepada istri dan family diberikan sejumlah uang dan barang jujur 

e. Istri dimasukkan dalam lingkungan kerabat suaminya 

f. Istri mengikuti dan menetap dalam lingkungan kerabat suaminya 

g. Hak dan kekuasaan dalam lingkungan keluarga kerabat dan derajat 

sosial suami lebih tinggi dari istrinya 

h. Anak-anak masuk kerabat suami 

i. Suami menguasai harta kekayaan, tidak ada harta bersama.
31

 

                                                             
30

Jujur adalah merupakan pembayaran, pemberian, dan atau maskawin. Bentuk 

konsekwensi dari perkawinan jujur adalah melanjutkan atau mempertahankan keturunan dari 

pihak laki-laki, perkawinan jujur dalam bahasa Belanda disebut Bruidschat Huwelijk. 

Adapun istilah-istilah teknis tentang jujur adalah; Batak –jujuran, unjung, mangoli, perunjuk 

dan sinamot, Sum Sel- jujur, di Nias-beuli niha, di Gayo-unjok, di Jawa-Tukon, di Lampung 

sero, segreh, daw adat, ngakuk, hibal. Di Pasemah- kule, tunak. Di Maluku-wilin, beli, di 

Rejang-beleket, di Palembang nuku, di Bali-patukun-luh. Dan  dalanm bahasa Inodnesia 

Ganti. 
31

Ahmad Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, 

(Bandung, Tarsito, 1084), h. 143 
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Pemberian atau pembayaran jujur dimaksudkan untuk melepas 

istri dari lingkungan kerabatnya dan pindah ke lingkungan kekerabatan  

suaminya, maka dengan perpindahan kekerabatan istri ke kerabat suami, 

maka kekerabatan istri terjadi kepakuman magis. Kepakuman itu dapat 

diperbaiki dengan menyerahkan atau pembayaran jujur sebagai pengganti 

atau pengisi kepakuman itu, pemberian jujur dapat diartikan sebagai 

pemberian ke dalam suasana religius –magis guna memelihara tetapnya 

keseimbangan hubungan kedua belah pihak, jadi pemahaman bahwa 

pembayaran jujur itu sebagai harga pembelian si istri itu adalah pendapat 

yang keliru.  

Pembayaran jujur biasanya dilakukan menjelang perkawinan  dan 

dibayarkan secara tunai dan ada kemungkinan jujur dibayar dikemudian 

hari, pada masyarakat Batak apabilah perkawinan belum dilakukan  

dengan adat atau Nagok, artinya belum lunas atau tuntas pemberian jujur 

atau boli atau tuho. Selama belum melaksanakan boli dan semacamnya 

tersebut, maka  terhalanglah anaknya melaksanakan perkawinannya.
32

 

Perkawinan sistem jujur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut; 

a. Perkawinan mengabdi (Dien Huwelijk) 

Dalam bentuk perkawinan ini pembayaran jujurnya ditunda, suami 

hidup dengan istrinya dan bekerja pada mertuanya, sampai jujurnya 

lunas, sebelum jujur dibayar lunas anak-anak mereka masuk ke suku 

marga suaminya, perkawinan mengabdi masyarakat Batak memakna 

mandinding. Di Bali nungoni, di  Lampung eringbeli. 

 

b. Perkawinan meneruskan (Vervool Huwelijk) 

Adalah perkawinan meneruskan dengan saudara seorang dengan 

seseorang perempuan yang sudah meninggal dalam perkawinan ini 

tidak perlu jujur karena istri yang kedua seakan-akan menduduki 

tempat istri yang pertama, bentuk perkawinan ini di Batak dikenal 

mangabio, Jawa; karang wulu, dan Pasemah ; tungkot. 

c. Perkawinan menganti (Liviraat Huwelijk) 

 Perkawinan seorang janda yag telah ditinggal suaminya dengan 

saudara laki-lakinya sebagai penganti  biasanya tidak ada pembayaran 

                                                             
32

 Talib Setiadi, Intisari Hukum Adat Indonesia, Ibid, h. 231 
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jujur, bentuk perkawinan ini di Batak paraekon, Palembang ganti 

tikar, Lampung; nyemalang, dan Jawa medun ranjang.  

d. Perkawian mengambil anak (Inliijf Huwelijk) 

Artinya seorang anak laki-laki diambil untuk seorang gadis, gadis 

tersebut adalah berhukum patrineal, menantu laki laki itu menjadi 

anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan menjadi keturunan  dari 

klan istrinya (mertua) kalau jujur tidak dibayar, di Gayo, Sumatra 

Selatan disebut semendo ambil anak, angkon, kadang-kadang suami 

yang menerima jujur sehingga ia lepas dari klannya sendiri, terdapat 

di Sumatera Selatan.
 33

 

Sedangkan pengertian sistem perkawinan semendo mengambil 

anak dalam masyarakat yang bersistem kekerabatan matrilineal adalah 

mengambil anak laki-laki sebagai menantu untuk menjadi ahli waris 

mertuanya dan laki-laki ini tidak memberikan jujur kepada mempelai 

perempuan dan bahkan si laki-laki inilah penerima jujur, yang 

melamar adalah perempuan.
34

Anak-anak yang lahir dari sistem 

perkawinan semendo masuk ke keluarga istrinya dan bapak tidak 

mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya dan harta. Sementara 

pengertian perkawinan semendo ambil anak dalam pasal kelima buku 

Sending Delapan
35

adalah perkawinan seorang laki-laki yang tidak 

sama sekali memberikan harta baik berupa uang atau lainnya kepada 

pihak perempuan, jika terjadi perceraian antara keduanya maka anak, 

semua harta  dan  hutang piutang jatuh ke tangan bapak angkatnya. 

Dan si anak angkat tadi tidak mendapatkan apapun, kecuali pakaian 

yang dipakai. 

Sedangkan istilah-istilah perkawinan ambil anak bagi 

masyarakat berhukum patrilineal di berbagai daerah di Indonesia 

adalah terdapat di Gayo disebut Anggap, di Sumatera Selatan disebut 

tambik anak, ambik anak, di Lampung disebut Ngakuk ragah, dan di 

Bali disebut nyentane-di dan  disebut inliijf huwelijk dalam sebutan 

                                                             
33

Talib Setiady, ”Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kaji...Ibid,h. 233 
34

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-

Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama.(Badung; Pt Mandar, 2007), h. 9  
35

Pendidikan dan Kebudayaan, Sending Delapan dan Undang-Undang adat 

Lembaga Raja Melayu (Bengkulu, Diroktorat Jenderal Kebudayaan, Sejarah dan Nilai 

Tradisional, 1990), h 54 
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bahasa Belanda. Bagi masyarakat berhukum matrilineal istilah yang 

digunakan dalam sistem perkawinan mengambil anak adalah Anggap 

di Gayo, semendo ambil anak, nongkon, campur sumbai di Sumatera 

Selatan, kawin ambil piara di Ambon, nyeburin di Bali dan di inlijk 

huwelijk dalam istilah bahasa Belanda.
36

 Bentuk-bentuk perkawinan  

semendo mengambil anak 

a. Semedo rajo-rajo. Yaitu suami istri berkedudukan sama baik 

dipihak istri maupun suami. 

b. Semendo bebas. yakni suami menetap pada kerabatnya ia hanya 

urang semedo. 

c. Semendo menetap. Artinya suami mengikuti kediaman istri. 

d. Semendo menunggu. Suami istri bertempat tinggal pada kerabat 

istri menunggu adik istrinya sampai mampu hidup mandiri/sampai 

tugas pertanggungjawabannya terhadap keluarga mertua selesai 

diurusnya 

e. Semenda nangkit (ngangkit), suami menjadikan istri untuk 

menjadikan penerus keturunan pihak suami  karena ibunya tidak 

mempunyai anak perempuan. Sehingga suami istri ini nantinya 

akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya. 

Semenda ngangkit ini kebalikan dari perkawinan semenda ambil 

anak. 
37

 

f. Semendo anak gadang. Suami tidak menetap di tempat istrinya  

melainkan datang sewaktu-waktu lalu kemudian pergi (sementara) 

g. Semendo bertandang. Artinya suami tidak bertempat tinggal yang 

sama 

h. Semendo ambil anak. Artinya mengambil anak laki-laki sebagai 

menantu untuk menjadi ahli waris mertua. 

i. Semendo beradat. Pihak pria membayar uang kerabat kepada 

kerabat wanita menurut martabat adatnya. 

j. Semendo tidak beradat. Artinya pihak pria tidak membayar adat 

karena semua biaya ditanggung pihak wanita.
38

 

k. Semendo bleket. Artinya pihak perempuan setelah kawin sudah 

menjadi milik keluarga laki-laki dan tidak diperbolehkan 

berhubungan langsung dengan keluarganya lagi tanpa seizin 

suaminya atau keluarga suami.
39

  

 

 

                                                             
36

 Talib Setiady, ”Intisari Hukum Adat Indonesia:.. Op., Cit h. 230-237 
37

 Talib Setiady, ”Intisari Hukum Adat Indonesia: .... Ibid.,h. 239 
38

Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Eksistensi ,.Op. Cit, h. 285 
39

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah provinsi Bengkulu, 

Sending Delapan dan Undang-undang adat Lembaga Raja Melayu, Op.Cit 
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c.  Perkawinan Dalam Islam dan Hukum Positif  

Perkawinan menurut secara bahasa bermakna mengumpulkan.
40

 

Maksudnya adalah mengumpulkan  dua orang yang semula terpisah dan 

berdiri sendiri. Perkawinan merupakan terjemahan dari kata bahasa 

Arab   (نكح وزوجdan makna istilah menurut para ahli, di antaranya 

menurut Abu Zahrah, perkawinan merupakan 

وما عليو من  انو عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمراة وتعاونهما ويحل ما لكليهما من حقوق
 واجبات 

 Perkawinan adalah sebuah akad yang menjadikan halal hubungan antara 

laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya dapat bekerja sama dalam 

menjalankan hak dan kewajiban keduanya.
41

 

 Ulama Hanafi mengatakan bahwa perkawinan merupakan 

sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang 

secara segaja.
42

  Artinya adanya kebolehan seorang laki-laki bersenang-

senang dengan seorang perempuan. Undang-Undang No 1 tahun 1974 

tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan 

lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai 

suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
43

 Sedangkan dalam Kompilasi 

Hukum Islam memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah akad 

yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati atau mematuhi 

perintah Allah swt  dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan 

akan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam serta tercatat 

sebagaimana tercantum pasal 2 ayat 1.
44

 Dengan demikian, dapat 

                                                             
40

 Wahbah Al-Zuhailῑ, al-Fiqh al-Islamỹ wa Adilatuhu, (Jakarta; Gema Insani, 

2011), jil, 9, h, 39 
41

 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwãl al-syahsiyah, (Mesir; Dãr al-fikr wa al-Arabŷ, 

1369) , h. 19 

      
42

 Wahbah al-Zuhaili, ibid 
43

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan 4 
44

 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab II, pasal 2. Pengertian ini senada dengan 

makna yang terkandung dalam al-Qur‟an Surat Al- Rum ayat 21. Pada pasal 5 dijelaskan 

bahwa perkawinan harus di catat oleh Pegawai pencatat nikah, sebagaimana di atur dalam 
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dipahami bahwa hubungan suami istri merupakan pasangan yang 

bermitra dan sejajar karenanya mereka harus bekerja sama, saling 

melengkapi, menghargai, dan menghormati. Ketentuan yang mutlak 

dalam hukum Islam tentang perkawinan adalah tidak boleh adanya 

pemaksaan
45

asal jelas calonnya, bukan termasuk ke dalam larangan 

kawin baik selamanya maupun sementara,
46

 bukan istri orang, dan bukan 

pula perempuan yang masih dalam masa iddah, dalam menjalani 

perkawinan suami dan istri harus memahami prinsip perkawinan,
47

 

artinya suami dan istri harus memahami dan sekaligus mengamalkan 

dasar-dasar atau norma- norma umum dalam menempuh bahtera rumah 

tangga.
48

  

Ulama Maliki mutaakhirin mengatakan bahwa hukum 

perkawinan itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagiannya 

                                                                                                                                                              
UU No 22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 45 dan pasal 6 di jelaskan bahwa perkawinan 

yang dilakukan di luar atau tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum 
45

Menurut Imam Syafi‟i, Ishak, dsn Ibn Hambal : ayah boleh memaksa anaknya 

yang telah dewasa untuk kawin, sesuai dengan kedudukannya sebagai wali mujbir. 

Sedangkan janda lebih berhak menentukan jodohnya sendiri dan walinya hanya menyetujui 

pilihannya itu. Muhammmad ibn Ismail al-San‟ani, Subulu al-Salam, (Mesir; Mustafa al-

Babi al-Halabῑ wa Awladữh, 1950), h. 118-119 dan 122 
46

Larangan selamanya, seperti perempuan satu keturunan, secara garis lurus ke atas 

atau menyamping, termasuk hubungan sesusuan. Sedangkan haram sementara seperti saudara 

dari istri, kecuali istri sudah meninggal, dalam keadaan ihram. Dll. Abu Yahya Zakaria al-

Ansari, Fath al -Wahhãb, (Mesir;  Mustafa al-Bãbi al-wa Awlãduhu,1984), h. 34  
47

Kompilasi Hukum Islam pasal 2-3 “Perkawinan menurut hukum islam adalah 

perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan  pasal 77-79 

berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami 

istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin 

yang satu kepada yang lainnya, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan 

memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun 

kecerdasan dan pendidikan agama. Suami Istri  melalaikan kewajibannya, masing-masing 

dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Suami istri harus mempunyai tempat 

kediaman yang tetap. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1, ditentukan oleh suami 

istri bersama. Suami adalah kepala rumah keluarga dan istri ibu rumah tangga, hak dan 

kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah 

tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing masing pihak berhak untuk 

melakukan perbuatan hukum.  
48

Prinsip-prinsip perkawinan bisa dilihat dalam al-Qurãn dan Hadist. Adapun  al-

Qurãn tertera dalam al-Baqarah: 187,228, 233. Al-Nisa‟; 9,19, 32, 58. Al-Nahl; 90 dan surat 

al-Talaq; 7 
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lagi dan sebagian lainnya mubah.
49

 Hadis Nabi Muhammad saw yang 

dimaksud adalah;
 تناكحوا فانى مكاثر بكم الأمم.  اخرجو ألنسائ وابن ماجو 50

Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kawin, saya berlomba-

lomba memperbanyak umatku dengan umat yang lain diakhirat nanti. 

diriwayatkan oleh Nasãῑ dan Ibn Mãjah. Adapun rukun perkawinan yang 

di sepakati oleh para ulama fiqh adalah ijab dan kabul.
51

 Ijab kabul itu 

akan menimbulkan hubungan-hubungan hukum antara kedua belah pihak. 

Pengucapan ijab dan kabul merupakan simbol dan bukti persetujuan secara 

lahir oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu ijab dan kabul harus 

diucapkan dengan kalimat yang mudah dimengerti,
52

 ijab dan kabul akan 

sah apabila dilakukan dengan: 

a. Diucapkan oleh orang yang sudah cakap bertindak secara hukum atau 

diwakili oleh orang yang cakap. 

b. Diucapkan dalam satu majlis atau tidak diselingi oleh pembicaraan atau 

perbuatan lainnya. 

c. Ijab harus dengan satu pengertian 

d. Yang mengucapkan ijab tidak berpaling sebelum ada ucapan kabul. 

e. Kedua belah pihak mendengar dan memahami satu sama lain 

f. Pengucapannya harus final tanpa dikaitkan dengan syarat lain yang bisa 

mempengaruhi akad. 

 Keberadaan ijab dan kabul, oleh sebab itu statusnya dapat 

disamakan dengan kehadiran pelaku.
53

 Sedangkan menurut kalangan al-

Syãfi‟ῑ, Mãlikῑ dan Hambali yang melakukan akad itu hadir atau tidak bisa 

menyebabkan perkawinannya tidak sah sebab tulisan itu termasuk 

metafora saja.
54

 Sementara dalam pasal 27 Kompilasi Hukum Islam 

                                                             
49

Ibnu Rusdy, Bidayãtul Mujtahid Analisis Para Mujtahid judul asli Bidayatul 

Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad 

Zaidun, (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), jil, 2, h.394 dan terdapat juga Al Qur‟an surat an 

Nisa‟; 3 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta; Pustaka Mahmudah, 

1956), h. 53 
50

A-Nasãῑ dan Ibnu Mãjah, Bab Al-Nikah, Kitab Hadis 9 
51

Ijab berarti penyerahan calon istri oleh walinya kepada calon suami dengan 

ucapan” saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama.... “sedangkan kabul berarti 

penerimaan calon istri oleh calon suami dengan ucapan “saya terima nikahnya yang bernama 

...” mahar disebutkan jumlahnya baik tunai maupun tidak. 
52

Dengan jalan isarat dibolehkan bagi yang bisu. Sedangkan dengan tulisan jika 

salah satu pihak  berhalangan hadir karena alasan yang sah menurut syara‟  
53

 Wahbah al-Zuhaili, Op,. Cit, jil, 9 h. 46-48 
54

 Ibid.  
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dijelaskan bahwa ijab dan kabul harus jelas beruntun dan tidak berselang 

waktu.
55

Rukun kedua yang disepakati adalah adanya calon suami dan 

calon istri serta adanya wali
56

sebagian ulama mazhab al-syãfi‟ῑ 

mengatakan bahwa rukun perkawinan dua orang saksi sebagaimana yang 

ada dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
57

untuk calon 

suami di syaratkan harus berakal, bebas dalam bertindak, jelas 

identitasnya, dan walinya.
58

 Kehadiran wali dalam perkawinan mutlak 

sangat diperlukan sebagaimana dalam Nash
59

 dan sabda Nabi besar 

Muhammad saw:
 لا نكا ح الا بولي . رواه احمد60 

“Tidak sah perkawinan tanpa adanya wali” HR Ahmad. Persyaratan 

yang berhubungan dengan kedua belah pihak adalah; 

a. Mampu melaksanakan perkawinan, maksudnya adalah orang yang 

mampu melaksanakan akad baik bagi dirinya maupun untuk orang lain. 

Maksud dari harus mampu melakukan akad, seperti harus tamyiz. 

b. Mendengarkan perkataan orang, maksudnya adalah masing-masing 

kedua bela pihak harus mampu mendengarkan perkataan orang lain. 

Sekalipun secara hukmi saja, seperti melalui tulisan. Syarat yang 

dikhususkan bagi perempuan adalah, pertama harus benar-benar 

perempuan sejati, bukan waria (khunsã musykil)
61

 dan tidak termasuk 

perempuan yang haram dikawini. 

Saksi dalam perkawinan adalah syarat sahnya perkawinan.
62

 

Sebab saksi berfungsi sebagai wakil masyarakat yang menunjukan pada 

kesaksian orang banyak, sehingga dapat menjaga hak-hak istri dan anak, 

                                                             
55

 Kompilasi Hukum Islam 
56

  Inilah yang disepakati para ulama. Walaupun sebagian ulama asy Syafi‟i 

berpendapat kalau saksi itu masuk dalam rukun perkawinan. Ibnu Rusyd al Qurtub al 

Andalusi, Op,.Cit, Jil II, h. 13 
57

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. bagian Kesatu, pasal 14 dinyata bahwa 

rukun perkawinan adalah: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan 

kabul.Calon suami harus berumur minimal 19 tahun ( pasal 7 UU no I tahun 1974) dan calon 

Istri  berumur 21 tahun( pasal 6 UU no I tahun 1974). Saksi harus orang muslim, adil, aqil, 

baligh tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir secara 

langsung. KHI pasal 24-26. 
58

Abd al-Rahmãn al Jãziri, Kitab al-Fiqh alȃ Mazahib al-Arba‟ah, (Mesir; al 

Maktabah al- Tijariyyah al-Kubra, 1969), h. 8 dan 20-23  
59

Al-Qurãn surat Al-Baqarah 232 dan  surat al Baqarah: 221 
60

Muhmmad Ibn Ismail al-San‟ani, Subulu al-Salam, (Mesir Mustafa al-bãbi al-

Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 117 
61

Khunsa Musykil adalah jenis kelamin yang sulit di bedakan mana yang dominan. 
62

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa saksi dalam perkawinan itu adalah 

rukun pelaksanaan perkawinan. Pasal 24 ayat 1.  
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agar tidak dizalimi oleh ayahnya sehingga nasabnya jelas, untuk 

menghindari tuduhan suami atas istrinya serta memberikan penjelasan 

betapa pentingnya perkawinan itu.  

a. Tujuan Perkawinan 

Dalam al Qur‟an tercantum tujuan perkawian yang tersebar 

dibeberapa surat dan ayat.
63

 diantaranya 

          

 Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.
 64

 

Sedangkan Sunnah yang membicarakan tentang tujuan 

perkawinan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 

berikut: 

ومن لم  منكم الباءة فليتزوج فانو اغض للبصر, واحصن للفرجيا معشر الشباب من استطاع 
 .يستطع فعليو بالصوم فانو لو وجاء. رواه البخارى و المسلم

Wahai para pemuda barang siapa yang telah mampu untuk kawin, maka 

lakukanlah, karena menikah itu dapat menundukan pandangan dan lebih 

menjaga alat vital. Dan barang siapa yang belum mampu untk menikah, 

maka hendaklah ia berpuasa, karena itu bisa menjadi obat baginya. HR. 

Bukhari dan Muslim.”
65

 

Dengan demikian disimpulkan bahwa tujuan perkawinan itu 

adalah memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang 

menuju keluarga sakῑnah, mawaddah warohmah, sebagai penerus 

generasi, pemenuhan biologis, menjaga kehormatan dan wadah 

ibadah.
66

 Tujuan memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan 

sayang disebutkan oleh Allah swt melalui firman-Nya.
67

Sedangkan 

tujuan yang mengarah pada pengembang biakan ummat manusia 

                                                             
63

Al Qur‟an surat al-Baqarah (2): 187 dan 223. Al-Nisã(4); 1-9 dan 24. Al-Nahl 

(16); 72. Al -Mu‟minun (23): 5-7. Al-Nur (24); 33. Al-Rữm (30); 21. Al-Shurã (42); 11. Al-

Ma‟arij (70) ;29 dan Al-Thãriq (67); 6-8 
64

Al-Qurãn surat al-Mu‟minữn; 5-7 
65

Muhmmad ibn Ismail al-San‟ani, Subulul-Salam, (Mesir Mustafa al babi al Halabi 

wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119 dan Al Bukhari, Kitab “Al- Nikãh. Bab at Targhibi fi al-

Nikah,  Hadis Kitab 9 
66

 Khairuddin Nasution, Hukum Perkawinan I di lengkapi perbandingan UU Negara 

Muslim Kontemporer ( Yogyakarta; ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), h. 43 
67

Al-Qurȃn surat Al- Rữm 21 
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disebutkan dalam surat al Sữrã;11, al-Nahl;72, al-Nisã:1 dan surat al -

Thariq; 6-7. Tujuan pemenuhan biologis terdapat dalam surat al-

Baqarah: 187, 223. Al-Nur:33, al-Ma‟arij: 29-31 dan al-Mu‟minữn: 5-7 

serta tujuan perkawinan menjaga kehormatan tertera dalam surat al-

Ma‟ãrij: 29-31, surat al-Mu‟minữn: 5-7 dan surat al- Nisã‟: 24. Dan 

tujuan ibadah terdapat dalam hadis Rasulullah .
68

 

. رواه الطبرانى و  من رزقو الله امرأة صالحة فقد أعانو على شطر دينو فليتقى الله فى الشطر الباقى
  اكمالح

“Siapa yang diberi karunia oleh Allah Swt, berupa istri yang 

sholehah, sungguh Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan 

sebagian agamanya. Maka hendaknya ia berkata kepada Allah swt 

pada sebagian yang lain. HR. Thabrani dan Hakim dengan sanad 

yang shahih. 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
69

 

menyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sementara itu 

menurut Khairuddin Nasution tujuan perkawinan itu adalah dalam 

rangka memperoleh ketenangan hidup keluarga yang penuh cinta dan 

kasih dan sayang, reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga 

kehormatan dan ibadah.
70

 

b. Mahar   

Kadang-kadang mahar disebut sebagai sedekah Allah swt 

berfirman
71

 

                       

           

                                                             
68

 Muhmmad ibn Ismail as San‟ani, Subulu al-Salam, (Mesir Mustafa al-bãbi al 

Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120 dan Thabrani dan Hakim dalam Mustadrak Hakim, 

Kitab Al-Nikah. Hadis 9 
69

 Kompilasi Hukum Islam pasal 3,  
70

Kharuddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim 

Modren, (Yogyakarta; ACA deMIA, 2012), h. 282 
71

 Al-Qurãn, surah al- Nisã‟ 
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Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 

hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 

yang sedap lagi baik akibatnya. 

Dan  kadang disebut ujroh sebagaimana  dalam firman Allah 

swt.
72

diantaranya; 

...                

                    ....    

                  

             

 ...., berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), 

sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap 

sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan 

mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana..... dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, 

sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan 

pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain 

sebagai piaraannya.  

Secara istilah definisi mahar terurai sebagai berikut ini, 

1) Mazhab Hanafi mengatakan bahwa mahar adalah sejumlah harta 

yang menjadi hak istri karena akad pernikahan sehingga 

dibolehkannya terjadi senggama. 

2) Mazhab Maliki mengartikan mahar sebagai sesuatu yang 

menjadikan halal untuk digauli. 

3) Mazhab Hambalῑ mendefinisikan mahar adalah sebagai imbalan 

suatu perkawinan baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah 

maupun ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah 

pihak. 

                                                             
72

 Al-Qur‟an surat Al-Nisȃ‟ ayat 24-25, surat al-Maidah ayat 5 dan surat al-

Mumthahanah ayat 10. Diantaranya yaitu al-Mumtahanah ayat 10 
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4) Abdurrahman Al-Jãzirῑ mengatakan bahwa mahar adalah 

pemberian wajib oleh suami kepada istrinya sebagai barter 

diperbolehkannya bersenang-senang.
 73

 

  Dari definisi yang diungkapan oleh para ulama ini, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari 

suami berupa benda ataupun jasa tanpa batasan minimal namun 

mempunyai manfaat bagi istri  dan sang istri ikhlas menerima. 

Keterangan ini menunjukan bahwah mahar merupakan rukun asli 

perkawinan sehingga perkawinan tidak sah tanpa adanya mahar, 

mahar tidak perlu besar namun harus ada, besar kecilnya mahar 

bukanlah ukuran sahnya perkawinan. Imam Syãfi‟ῑ, Imam Ahmad, 

Ishãk, Abữ Tsur dan fuqaha Madinah juga sepakat bahwa tidak ada 

batas minimal dalam semua pemberian mahar. Pemberian mahar 

adalah merupakan tanda kecintaan antara suami dan istri.
74

Jika terjadi 

perceraian dalam perkawinan, maka mahar tetap wajib diberikan 

kepada istri, hal sesuai dengan perintah Allah swt dalam al-Qurãn.
75

 

Menurut Mãlikiyah pernikahan tidak sah tanpa adanya mahar, karena 

mahar mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya 

sengketa dikemudian hari. Mahar dianjurkan disebutkan saat akad, 

walaupun demikian mahar tidak disebutkan ketika akad, maka 

pernikahan tetap sah.
76

 Syari‟at Islam  tidak menetapkan batasan 

minimal ataupun batasan maksimal, sebab manusia memiliki 

keberagaman dalam tingkat kemampuan. Manusia juga berbeda dari 

kondisi sulit dan lapang, serta masing-masing komunitas memiliki 

kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda.   
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  Abdurahman Aljaziri” Kitab al-Fiqh a‟lȃ Mazhab al-Ar Ba‟ah (Dȃr al-Kutȗb al 

Islamiyah, Beirut. Th, 1990). H 89 
74

  Sayyid Sabiq ”Fikih Sunnah”, Juj 3 (Dȃr Fath Lil ilmi al-Arabiy. Jakarata, 

Cakrawala Publising) : 2011).H. 410-413 
75

 Al-Qur‟an surat al-Baqarah; 228. Quru' dapat diartikan suci atau haid. Hal ini 

disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah 

tangga (Lihat surat Al-Nisã' ayat 34). 
76

Wahbah al-Zuhaili”al-Fiqh al-Islamy Wa Adilatuhu”(terjemahan) ( Darul Fikri,) 

Gema Insani jilid 9 Jakarta. H 82 
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c. Hak dan Kewajiban Suami Istri  

Adapun masalah yang menyangkut kewajiban suami terhadap 

isteri adalah menggauli istri dengan cara yang baik, memberikan 

tempat tinggal,
77

 memberikan nafkah,
78

bersikap adil jika mempunyai 

istri lebih dari satu.
79

Suami dibebani tugas sebagai pemimpin 

keluarga, rumah tangga bukan hanya kebendaan melainkan berupa 

tenaga, suami sebagai penjaga kehormatan keluarga.
80

Kewajiban 

utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami sebatas yang 

dibenarkan oleh hukum Islam.
81

 Kewajiban keduanya meliputi, saling 

cinta, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin, 

mengasuh dan memelihara anak-anak, pendidikan, kecerdasan dan 

memelihara kehormatan.
82

 Keduanya sama-sama mempunyai hak 

melakukan perbuatan hukum, walaupun istri merupakan pendamping 

suami.
83

  

Kewajiban suami merupakan hak bagi istri, baik berhak atas 

materi 
84

 seperti istri  berhak mendapatkan mahar dan nafkah ataupun 
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Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 32 ayat 1 “Suami istri 

harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud 

ditentukan oleh suami istri bersama.” dan pasal 34 ayat 1. :Suami wajib melindungi istrinya 

dan memberikan segala sesuatu kepentingan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya.” Kompilasi Hukum Islam pasal 81 
78

 Al-Qurãn Surat Al-Thalak: 7 
79

 Al-Qurãn Surat Al-Nisã‟ ayat 3. Berlaku adil maksudnya adalah perlakuan yang 

adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat 

lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat 

ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad 

s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja 
80

Kompilasi Hukum Islam pasal 82  
81

Berbakti ini bisa difahami dalam istilah Patuh kepada suami. Ibnu Qudama‟, Al 

Muqhni wa al Shara al kabir, (Beirut, Dȃr al-Fkir, 1984). VII,h. 469 
82

 Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat  1-5 “Suami istri memikul kewajiban yang 

luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahmah yang menjadi 

sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat 

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. suami istri 

memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai 

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, suami sitri 

wajib menjaga kehormatannya, jika keduanya melalaikan kewajibannya masing-masing 

dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.‟ 
83

 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30-34 
84

 Pemahaman ini terambil dari firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 “Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma‟ruf. dan juga 
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non materi seperti hubungan baik, perlakuan yang baik dan keadilan. 

Lalu apa yang menjadi kewajiban dari istri merupakan hak bagi 

suami.  Istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, 

semua hal yang menjadi kebiasaan yang patut,
85

 merupakan kewajiban 

bagi kedua belah pihak. Sesungguhnya istri berhak mendapatkan 

penjagaan kesucian pergaulan dari suaminya, seperti suami dilarang 

melakukan persetubuhan melalui anus. Sementara itu, hak hak suami  

yang paling penting adalah ketaatan istri ketika suami mengajaknya 

ketempat tidur, menjaga harta suami, menjaga anak-anak, tinggal di 

rumah selama suami bepergian.
86

Perlakuan yang baik dan 

memberikan pelajaran pada istri. 

 Dari paparan itu difahami bahwa suami mempunyai kewajiban 

dan hak, yang mana kewajiban suami merupakan hak bagi istri dan 

hak suami merupakan kewajiban bagi istri. Dalam melaksanakan 

kewajiban baik suami maupun istri harus memperhatikan hak. Hak 

dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang, kewajiban ada karena 

adanya hak dan hak itu harus mereka terima. Adapun posisi suami 

dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga,
87

 suami adalah 

                                                                                                                                                              
hadist nabi” kami berikan dia makan jika kamu makan, kamu pakaikan dia jika kamu 

mengenakan pakaian. dan jangan kamu pukul wajahnya, dan jangan kamu buat dia menjadi 

buruk, jangan kamu tinggalkan dia kecuali di dalam rumah. Al Qawaaniinu al Fiqhiyyah. h, 

213 dan Wahbah az Zuhaili, al-Fiqh al Islamy.,  Op., Cit., h. 294  
85

Sebagaimana firman Allah swt “ pergaulilah mereka secara patut”. Al-Qurãn surat 

Al Nisã ayat 19 

           

86
 Menurut Wahba Al-Zuhaili bahwa menyuruh istri tinggal dirumah bukan bearti 

mengurungnya di dalam rumah ataupun membatasi geraknya. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al 

Islamy,. Op. Cit., h. 304. Al Qur‟an surat An Nisa‟ ayat 34: tidak Berlaku curang serta 

memelihara rahasia dan harta suaminya, Allah telah mewajibkan kepada suami untuk 

mempergauli isterinya dengan baik. Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. 

nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. untuk memberi 

peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi 

nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak 

bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak 

meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang 

lain dan seterusny 
87

 Pengertian keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, seisi rumah, ibu bapak, 

anak-anaknya, orang-orang seisirumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan 

yang sangat mendasar. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa 
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pembimbing terhadap istri dan anak-anaknya, serta mengenai urusan 

rumah tangga diputuskan oleh suami.
88

 Posisi laki-laki sebagai 

pemimpin dijelaskan dalam Nash Al qur‟an, sebagaimana firman 

Allah swt
89

  

                   

                        

                 

                        

           

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita 

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 

                                                                                                                                                              
Indonesia,(Jakarata; Balai Pustaka. 1988), h. 413 dan W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470. Keluarga juga diartikan dua orang 

atau lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau karena 

pengangkatan. Bisri Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, Kamus Lengkap Sosiologi, 

(Jogjakarta; Panji Pustaka, 2008), h. 103. Dan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 

tentang kependudukan dan Keluarga Sejahtera Bab Ketentuan Umum, menjelaskan bahwa 

keluarga merupakan unit (Lembaga) terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan 

istri , atau suami istri dan anaknya, atau ayahnya dengan anaknya, atau ibu dengan ayahnya. 

Adapun hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan 

mahramnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya 

yang dihasilakn dari akibat tersebut. Pengertian keluarga memiliki dua dimensi; pertama, 

keluarga  sebagai ikatan kekerabatan antar individu, ini merujuk pada hubungan darah dan 

perkawinan. Kedua “rumah tangga”  dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, 

namun yang menjadi penekanan adalah kesetuhunian dan ekonomi. Sedangkan dalam al 

Qur‟an surat Thaha:132 dan surat al Tahrim: 6, keluarga diistilahkan dengan al Ahlu (Famili, 

keluarga dan kerabat). 
88

. Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan  Kompilasi Hukum Islam. Pasal 77. Di 

jelaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah waraohmah, wajib saling mencintai, saling menghormati, 

setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Keduanya berkewajiban mengasuh, memlihara 

anak-anak mereka, wajib menjaga kehormatannya. 
89

 Al Qur‟an surat an Nisa‟:34 



33 | P a g e  
 

wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah 

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 

Dan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia
90

 dinyatakan 

bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, hak 

dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

rumah tangga.Dengan demikian, jelas dapat dipahami bahwa suami dan 

istri merupakan pasangan yang bermitra dan sejajar yang karenanya 

mereka harus bekerja sama, saling melengkapi, saling menghargai dan 

saling menghormati. Adapun prinsip-prinsip perkawinan yang 

dimaksugkan adalah sebagai berikut; 

1. Musyawarah dan Demokrasi. 

Maksudnya adalah bahwa dalam segala aspek kehidupan dalam rumah 

tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil 

musyawarah minimal antara suami dan istri. Suami dan istri harus 

saling terbuka untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan menerima 

pandangan kedua belah pihak. Prinsip musyawarah ini ditunjukan 

dalam firman Allah swt surat al Talaq ayat 6, al Baqarah ayat 233. An 

Nisa‟ ayat 19 

                 

                       

                      

            

                                                             
90

 Kompilasi Hukum Islam  pasal 79 ayat 1 dan 2 

 



34 | P a g e  
 

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang 

sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan 

(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan 

jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan 

(anak itu) untuknya.
91

 

2. Menciptakan Rasa Aman dan Tentram Dalam Keluarga. 

Ini berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana 

yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi 

dan saling sayang. Hal ini ditunjukan Allah swt berikut in,
92

  

                 

                         

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

3. Menghindari adanya Kekerasan  

Terhindari dari kekerasan fisik maupun psikis, jangan sampai ada 

pihak dalam rumah tangga yang melakukan pemukulan ataupun 

bentuk kekerasan lain. Prinsip ini di dasari dari firman Allah swt  yang 

berbunyi
93

. 

                   

             

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan Perkataan yang benar 
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4. Hubungan suami dan Istri adalah hubungan Patner. 

Suami dan istri merupakan pasangan yang mempunyai hubungan 

bermitra, patner dan sejajar. Prinsip ini tergambar dalam  firman Allah 

swt berikut: al Qur‟an surat 
94

 

                      

                      

                    

                              

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur 

dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan 

kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya 

kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni 

kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah 

mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan 

Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang 

hitam, Yaitu fajar.. 

5. Berkeadilan  

Yaitu menempatkan diri dari masing-masing keluarga pada posisinya 

(proposional) dan berimbang dalam kehidupan rumah tangga. 

Berimbang dalam memenuhi hak dan kewajiban. Prinsip ini terterah 

secara inplisit dalam firman Allah swt berikut ini,
95

 

                       

                       

         

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
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kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat. 

   Melalui argumentasi prinsip dan pengertian perkawinan diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan yang 

harus dipenuhi oleh setiap makhluk Allah swt yang ada di muka bumi ini. 

Adapun hukum untuk melaksanakan perkawinan, segolongan ulama 

jumhur berpendapat bahwa perkawinan hukumnya sunnah, golongan 

zahiri berpendapat kalau perkawinan itu hukumnya wajib. Penjabaran  

kewajiban suami terhadap isteri Menggauli istri dengan cara yang baik 

sebagai mana firman Allah Swt ini
96

  

                         

                       

                            

      

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang 

telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan 

pekerjaan keji yang nyata
 
 dan bergaullah dengan mereka secara 

patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal 

Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. 

  lalu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi, 97 yakni 

 

 قبه سس٘ه الله صيٚ الله عيٞٔ ٗ اىسيٌ امَو اىَؤ ٍِْٞ اَٝبُ احسٌْٖ خيقب ٗخٞبسمٌ 
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 .خٞبسمٌ ىْسبئ . سٗا اىتشٍضٙ

“Sebaik baik laki-laki muslim yang beriman adalah yang baik 

akhlaknya dan baik (lemah lembut) terhadap istrinya.HR Tirmizi 

: امَو اىَؤٍِْٞ  قبه سس٘ه الله صيٜ الله عيٞٔ ٗسيٌ   عِ اثٜ ٕشٝشح قبه

سٗآ ىْسبئ .  خٞبسمٌ  ٗخٞبسمٌ  اَٝبّب احسٌْٖ خيقب

 ) ٗاثِ ٍبجٔ  ذٗاحَ  اىتشٍزٛ

Dari Abu Hurairoh, ia berkata, Rasulullah saw bersabda;  iman 

orang-orang mukmin yang paling sempurna adalah yang terbaik 

akhlaknya dan yang terbaik diantara kamu sekalian adalah yang 

terbaik memperlakukan istri. HR. Tirmidzi, Ahmad  dan Ibn Majah 

Dan Hadist-hadis berikut; 

سس٘ه الله صيٜ الله عيٞٔ ٗسيٌ :.. اتق٘ا الله   قبه  عِ جبثش اثِ عجذ الله قبه

ٗىنٌ   فبّنٌ اخزتَِٕ٘ ثبٍبُ الله ٗاستحييتٌ فشٗجِٖ ثنيَخ الله  فٜ اىْسبء

فششنٌ احذا تنشّٕ٘ٔ فبُ فعيِ رىل فبضشثِٕ٘ غٞش   عيِٖٞ اُ لا ٝ٘طئِ

اىحذ   –    ثبىَعشٗفٗمس٘تِٖ  نٌ سصقٍِٖجشج ٗىِٖ عيٞ

 ٗاىيفع ىَسيٌ   ٍٗسيٌ  سٗآ اىجخبسٛٝث

Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, berabda Rasulullah saw  : 

……..Takut lah kamu sekalian kepada Allah sw dalam hal kaum 

perempuan, karena mereka adalah amanat Allah sw yang kamu 

sekalian ambil, kamu sekalian mendapatkan kehalalan farji mereka 

dengan kalimat Allah. Kamu sekalian harus menjaga mereka untuk 

kehormatan kamu sekalian dari seseorang yang kamu sekalian tidak 

sukai. Jika mereka melakukan hal itu, pukullah mereka dengan 

pukulan yang tidak melukai. Disamping itu kamu sekalian harus 

memberi mereka nafkah dan pakaian yang baik.    HR Bukhori dan 

Muslim, lafazh hadis bagi Muslim 
98

 

قبى٘ا ىيْجٜ   عِ اثٜ رس اُ ّبسب ٍِ اصحبة اىْجٜ صيٜ الله عيٞٔ ٗسيٌ

ٝصيُ٘ مَب   ٝبسس٘ه الله رٕت إو اىذث٘س ثبلاج٘س   صيٜ الله عيٞٔ ٗسيٌ

ثفض٘ه  ّصيٜ ٗٝصٍُ٘٘ مَب ّصً٘ ٗٝتصذقُ٘

؟ اُ ثنو تسجٞحخ   أٗىٞس قذ جعو الله ىنٌ تصذقُ٘قبه  اعَبىٌٖ

تحَٞذح صذقخ ٗمو تٖيٞيخ صذقخ ٗاٍش  ٗمو صذقخ ٗمو تنجٞشح صذقخ

ٝب   قبى٘ا   ثبىَعشٗف صذقخ ّٖٜٗ عِ اىَْنش صذقخ ٗفٜ ثضع احذمٌ صذقخ
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اأٝتٌ ى٘ ٗضعٖب   أٝأتٜ احذّب شٖ٘تٔ ٗٝنُ٘ ىٔ فٖٞب اجش ؟ قبه   سس٘ه الله

فنزاىل ارا ٗضعٖب فٜ اىحلاه مبُ ىٔ اجش   ؟  فٜ حشاً امبُ عيٞٔ ٗصس

.ٍٓسيٌ  سٗا 

  Dari Abi Dzar, ia berkata, sekelompok orang dari sahabat Nabi saw 

bertanya kepada Nabi saw. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya 

berangkat dengan membawa banyak pahala. Mereka shalat 

sebagaimana kami shalat, mereka perpuasa sebagaimana kami 

berpuasa dan mereka bershdakah dengan kelebihan hara mereka 

?  Rasulullah saw menjawab ;  bukankah Allah telah memberi kamu 

sekalian kesempatan shadakah ?  Ketahuilah, sesungguhnya pada 

setiap ungkapan tasbih adalah shadakah, pada setiap takbir adalah 

shadakah, pada setiap tahmid adalah shadakah, pada setiap tahlil 

adalah shadakah, amar makruf adalah shadakah, nahi munkar adalah 

shadakah  dan menggauli istri kamu sekalianpun shadakah. 

Sekelompok sahabat itu lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah 

ketika salah seorang dari kami menggauli istrinya juga 

berpahala?  Rasulullah saw menjawab, apa pendapat kamu sekalian 

jika ia menunaikan syahwatnya pada yang diharamkan apakah ia 

mendapat dosa ? Begitupun jika ia menunaikan syahatnya pada yang 

halal, tentu ia mendapat pahala.(HR. Muslim) 
99

     

Memberikan tempat tinggal sebagaimana firman Allah Swt
100

  berikut; 

                

                      

                        

             

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri 

yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada 

mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada 

mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 

                                                             
99

Muslim dalam kitab Zakat hadis no 1674. Abu Daud hadis no 1286. Ibn Majah 

hadis no 918. Ahmad Hadis no 20457 dan al Darimi hadis no 1319 
100

Al Qur‟an Surat At Thalak ayat 6 



39 | P a g e  
 

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 

Perudang-undangan yang berlaku di Indonesia, menjelaskan 

bahwa Suami istri harus mempunyai tempat tinggal, suami wajib 

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
101

 lalu Suami wajib 

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.Suami wajib memberi 

pendidikan agama kepada istrinya dan meberikan kesempatan belajar 

pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.Sesuai dengan 

pengahsilannya suami menanggung; nafkah, kiswah dan tempat 

kediaman bagi istrinya. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 

pengobatan bagi istri dan anaknya. Serta biaya pendidikan bagi 

anaknya.
102

Memberikan nafkah, Allah swt berfirman;
103

 

                            

                          

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan. 
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Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 32 ayat 1 “Suami istri 
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pengetahuan yang berguna dan bermanfaatnbagi agama, nusa dan bangsa. Suami wajib 

menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam 

masa iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam 
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aman dan tentram. Suami wajib melengkapi tempat tinggalnya, baik berupa alat 

perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. 
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Dalam masalah ini, Rasulullah juga memberikan penjelasan melalui 

hadisnya yng diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibu Majah. 

ٍب   سأىٔ سجو  قبه  عِ حنٌٞ ثِ عبٗٝخ عِ اثٞٔ عِ اىْجٜ صيٜ الله عيٞٔ ٗسيٌ

ٗ   ٗتسٕ٘ب ارا امتسٞت   : تطعَٖب ارا طعَت  حق اىَشأح عيٜ  اىضٗج ؟ قبه

ٗاث٘ داٗد ٗاثِ   سٗآ احَذٗلا تٖجش الا فٜ اىجٜ   تضشة اى٘جٔ

ٍبجٔ

Dari Hakim bin Mu‟awiyah, dari ayahnya, dari Nabi saw.  Berkata 

Mu‟awiyah;  seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw tentang hak 

seorang istri dari suaminya. Nabi saw menjawab  ; engkau harus 

memberinya makan jika engkau mendapat makan, memberinya pakaian 

jika engkau mendapat pakaian, jangan memukul wajahnya dan jangan 

meninggalkan mereka  kecuali ia berada di rumah. HR. Ahmad, Abu 

Daud dan Ibn Majah
104

 

 ٍؤٍِ ٍؤٍْخ  : لا ٝفشك سس٘ه الله صيٜ الله عيٞٔ ٗسيٌ  قبه  قبه  عِ اثٜ ٕشٝشح

 ٗاحَذ(  ٍسيٌ  سٗاٓاٗ قبه غٞشٓ .  ٍْٖب اخش  سضٜ  اُ مشٓ ٍْٖب خيقب 
Dari Abi Hurairoh, ia berkata , Rasulullah saw bersabda  ;  Seorang 

mukmin tidak boleh membenci seorang mukminah. Jika ada satu 

perangai yang tidak disukainya, maka ada perangai lain yang di 

sukainya,  atau ia akan berkata lain. HR. Muslim dan Ahmad 
105

     

Bersikap adil jika mempunyai istri lebih dari satu, sebagaimana firman 

Allah Swt
106
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Ahmad dalam kitab Musnad al Bashriyyin, hadis no 19160 dan 19162. Abu Daud 

dalam kitab nikah hadis No 1830 dan hadis no 1831 sedangkan Ibn Majah dalam kitab Nikah 

hadis no 1840. Kewajiban memberikan nafkah juga diatur dalam UU no 1 tahun 1974 pasal 

34 ayat 1 “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga 

sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugutan kepada pengadilan.” Dan KHI pasal 80 ayat 4 “Sesuai dengan 

penghasilannya suami menanggung, nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istrinya, 

biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biayah pengobatan bagi istri dan anaknya. Biaya 

pendidikan bagi anaknya. 
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Muslim  kitab ar Rodho‟ah hadis no 2672 dan Ahmad dalam kitab al Muktasirin 

hadis no 8013 
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Al Qur‟an Surat An Nisa‟ ayat 3. Berlaku adil maksudnya adalah perlakuan yang 

adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat 

lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat 

ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad 

s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja 
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                    

                  

               

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 

empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

 Dan hadis juga berikut; 

مبُ   ٝبثِ أختٜ  :  عبئشخ سضٜ الله عْٖب  قيت  عِ عشٗح سضٜ الله عْٔ قبه

لا ٝفضو ثعضب عيٜ ثعض فٜ اىقسٌ ٍِ ٍنثٔ   سس٘ه الله صيٜ الله عيٞٔ ٗسيٌ

ٍِ مو اٍشأح ٍِ   فٞذّٕ٘ٗ٘ ٝط٘ف عيْٞب جَٞعب  عْذّب ٗمبُ قو ًٝ٘ الا

ىجخب سٛ اث٘ سٗآ احتٜ ٝجيغ اىتٜ ٕ٘ ٍٖٝ٘ب فٞجٞت عْذٕب  غٞش ٍسٞس

 ٗاحَذ  داٗد

Dari „Urwah ra, ia berkata, telah berkata „Aisyah ra ;  wahai anak laki-

laki saudaraku,  semasa beliau ada, Rasulullah saw tidak pernah 

mebihkan pembagian tinggal pada kami satu sama lain. Hampir setiap 

hari beliau mengelilingi kami. Beliau mendekati seluruh istri tanpa 

menyentuhnya, sehingga beliau sampai pada istri yang mendapat 

giliran disinggahi dan menginap di 

temaptnya.(HR.  Abu  Daud  dan  Ahmad)
107

     

  Suami dibebani tugas sebagai pemimpin dari keluarga atau 

rumah tangga bukan saja dalam arti kebendaan, tetapi juga berupa 

tenaga, suami sebagai penjaga kehormatan keluarga dan rumah tangga, 

oleh karena itu undang-undang yang berlaku di Indonesia menjelaskan 

bahwa kewajiban suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, yaitu  

berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada 

masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah 
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Abu Daud dalam Kitab Nikah hadis no 1823. Ahmad dalam Musnad al Anshar no 
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keluarga yang ditanggung masing masing istri, kecuali jika ada 

perjanjian perkawinan.
108

 

Kewajiban utama  seorang istri adalah berbakti lahir dan batin
109

 

kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, 

istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-

hari dengan sebaik baiknya.
110

 salah satu bentuk patuh atau berbakti 

adalah dengan meminta ijin jika hendak bepergian. Istri wajib menjaga  

diri dan harta suami.
111

 Hak dan kewajiban suami istri menurut 

Kasani
112

 adalah, keduanya saling berhak dan saling wajib memenuhi 

kebutuhan biologis pasangan, sebab pemenuhan kebutuhan biologis itu 

merupakan sarana menciptakan hubungan dan kelangsungan hidup 

keluarga. Sebagaimana firman Allah
113

 swt yang diantaranya sebagai 

berikut; 

                      

                      

                        

                    

                        

            

                                                             
108

 Kompilasi Hukum Islam pasal 82  
109
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 Al Qur‟an Surat al Mumtahanah ayat 10. terdapat juga dalam surat al Ma‟arij 

ayat 29,30 dan 41. Surat al Baqarah ayat 222-223. Lalu hadis yang menyatakan bahwa agar 

hati-hati dengan wanita, sebab perempuan merupakan patner laki-laki. 
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Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu 

perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji 

(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan 

mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) 

beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-

suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang 

kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan 

berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka 

bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar 

kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada 

tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah 

kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka 

meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah 

yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Bijaksana. 

  Kewajiban keduanya meliputi, saling cinta mencintai, hormat 

menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan 

yang lainya, mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik jasmani 

maupun rohani, pendidikan dan kecerdasan, memelihara kehormatan.
114

 

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, kedua suami istri 

mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam rumah tangga 

maupun dalam masyarakat. Keduanya sama-sama mempunyai hak 

melakukan perbuatan hukum, istri merupakan pendamping Suami.
115

 

Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai mitra yang saling 

membutuhkan sebab tidak mungkin seorang perempuan merasa tidak 

butuh kepada laki-laki (suami) yang mendampinginya secara sah 

meskipun si perempuan mempunyai kedudukan yang tinggi, harta yang 

melimpah ataupun intelektual yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki 
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 Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat  1-5 “Suami istri memikul kewajiban yang 

luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahmah yang menjadi 
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tidak mungkin merasa tidak membutuhkan perempuan (istri) yang 

mendampnginya. Gambaran kedua jenis makhluk ini benar-benar saling 

membutuhkan terdapat dalam hadis Nabi berikut ini; 

اُ اىذّجب ٍتبع, ٍِٗ خٞش ٍتبعٖب اٍشأح تعِٞ صٗجٖب عيٚ الأخشح ٍسنِٞ , ٍسنِٞ 

 . سجو لأ اٍشأح ىٔ ٍسنْٞخ ٍسنْٞخ اٍشأح لأصٗج ىٖب

Sesungguhnya, dunia ini adalah perpendaharaan (perhiasan) dan sebaik-

baiknya perhiasan itu adalah perempuan yang membantu suaminya untuk 

mewujudkan kebahagiaan diakhirat. Sungguh kasihan bagi seorang laki-

laki yang tidak memiliki istri. sungguh kasihan bagi perempuan yang 

tidak memiliki suami.
116

 

 Dan dalam hadis lain, ditemukan hal senada, Rasulullah bersabda;  

 

أح. قبى٘ا: فبُ مبُ مثٞش اىَبه ؟ قبه: ٗاُ مبُ ٍسنِٞ, ٍسنِٞ سجو ىٞس ىٔ اٍش

مثٞش اىَبه ٍسنْٞخ ٍسنْٞخ ٍسنْٞخ  اٍشأح ىٞس ىٖب صٗج. قبى٘ا ٗاُ مبّت مثٞشح 

اىَبه. قبه ٗاُ مبّت مثٞشح اىَبه.

Kasihan Sungguh Kasihan laki-laki yang tidak mempunyai istri., lalu 

berkatalah sahabat; Walaupun dia banyak harta../ Rasulullah menjawab, 

walaupun dia mempunyai harta yang banyak. Dan kasihan.. kasihan 

seorang perempuan yang tidak mempunyai suami, lalu shahabat juga 

bertanya; walaupun dia  memiliki harta..? Rasulullah menjawab 

walaupun dia memiliki harta yang banyak. 
117

 

Suami dan istri diberi tanggung jawab untuk melestarikan manusia 

dan memelihara kehidupan. Keduanya diberi tanggung jawab untuk 

mengelolah alam semesta beserta isinya, sebagaimana firman Allah 

swt
118

 

                         

                 

            

 Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 
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mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 

bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji 

Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 

Manusia dalam kehidupannya memerlukan kebutuhan- salah satu 

kebutuhan itu adalah kelangsungan keturunan manusia, laki-laki dan 

perempuan telah ditakdirkan untuk hidup bersama dalam sebuah 

masyarakat. Interaksi laki-laki dan perempuan serta keberadaan 

keduanya memungkinkan terciptanya kelangsungan manusia di muka 

bumi. Untuk merealisasikan keberlangsungan manusia ini, Islam hanya 

menetapkan metode, yaitu perkawinan.
119

 Pengambaran yang Allah swt 

akan penciptaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang 

berpasang-pasangan dalam kehidupan suami istri, lalu melahirkan anak-

anak sebagai kelanjutan keturunan, dalam hal ini Allah swt berfirman;
120

 

                    

                        

                     

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan 

bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

                                                             
119

 Penjelasan tentang perkawinan ini sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya 

dalam desertasi ini. 
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 Al qur‟an surat an Nisa‟ ayat 1. Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin 
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silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi 

kamu. 

Ini menunjukan bahwa pandangan Islam akan kebersamaan 

laki-laki dengan perempuan dalam ikatan perkawinan adalah  suci, 

mulia dan sebagai pengangkatan  kehormatan diri, disamping dapat 

mewujudkan ketenagan hidup dan memenuhi kebutuhan manusia 

dalam keberlangsungannya. Allah Swt berfirman
121

  

                      

                    

                   

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya 

Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka 

setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang 

ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian 

tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada 

Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau 

memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang 

yang bersyukur". 

                    

                       

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

 Penetapan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan (suami 

istri) terkait dengan kemaslahatan manusia, laki-laki dan perempuan dalam 

pandangan Allah swt sebagaimana diatur oleh asy Syari‟. Aturan dari asy 

syari‟ akan sama jika memang tabiat keduanya selaku manusia 
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mengharuskan solusi yang sama. Sebaliknya solusi yang diberikan akan 

berbeda jika memang dalam pandangan asy Syari‟ perlu penyelesaian yang 

berbeda.
122

 Allah swt dalam mengahdapi kenyataan hukum yang berbeda 

ini, telah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk bersikap 

ridho terhadap pengkhususan akan salah satu pihak. Dan sikap iri serta 

dengki akan kelebihan yang lain dilarang oleh Allah swt, dengan 

firmanNya
123

 berikut ini; 

                           

                       

              

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi 

orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan 

bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan 

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu. 

 Informasi dari ayat ini, jelas bahwa perbedaan boleh saja 

dalam hal pengusaan dan peran, namun dari segi penilaian tentang ibadah 

itu tetap sama. Islam selalu mengikuti fitrahnya dalam membagi tugas-

tugas dan dalam menentukan bagian laki-laki dan perempuan, lalu 

memberikan kekhususan dan keistimewaan masing-masing, untuk 

menyandarkan tugas-tugas tertentu kepada masing-masing. Bukan untuk 

memberikan perhitungan khusus karena jenis kelaminnya melainkan 
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 Abdul Qadim Zallum, Konspirasi Barat Meruntuhkan Khalifah Islamiyah, (Bangil; 

al Izzah, 2001), h. 1-20 
123

 Al Qur‟an surat An Nisa‟ ayat 32. Asbabunuzul dari ayat ini adalah bahwa Ummu 
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memperhitungkan kehidupan kemanusiaan yang ditegakkan, diatur, 

dipenuhi kekhususannya, dan diwujudkan tujuannya, seperti menjadi 

pemimpin di muka bumi ini. Dan beribadah kepada Allah swt sesuai 

dengan kekhususannya masing-masing dan juga variasi fungsinya dalam 

memenuhi kehidupan.
124

 hubungan laki-laki dan perempuan merupakan 

kenyataan bahwa keduanya saling dapat membangkitkan naluri seksual. 

Petemuan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat 

merupakan kebutuhan yang teramat sangat, sehingga diperlukan adanya 

mengaturan yang dapat menjamin ketentraman hidup dan mampu 

mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang selaras 

dengan karakter kemanusiaan. Apabila kedunya menempati kedudukan 

sesuai tabiatnya, maka tujuan hidup untuk beribadah kepadanya dapa 

terlaksana dengan sehat dan wajar.Allah swt berfirman,
125

 

                 

 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku. 

Sebagai landasan dan hukum-hukum syari‟at, Al qur‟an (Islam) 

mengandung nilai-nilai akhlak yang luhur, yang memandang manusia, 

baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki naluri, perasaan, 

kecendrungan, dan akal. Sehingga dapat mendorong kokohnya manusia 

dalam kehidupan. Allah swt menempatkan laki-laki dan perempuan pada 

peran yang berbeda, baik sebagai hamba Allah swt maupun anngota 

keluarga
126

 dan juga anggota masyarakat. Peran yang diberikan itu kadang 

kala sama dan adakalanya berbeda. Perbedaan yang terkait dengan 

pergaulan laki-laki dan perempuan itu adalah sebagai berikut;
127

 Pertama, 

secara umum, Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran 
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  Al Qur‟an Adz Dzaariyat ayat 56 
126
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taklifi tanpa membedakan kedudukan keduanya dari sisi kelamin. laki-laki 

dan perempuan mempunyai potensi yang sama dari segi insaniya, sehingga 

syari‟at Islam memberikan status hukum yang sama bagi laki-laki dan 

perempuan dalam berprilaku atau bertinda, tindakannya itu kadangkala 

mubah, makruh, wajib, sunnah dan haram. Kesamaan itu diinformasikan 

Allah swt melalui firmanNya dalam al Qur‟an;
128

 

                      

                    

                  

         

Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah 

kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; 

tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan 

dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, 

Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-

Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk". 

                         

       

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia 

seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 

peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. 

Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban 

untuk mengajak pada kebaikan, berakhlak muliah,  dan mencegah 

kemungkaran. Selain juga mempunyai hak yang sama, tanpa harus 
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 Al Qur‟an surat Al A‟raaf ayat 158 dan surat Saba‟ ayat 28. Dan yang kemudian 

Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan bahwa sesungguhnya kaum perempuan adalah setara 

dengan kaum laki-laki. Hr Abu Daud dan an Nsa‟i. As San‟ani, Sulussalam. Op. cit,.  
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bertentangan satu dengan yang lainnya.
129

 Tatkala Allah swt 

membedakan tabiat laki-laki dan perempuan, maka keduanya dibebabani 

hak dan kewajiban yang berbeda pula, baik dengan fungsi, kedudukan 

maupun posisi dalam masyarakat. Sedangkan secara khusus perbedaan 

itu ditunjukan pada keberadaan keduanya. Seperti dalam hal berpakaian, 

mengingat aurat perempuan berbeda dengan laki-laki, pembebanan 

nafkah hanya kepada laki-laki terhadap perempuan sedangkan 

perempuan mengatur rumah tangga. laki-laki dibebani pemberian mahar, 

sedangkan perempuan dibebani penyusuan dan lainnya.Perbedaan ini ada 

karena Islam tidak menjadikan peran kehidupan manusia sebagai penentu 

kualitas kehidupan sesorang, Allah swt berfirman
130

; 

                        

                         

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal. 

Kekhususan peran laki-laki dan perempuan itu semata-mata 

merupakan pembagian tugas yang dipandang sama-sama penting dan 

bersifat saling melengkapi demi terselenggaranya kehidupan yang 

stabil.
131

 Kedua, dalam kontek hubungan kelamin, Islam memandang 

bahwa hubungan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan harus 

didasari pada satu filosofi dasar, yakni bahwa naluri seksual yang 

diciptakan Allah swt pada keduanya semata-mata ditujukan agar 

keduanya melakukan aktivitas reproduksi dan pelestarian keturunan, 
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 Informasi-informasi tentang kesamaan yang diserukan oleh Allah swt ini terdapat 

dalam Al Qur‟an surat n Nisa‟ ayat 1, Al Ahzab ayat 36, Al A‟raaf ayat 158, al Anfaal ayat 

24, l Baqara ayat 183, 110 dan surat an Nur ayat 30-31 
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 Al Qur‟an surat Al Hujarat ayat 13 
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 Al Qur‟an Surat An Najm ayat 45 dan At Taubah ayat 71 
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yang disahkan melalui lembaga perkawinan. jadi perkawinan yang 

bertujuan bukan untuk reproduksi dan pelestarian keturunan adalah suatu 

penyimpangan. 

Ketiga, dalam pergaulan, cara berinteraksi antara laki-laki dan 

perempuan yang hal-hal yang berhubungan dengan keperluan umum 

perempuan  diperbolehkan menjalaninya, seperti melakukan jual beli di 

pasar. Sedangkan dalam kondisi tertentu para perempuan diberikan 

batasan seperti keluar malam. Sedangkan bagi kaum laki-laki pembatasan 

itu tidak perlu adanya. Keempat, Suami ataupun istri keduanya sama-

sama mempunyai kewajiban untuk menjaga pandangan dan memelihara 

kehormatan, disamping itu seorang laki-laki diharuskan memenuhi 

nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, sedangkan istri hanya mengurus 

rumah tangga. Kelima, keduanya harus mencurahkan perasaan, tolong 

menolong dan juga saling kasih dan sayang. Keduanya harus menghargai 

hak dan kewajiban masing-masing.
132

 Hubungan relasi suami dan istri 

bagaikan anggota badan, antara kaki dan tangan serta anggota tubuh 

lainnya, oleh karena suami harus menyayangi dan melindungi istri dan 

istri juga begitu Rasa saling menghargai, tolong menolong, saling 

mengasihi, saling menyayangi dan saling menghargai adalah bentuk kerja 

sama antara suami dan istri yang merupakan bentuk model hubungan 

yang sangat dianjurkan dalam Islam. 

B. Penelitian Yang Relevan  

Jurnal hawa  Vol1 No 1 tahun 2019
133

 dinyatakan bahwa 

perkawinan sistem Semendo adalah perkawinan dengan menjadikan 

seorang laki-laki sebagai menantu dan ahli waris baginya dan laki-laki ini 

tidak memberikan jujur kepada pihak mempelai perempuan bahkan dia 

adalah penerima jujur. Anak keturunan dari sistem semnedo ini masuk 

kekerabatan istri dan sibapak tidak mempunyai kekuasaan apaun baik 

dalam harta maupun terhadap anak-anaknya. Posisi isteri lebih tinggi dari 
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 Kompilasi Hukum Islam pasal 77 poin 2 dan 4  
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52 | P a g e  
 

suami sehingga isteri mempunyai kuasa atas segalanya. Suami yang telah 

menjalankan kewajiban nafkah bagi keluarganya hanya diajdikan tameng 

dan simbol kepemimpinan dalam rumah tangganya tidak sejalan dengan 

maqᾶshid as-syarῐ‟ah dan mengabaikan al-‟urf al-shῐhah. Dalam teori 

hak dan kewajiban suami dijelaskan bahwa apa yang menjadi kewajiban 

suami merupakan hak istri dan apa yang menjadi kewajiban istri 

merupakan hak suami. Memberikan nafkah pada keluarga adalah 

kewajiban suami dan mendapatkan nafkah dari suami merupakan hak 

isteri. jika seorang suami telah memenuhi kewajiban nafkah bagi 

keluarganya, maka suami berhak menjadi pemimpin yang mempunyai 

otoritas. 

Tesis Kuneifi, Ahmad 2005 dinyatakan masyarakat 

Minangkabau menarik garis keturunan melalui sistem matrilineal 

mempunyai bentuk perkawinan semendo.
134

 Sistem perkawinan itu 

bersifat eksogami berarti perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan yang tidak satu clan. Pada masa dahulu 

yang dimaksud dengan semendo ini adalah perkawinan semendo 

bertandang, yaitu dimana suami atau ayah hanya dianggap sebagai tamu 

di rumah istrinya dan datang hanya pada malam hari kemudian kembali 

ke rumah ibunya pada pagi harinya. Ayah atau suami tidak mempunyai 

tanggung jawab penuh terhadap keluarganya mamak mempunyai 

tanggungjawab terhadap kemenakannya. Sejalan dengan perkembangan 

zaman dan masuknya ajaran Islam yang banyak mempengaruhi sendi-

sendi adat di Minangkabau Bukittinggi maka bentuk perkawinan 

semendo bertandang telah mengalami pergeseran kepada bentuk 

perkawinan semendo menetap dan pada masa sekarang telah menjadi 

bentuk perkawinan bebas, di mana ayah atau suami telah mempunyai 

tanggung jawab terhadap keluarganya dan telah berkumpul bersama istri 

dan anak-anaknya. Khusus mengenai harta pencaharian yang didapat 

oleh suami istri dapat diwariskan kepada anak-anaknya.  

                                                             
134
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  Perkawinan adat itu bukan saja urusan pribadi yang akan kawin 

tapi urusan keluarga, kerabat dan masyarakat. Perkawinan adat 

masyarakat adat Semende khusus yang berada di Kabupaten Muara 

Enim, Sumatera Selatan.  Minimal tiga sistem hukum yang berlaku 

sekaligus yaitu hukum negara, agama dan adat. Perkawinan adat 

Semende minimal ada dua corak atau bentuk yang lazim dilakukan yakni 

perkawinan ngangkit dan perkawinan nungkat. Perkawinan 

ngangkit  adalah suatu perkawinan dimana setelah nikah mempelai 

wanita ikut atau pindah ke rumah pihak suaminya. Perkawinan seperti ini 

karena pihak suami mempunyai biaya atau harta warisan tunggu tubang, 

yang tidak mempunyai saudara perempuan sama sekali yang akan 

menjadi tunggu tubang.  Perkawinan nungkat, ialah perkawinan yang 

dalam bahasa umumnya adakah perkawinan ganti tikar atau bahasa yang 

sering didengar di masyarakat dengan sebutan "turun ranjang".  

Demi kelestarian kehidupan dalam menjalankan rukun adat 

Semende yaitu yang disimbulkan dengan lambang dan adab masyarakat 

Semende yang bentuk perkawinan tetap berlaku sistem eksogami dan 

indogami. Masyarakat Semende sangat menghargai dan mengayomi 

kaum perempuan terutama dalam sistem "tunggu tubang". Pemegang 

harta tunggu tubang tetap konsisten  melakukan ketentuan adat. Kalau 

boleh kita sama kan harta tunggu tubang ini mirip dengan kedudukan 

"harta pusaka tinggi" di Masyarakat adat Minangkabau Sumatera Barat.  

Peribahasa puyang : Diruguk kambing ngembek, diruguk kebau nguak, 

demi menjaga keutuhan keluarga biasanya diadakan persedekahan yang 

dihadiri oleh Apit Jurai (sanak keluarga) baik yang ada di dusun maupun 

yang merantau. Terutama saat saat baik seperti hari raya ataupun momen 

momen tertentu. "Hal ini masih menggambarkan kehidupan yang masih 

menjaga kegotong-royongan. Yang merupakan kearifan lokal yang perlu 

dilestarikan bersama terutama para pemangku adat di masyarakat kita 

masing-masing. Biasanya pada acara persedekahan atau walimah di 

daerah Semende disebut baguk'an. Pada acara ini bagi yang menyandang 
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Tunggu Tubang, Kepala Pemerintah dan Kepala Adat selalu diminta 

untuk menyampaikan wejangan yang akan menjadi bekal secara moral 

bagi kedua mempelai dalam mendayung rumah tangga. Pantang nian 

nunggu jurai, dindak banyak dik kuwawe sughang, ibarat sapi kumbang 

ndulu ngipat kedian nyunuk, diajak seghempak njadi penghintal, ndulu 

dindak seghempak amun kedian dindak mbawe bentalan, amun kah 

makan te kuah kuah, dianjung beghikan pingging ngerapung
135

 

sedangkan dalam Disertasi dinyatakan bahwa
136

 Sistem perkawinan 

semendo ambil anak semu sebagaimana yang masih berlaku di Empat 

Lawang yang berakibat pada kekerabatan patrilineal terbatas karena tidak 

bertujuan mempertahankan kekerabatan ibu. 

Tulisan Hilman Hadikusuma, yang berjudul Hukum Perkawinan 

Indonesia Menurut perundang-undangan, Hukum Adat dan hukum 

agama dan Hukum perkawinan Indonesia yang diterbitkan oleh Mandar 

Maju, Bandung. Karya Hilman Hadikusuma ini memberikan gambaran 

yang luas tentang sistem perkawinan yang berlaku di berbagai daerah di 

Indonesia, seperti di Batak, Lampung, Bali Minangkabau dan 

Semendo.
137

 Pembahasan tentang sistem perkawinan adat semendo 

terjadi kekerabatan patrilineal dan matrilinear, yakni apabila laki-laki 

tidak membayar jujur sehingga anak-anak keturunan menjadi generasi 

penerus pihak kakek dari ibunya.
138

 Tulisan Hilman Hadikusuma ini 

tidak dianalisa bagaimana sistem semendo ini di bahas melalui hokum 

keluarga Islam diberbagai lininya.  

Penelitian lainnya adalah tulisan yang berjudul Intisari Hukum 

Adat Indonesia oleh Tolib Setiady.
139

 Di sini dijelaskan bahwa sistem 

perkawinan adat terbagi tiga, yaitu sistem endogami, exsogami dan 
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eleutherogami. Bentuk perkawinan adat adalah perkawinan jujur, 

semendo, bebas, campuran dan perkawinan lari. Perkawinan semendo 

adalah perkawinan yang terjadi pada masyarakat adat yang menganut 

sistem kekerabatan matrilineal atau juga patrilineal alternerend, 

kebapakan beralih-alih
140

. Dalam perkawinan semenda calon mempelai 

laki-laki tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, 

bahkan yang melamarpun adalah pihak perempuan. Sehingga hubungan 

antara menantu laki-laki dan mertua seperti buruh dan majikan.Tulisan 

Tolib Setiady ini hanya menjelaskan sistem perkawinan secara umum, 

singkat dan belum menyentuh pada persoalan  sistem perkawinan yang di 

daerah–daerah secara rinci, sepertinya Tolib Setiady mengeneralisir 

bahwa sistem perkawinan semendo mengambil anak hanya berlaku bagi 

laki-laki  miskin dan semata-mata hanya bertujuan mempertahankan 

garis keturunan pihak ibu seperti di Rejang dan Lampung. Tulisan ini 

belum sama sekali tidak melakukan analisa bagaimana hukum keluarga 

Islam menyikapi  keadaan ini.   

Kemudian tulisan Djamanat Samosir, bahwa kekerabatan 

masyarakat patrilineal bentuk perkawinannya adalah jujur. Perkawinan 

sistem jujur adalah perkawinan dengan pembayaran jujur atau belis oleh 

pihak laki-laki ke pihak perempuan.
141

 Sedangkan bentuk perkawinan  

pada masyarakat matrilinear dinamakan perkawinan semendo. Perkawinan 

semendo adalah bentuk perkawinan yang bertujuan mempertahankan garis 

keturunan pihak ibu, semendo berarti laki-laki dari luar. Pada bentuk 

sistem semendo calon mempelai pria dan kerabatnya tidak memberikan 

jujur pada pihak perempuan. Sejak perkawinan suami dan istri tetap dalam 

keluarga kerabat masing-masing. Tetapi anak keturunannya masuk 

keluarga istrinya dan bapak tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-

anaknya.  
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Perkawinan semendo dalam masyarakat Basemah, yaitu 

perkawinan yang apabila dalam suatu keluarga yang sama sekali tidak 

mempunyai anak laki-laki, sehingga laki-laki diangkat jadi anak dan 

dikawinkan dengan anak perempuannya, tanpa uang jujur, si laki-laki 

harus menetap dan berkedudukan dalam rumah keluarga istri, suami juga 

melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri.
142

 Lalu 

tulisan yang dilakukan oleh direktorat Sejarah dan nilai tradisional yang 

berjudul Adat dan Upacara Perkawinan Daerah. Dalam buku ini 

dijelaskan bahwa perkawinan semendo “mendatangkan seseorang ke 

dalam lingkungan suatu keluarga akibat perkawinan” dalam adat 

perkawinan suku bangsa Melayu ada tiga bentuk. Yaitu semendo bleket, 

Semendo Taambik anak; Semedo rajo-rajo. Tulisan ini sama-sekali tidak 

menjelaskan bagaimana hokum keluarga Islam menganisa perkawinan 

semendo itu.  

Kemudian Hukum Keluarga Indonesia yang ditulis oleh Ahmad 

Tholabi Kharlie, buku ini menjelaskan bahwa persekutuan hukum yang di 

pengaruhi, baik geneologis maupun faktor teritorial.
143

 Dalam  persekutuan 

hukum yang geneologis ada tiga tipe tata susunan, yaitu patrilineal, 

matrilineal dan parental. Menurut sistem patrilineal keturunan diambil dari 

garis keturuanan bapak dan menjadi penentu dalam keturuan anak cucu. 

Wanita yang kawin dengan seorang laki-laki harus ikut suaminya dan anak 

anaknya menjadi keluarga ayahnya.  
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BAB III    

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian sangat penting dalam menyelesaikan sebuah 

penelitian baik berupa skripsi, tesis, disertasi ataupun bentuk lainnya, oleh 

karena itu dalam menyusun tesis ini metode penelitian bertujuan untuk 

membahas permasalahan yang telah dirumuskan agar peneliti dapat 

membahas data secara obyektif, sistematis dan ilmiah. Adapun metode 

penelitian dalam tesis ini adalah 

A.  Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah  

jenis kualitatif yang akan menjelaskan sosio legal studis (peraturan yang 

ada di lapangan) tentang perkawinan adat semendo bagi masyarakat 

semendo dikota Curup Rejang Lebong . Penelitian kualitatif menghasilkan 

data deskriftif analitik mengenai kata-kata lisan, tulisan dan juga tingkah 

laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti
144

 penelitian kualitatif 

digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dalam 

perkawinan sistem semendo yang seakan sulit untuk difahami. Penelitian 

kulitatif mampu memberikan penjelasan secara rinci tentang fenomena 

yang sulit disampaikan oleh penelitian kuantitatif
145

 untuk itu peneliti 

mendeskripsikan bagaimana sistem perkawinan semendo bagi masyarakat 

semendo dikota Curup Rejang Lebong lalu peneliti menganalisanya 

melalui pemahaman sosiologis dan normative. Diketahui bahwa dalam 

penelitian kualitatif ada lima ciri pokok yang perlu diperhatikan yakni  

1. Penelitian kualitatif mempunyai latar belakang alami dan peneliti 

sendiri berperan sebagai instrumen inti.  

2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif.  

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan proses dari pada produk.  
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4. Penelitian kualitatif cendrung menganalisa data secara induktif.  

5. Dalam penelitian kualitatif makna sangat penting.
146

  

Penelitian kualitatif memungkinkan adanya kedekatan secara 

emosional karena subyektifitas peneliti tidak dibuat netral untuk mencapai 

kebenaran obyektif. Dalam peneltian ini, subyektifitas peneliti diangkat ke 

permukaan sebagai cara untuk menarik sebuah informasi. Penelitian 

kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan 

hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan 

tafsiran mereka tentang dunia sekitar.
147

 Oleh karena itu dengan penelitian 

kualitatif ini peneliti mengungkap fenomena sistem perkawinan semendo 

bagi masyarakat semendo dikota Curup Rejang Lebong, sehingga 

tergambar realitas yang sesungguhnya di lapangan.  

Watt dan Berg, sebagaimana dikutip Kuswarno menjelaskan bahwa 

paradigma fenomenalogis yang mengembangkan metode kualitatif untuk 

mengungkap konstruksi realitas (reality construction).
148

  Sedangkan 

menurut Moustakas sifat-sifat dasar dalam penelitian kualitatif yang 

relevan menggambarkan posisi metodelogis fenomenelogis, untuk 

membedakan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif 

dengan cara; 

1. Menggali nilai-nilai dalam pengalaman dan kehidupan manusia. 

2. Fokus penelitian adalah pada keseluruhannya, bukan pada perbagian 

yang membentuk keseluruhan itu. 

3. Tujuan penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari 

pengalaman, bukan sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuran-

ukuran dari realitas. 

4. Memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama, 

melalui wawancara formal dan informal. 
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 Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial,(Jogjakarta: Tiara Wacana, 
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5. Data yang diperoleh adalah dasar pengetahuan ilmiah untuk 

memahami perilaku manusia. 

6. Pertanyaan yang dibuat peneliti merefleksikan kepentingan, 

keterlibatan dan komitmen pribadi dari peneliti. 

7. Melihat pengalaman dan perilaku sebagai satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek antara 

bagian dan keseluruhannya.
149

 

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen kunci 

dalam pengumpulan dan menganalisi data, sehingga kehadiran dan 

keterlibatannya di lapangan–baik saat melakukan wawancara maupun 

dalam kegiatan observasi– tidak boleh diwakilkan, karena akan berdampak 

pada data dan informai yang diperoleh. Pemahaman peneliti tentang 

kenyataan yang dilihat sendiri secara langsung di lapangan ini sangat 

membantu mendeskripsikan hasil penelitian. Merriam menyebutkan enam 

asumsi paradigma penelitian kualitatif, yaitu; 

1. Penelitian kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses, 

bukannya pada hasil atau produk. 

2. Penelitian kualitatif tertarik pada makna-bagaimana orang membuat 

hidup, pengalaman, dan struktur dunianya yang masuk akal. 

3. Peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk mengumpulkan 

dan menganalisa data. Data didekati melalui instrumen manusia, 

bukannya melalui inventaris, daftar pertanyaan, atau mesin. 

4. Peneliti kualitatif melibatkan lapangan. Peneliti secara fisik 

berhubungan dengan orang, latar, lokasi, atau institusi untuk 

mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya. 

5. Peneliti kualitatif bersifat deskripsi dalam arti peneliti tertarik pada 

proses, makna, dan pemahaman yang didapat melalui kata atau 

gambar. 

6. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif  dimana peneliti 

membangun abstraksi, konsep, hipotesa dan teori dari rincian.
150
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Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia memiliki dua dunia 

sekaligus, yaitu dunia fenomena dan dunia noumena.
151

 Yakni  “Dunia 

fenomena adalah dunia yang kita alami dengan panca indera dan terbuka 

bagi penelitian ilmiah karena rasional. Sains meneliti dunia fenomena-

dunia alami (natural world) dan nalar (reason) mengarahkan pada 

pengamatan itu. Dunia noumena tidak bisa didekati dengan dunia empiris 

karena bukan hal yang fisik atau empiris. Kedua bentuk itu terpisah setela 

ada batas yang harus disadari oleh pemikiran manusia. Lebih lanjut 

Immanuel Kant menjelaskan bahwa sebagai fenomena, manusia terikat 

hukum alam dan sebaliknya manusia juga noumena, karena mempunyai 

jiwa, paling tidak sebagian dari diri manusia memiliki kemauan bebas.”
152

 

Broswil dan Sukidin menegaskan bahwa penelitian kualitatif 

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui 

proses berpikir induktif. Peneliti memusatkan perhatiannya pada kenyataan 

atau kejadian yang sebenarnya dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian 

merupakan sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lain karena ada 

perbedaan konteks.
153

 Pendapat Bosrowil dan Sukidin tersebut diperkuat 

oleh Sugiyono, Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif 

adalah: 

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung kesumber data dan 

peneliti adalah instrumen kunci. 

2. Peneliti kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul 

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada 

anggka. 
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3. Sedangkan penelitian kualitatif menekankan pada proses dari pada 

produk atau outcome.
154

 

Sedangkan Locke, Spirduso dan Silverman menyatakan 

bahwasanya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat 

interpreatif sehingga bias. Nilai dan penilaian peneliti dinyatakan dengan 

tegas dalam laporan penelitian.
155

 Keterbukaan seperti itu dianggap 

bermanfaat lagi positif. Sementara Bogman dan juga Taylor berpendapat 

“Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif, berupa ucapan atau tulisan dan perilaku 

orang yang diamamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat 

mengenali subyek dan merasakan apa yang mereka alami dalam 

kehidupan sehari hari. Penelitian kualitatif diharapkan mampu 

menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau 

perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat 

dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu 

yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik”.
 156

 

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari orang atau gejala yang 

diamati. Sedangkan pendekatan kualitatif – interpreatif diarahkan kepada 

latar gejala secara holistik (utuh menyeluruh) dan alamiah sehingga tidak 

mengisolasikan gejalah ke dalam variabel penelitian. Namun, mengkaji 

objeknya sesuai latar alamianya.
157

Miles dan juga Huberman 

mempertegas bahwa metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai 

keunikan yang terdapat di dalam individu, kelompok, masyarakat, dan 

atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, 

mendalam, dan dapat dipertanggung jawabkan. 
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Berangkat dari sejumlah pandangan para pakar sebagaimana 

diuraikan di atas, peneliti menyimpulkan dan memutuskan untuk 

melakukan penelitian dengan bentuk kualitatif. Keputusan ini diambil 

karena penelitian yang akan peneliti lakukan pada kondisi yang alamiah, 

langsung ke sumber data sistem perkawinan semendo bagi masyarakat 

semendo di kota Curup Rejang Lebong dan peneliti sendiri adalah 

instrumen kunci. Sehingga peneliti mampu menghasilkan data, baik 

berupa ucapan/uraian mendalam tentang sistem perkawinan semendo 

yang dijalani, maupun perilakunya secara langsung  pada saat observasi 

di lapangan dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. 

Kuswarno dalam hal ini menegaskan secara tegas dan cerdas 

kalau dalam penelitian kualitatif lebih mementingkan perspektif emik 

dan bergerak dari pakta, informasi atau peristiwa menuju ketingkat 

abstraksi yang lebih tinggi (apakah itu konsep ataukah teori) serta bukan 

sebaliknya dari teori atau konsep data atau informasi.
158

Senada dengan 

Kuswarno, Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian naturalistik 

kualitatif, digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah dan 

penelitian tidak dibuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan 

data bersifat emik, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan 

pandangan peneliti.
159

,   

Adapun tempat dan waktu penelitian, peneliti jelaskan bahwa 

untuk tempat penelitian berlokasi di kabupaten Rejang Lebong Curup 

dan dimulai dari bulan November 2022-Januari 2023.  

B. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian  berupa tesis ini adalah deskriptif analitik mengenai kata-

kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari 

orang-orang yang diteliti di lapangan. Peneliti mendiskripsikan 
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bagaimana sistem perkawinan semendo bagi masyarakat semendo di kota 

Curup Rejang Lebong. Fokusnyapun  pada penentuan  jumlah dana 

hantaran dan kadar mahar dan penunaian hak dan kewajiban suami istri 

yang diterapakan oleh masyarakat Semendo di Curup Rejang Lebong 

C. Metode Pendekatan  

Penelitian lapangan yang fokus pada data dalam penelitian sistem 

perkawinan semendo bagi masyarakat semendo dikota Curup Rejang 

Lebong menggunakan pendekatan Sosio dan normantiv  

1. Pendekatan Sosio 

Pendekatan sosiologi  adalah suatu ilmu yang menggambarkan 

tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta 

gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Sosiologi berasal dari 

bahasa latin  yakni kata Socius yang berarti kawan dan logos dari 

bahasa Yunani
 

yang berarti berbicara, sehingga dapat diartikan 

berbicara menganai kawan, yang kemudian makna ini berkembang 

menjadi sebuah ilmu yang mempelajari masyarakat dan interaksi yang 

terjadi antar anggotanya, sehingga objek kajian sosiologi adalah fakta 

sosial, yaitu masyarakat yang melaksanakan hubungan sosial antar 

individu atau antar kelompok di lingkungannya
160

 yang disebabkan oleh 

dorongan, gagasan kelembagaan, khususnya kelembagaan agama 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial.
161

 Auguste Comte 

dan Henri Saint-Simon adalah orang yang dianggap sebagai bapak 

pendiri sosiologi. Bagi Comte sosiologi mengikuti jejak ilmu alam, 

observasi terhadap masyarakat akan memunculkan akan kajian 

mengenai kehidupan sosial masyarakat dan akan menuntun kehidupan 

sosial manusia. Adapun karakteristik dasar pendekatan sosiologis 

meliputi;  

a  Stratifikasi sosial, seperti kelas dan etnisitas. 
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b Katagori biososial, seperti seks, gender, perkawinan, keluarga masa 

kanak-kanak dan usia.  

c Pola organisasi sosial meliputi politik, produksi ekonomis, sistem –

sistem pertukaran dan birokrasi.  

d Proses sosial, seperti formasi batas, relasi intergrouf, interaksi  

personal, penyimpangan dan globalisasi.
162

   

Teoritisasi sosiologis menggunakan paradigma dan 

konseptualisasi analogis tentang dunia sosial yang didasarkan pada 

tradisi sosial logis maupun refleksi data empiris. Pendekatan sosiologis 

dilakukan dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang 

membawanya kepada sebuah prilaku. Dengan ilmu sosiologi itu suatu 

fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong 

terjadinya hubungan, mobilitas sosial dan keyakinan-keyakinan yang 

mendasari terjadinya proses tersebut. Anggapan dasar perspektif 

sosiologis adalah concern pada struktur sosial, konstruksi pengalaman 

manusia dan kebudayaan termasuk agama.
163

Objek-objek, pengetahuan, 

praktik-praktik dan institusi dalam dunia soisal, oleh para sosiologi 

dipandang sebagai interaksi manusia dan konstruksi sosial. 

Dengan demikian penelitian yang peneliti lakukan ini sangatlah 

tepat menggunakan pedekatan sosiologi sehingga perkawinan adat 

semendo dan penerapannya oleh masyarakat semendodi Rejang Lebong 

dipahami berdasarkan hokum Islam dan peraturan perundang-undangan 

tentang perkawinan di Indonesia dapat dengan mudah, karena sistem 

perkawinan semendo dilaksanakan untuk kepentingan sosial.
164

 

2. Normative  

Aturan dan sikap secara umum yang berlaku pada kehidupan 

ini dimaknai sebagai normatif  dengan dasar atas kepatuhan. Oleh 

karena itulah sikap normatif perlu dipupuk untuk menciptakan 

masyarakat yang tertib dan damai serta mengurangi kemungkinan 
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adanya makna penyimpangan sosial. Konsep normatif dalam 

masyarakat seringkali dibingungkan dengan kebiasaan yang sebenarnya 

tidak sesuai dengan norma yang bersifat normatif. Pergeseran zaman 

ikut memepengaruhi makna normatif dalam kehiudpan di masyarakat. 

Sikap ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat 

yang sebenarnya tidak sesuai dengan norma dianggap sebagai kebiasaan 

dan melakukan tindakan tersebut dianggap sebagai sikap yang sudah 

mentaati aturan atua sikap normatif. Dimana bentuk tindakan 

sosial yang mucul karena kebiasaan belum tentu bisa dikategorikan 

sebagai sikap normatif masyarakat. Melanggar norma sama saja 

mencerminkan sikap yang tidak normatif. Manusia memiliki etika 

ketika bersikap dalam masyarakat. Etika berusaha menetapkan skap dan 

pola perilaku yang bersifat ideal dan keharusan yang harus dimiliki oleh 

setiap manusia sebagai sesuatu hal yang bernilai dan berharga.  

Normatif adalah sebagai suatu sikap yang berpegang teguh 

terhadap norma dan aturan-aturan yang berlaku. Norma dalam hal ini 

berkaitan dengan standar evaluatif. Maksudnya, sikap normatif membuat 

sebuah penilaian tentang perilaku dan hasil serta digunakan sebagai 

standar evalusi. Preposisi normatif mengevaluasi beberapa objek dan 

tindkaan yang dilakukan manusia. Oleh karena itulah etika normatif 

dalam objek kajian sosiologi menekankan pada tindakan manusia yang 

harus berdampingan dengan norma dan aturan yang berlaku. Sikap 

normatif mampu menciptakan interaksi yang harmonis antar masyarakat. 

Berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan sosial dapat menurun. 

Ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap aturan juga menciptakan 

kehidupan masyarakat yang teratur dan tertata dengan baik. Terkait 

dengan pembahasan penelitian perkawinan adat semendo dan 

penerapannya oleh masyarakat semendo di Rejang Lebong, pendekatan 

analisis normatif yang digunakan peneliti adalah dalil naqly berdasar Al-

Qur‟an dan Sunnah beserta dalil Aqly (salah satu metode pemikiran 

hukum Islam) al-‟urfu dan al-„ādah. 

https://dosensosiologi.com/pengertian-penyimpangan-sosial-bentuk-dan-contohnya-lengkap/
https://dosensosiologi.com/bentuk-tindakan-sosial/
https://dosensosiologi.com/bentuk-tindakan-sosial/
https://dosensosiologi.com/objek-kajian-sosiologi-dan-contohnya-lengkap/
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 Al-„ādah secara bahasa adalah sesuatu yang sering berulang karena 

terambil dari bahasa Arab يعود عاد  yakni التكرارyang berarti (عادة) 

pengulangan
165

 ia merupakan perbuatan yang sering berulang sehingga 

mudah terlaksananya bahkan dapat pula dikatakan tabiat. Menurut istilah, 

ulama Ushul Fiqh adatadalah  pekerjaan“  لمتكرر من غير علا قة عقل الا مرا 

yang berulang-ulang terjadinya tanpa menggunakan rasional”.
166

 

Sedangkan Jalaluddin Abdurahman mengatakan adat adalah : ما اعتادىا كل ا

فعلها وشق عليو تركها           نسان في خاصة نفسو فسهل عليو  Suatu kebiasaan 

setiap diri manusia yang mudah terlaksana dan sulit untuk 

meninggalkannya dan masih bersifat individu belum bersifat umum”.
167

   

Muhammad Abu Zahrah dalam buku Ushul Fiqh mengatakan:   

 ما اعتداه الناس من معاملا ت واستقامت عليو امورىم 

“Apa yang dibinasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah 

mantap dalam urusan-urusannya”.
 168

 

 Abdul Wahab Khalaf, juga memberikan komentarnya dengan العادة محكمة

  “Adat adalah syarī‟ah muhkamah”.
 169

 

Adat merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang terus 

menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara 

kontinu manusia mau mengulangnya.
170

 Adapun pengertian adat dalam 
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istilah Ushul Fiqh  adalah adat merupakan sesuatu yang telah saling 

dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik 

berupa perkataan dan perbuatan yang dilakukan berulang.
171

 Adapun 

menurut Amir Lutfi „urf adalah sesuatu yang dibiasakan dan diketahui 

oleh rakyat umum atau golongan masyarakat.
172

 „Urf sahīhah adalah  

sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan 

dalil syara‟, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengugurkan 

kewajiban. Misalnya saling pengertian tentang jumlah maskawin. „Urf 

sahīhah merupakan kebiasaan yang diterima oleh banyak orang, dan 

tidak bertentangan dengan syara‟. Rasulullah saw bersabda sebagaimana 

hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad.  

ومارأه   قال رسول الله صلى الله عليو وسلم : مارأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن 
 المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ  . رواه أحمد

“ Apa saja yang dipandang  kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia 

disisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum 

muslimin merupakan keburukan, maka ia juga dipandang Allah 

keburukan.” HR Ahmad
173

 

   „Urf  sahīhah dapat digunakan sebagai hujjah sedangkan „urf fasīdah 

tidak dapat digunakan sebagai hujjah dalam rangka untuk melihara 

hukum dan proses peradilan.
174

 Para mujtahid tentu harus melestarikan 

dan memeliharanya. Sesuatu yang sudah saling dimengerti oleh manusia 

dan yang telah disepakati, dinggap sebagai kemaslahatan serta tidak 

bertentangan dengan syara‟ harus dijaga dan dilestarikan.„Urf  fasīdah 

adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia tetapi berlawanan 

dengan syara‟. Misalnya manusia saling mengerti untuk berbuat 

zhalim.„Urf fasīdah adalah kebiasaan yang berlaku di suatu tempat 
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meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan syara‟, 

undang-undang dan juga sopan santun.   

„Urf yang dijelaskan oleh Abdul Wahãb ini peneliti jadikan patokan 

sebagai salah satu alat menganalisa hasil penelitian tentang sistem 

taambik anak masyarakat Lintang. Adapun kaidah fiqh yang di gunakan 

sebagai dasar bahwa „urf di jadikan sebagai metode dan sumber ijtihad, 

yaitu kaidah  

 يرجع فيو الى العرف . كل ما ورد بو الشرع مطلقا ولا ضابطا لو فيو ولا في اللغة

“Setiap yang datang dengannya syara‟ secara mutlak, dan tidak ada 

ukuranya dalam syara‟ maupun dalam bahasa, maka kembalikan pada 

„urf.”
 175

 

Kaidah العادة المحكمةLalu kaidah المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ما راه  dan 

وط شرطاالمعروف عرفا كالمشر    lalu كل ما ورد بو الشرع مطلقا ولا ضابطا لو في اللغة يرجع

 فيو الى العرف 

“Semua yang diatur oleh syara‟ secara mutlak, namun belum ada 

ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan 

kepada ‘urf.
176 

 Jadi dapat dipahami bahwa kebiasaan yang dilakukan berulang-

ulang baik berupa perkataan maupun perbuatan dan berlaku khusus 

maupun berlaku umum yang bertentangan dengan dalil syar‟i disebut„urf 

fasīdah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah sedangkan„urf 

sahīhah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syar‟i dan dapat 

dijadikan sebagai hujjah.   

Untuk melihat apakah kebiasaan itu termasuk „urf sahīh dapat 

melalui maqāsid al- syarī‟ah,. Maksudnya adalah jika perbuatan atau 
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perkataan itu tidak melanggar maqashid al- syarī‟ah, yakni menjaga 

agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga 

kehormatan  atau akal, maka kebiasaan itu termasuk„urf sahīhah, namun 

jika dapat diduga kuat bahwa kebiasaan itu merusak salah tujuan 

penegakan hukum atau yang disebut maqāshid al- syarī‟ah, maka 

kebiasaan itu dipastikan adalah „urf fasīdah. 

D. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam 

yang terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber 

data tertier.  

1.  Sumber Data Primer 

Penelitian ini, membutuhkan berbagai sumber data, yaitu 

sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier.  

Sumber Data Primer adalah  data-data yang terkait dengan penjelasan 

dan keterangan langsung didapat melalui wawancara serta 

pengamatan dari masyarakat semendo di Rejang Lebong baik pelaku 

(perkawinan sesama masyarakat semendo, tunggu tubang dan bukan 

tunggu tubang), tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat semendo. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sedangkan  sumber data sekunder yaitu buku- buku adat 

seperti. Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar Menuju ke Sistem 

Bilateral-Parental (Pandangan Sosiologis-Yuridis), Lampik Empat 

Mandike Duwe Sindang Medeke ke Kota Perjuangan, Hukum Adat 

Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di 

Indonesia,  meninjau Hukum adat di Indonesia Suatu Pengantar untuk 

Mempelajari hukum Adat dan lain sebagainya. Buku-buku Fiqh, 

Ushul Fiqh, Undang undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam. Adapun informan penelitian dipilih melalui 

purposif sampling  karena berdasarkan pertimbangan bahwa peneliti 

sudah mengetahui orang-orang yang masuk dalam kreteria; 
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a. Masyarakat Semendo yang menikah dengan sesama semendo .  

b.  Mereka yang berdomisili di Rejang Lebong 

c. Keberadaan masyarakat semendo  diketahui dengan baik 

d. Mereka yang mau menerima, memberikan informasi dan 

mengijinkan peneliti untuk melakukan penelitian. 

 Sumber data (informan) dalam penelitian kualitatif menurut 

Suprayogo dan Tobroni
177

 adalah manusia yang dipilih secara purposif 

sampling. Teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan rasional peneliti 

bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk 

memberikan informasi atau data sebagaimana diharapkan peneliti. 

Menurut Loflan sebagaimana dikutif oleh Moleong
178

 sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah ”kata-kata” dan “Tindakan” 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.Spradley 

menyatakan sebagaimana dikutip oleh Sanafiah Faisal bahwa informan 

sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Mereka yang menguasai, memahami sesuatu melalui proses 

enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga 

dihayatinya. 

b.  Mereka yang tergolong masih sedang terlibat pada kegiatan yang 

tengah diteliti. 

c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai 

informasi. 

d. Mereka yang tidak cenderung memberikan informasi hasil 

“kemasannya” sendiri. 

e. Mereka yang tergolong”cukup asing”dengan peneliti sehingga lebih 

dapat mengarahkan untuk dijadikan semacam guru atau 

narasumber.
179

 

Sebagai data sekundernya adalah pengamatan peneliti terhadap 

masyarakat semendo yang melakukan perkawinan perkawinan sistem  

semendo ini beserta buku-buku yang ada hubungannnya dengan 

permasalahan penelitian, seperti kitab Undang- Undang hukum perdata. 
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3. Sumber Data Tertier 

 Adapun sumber data tertier dalam penelitian ini adalah berupa 

kamus-kamus, buku-buku yang berhubungan dengan data masyarakat 

semendo yang berdomisili di kabupaten Rejang Lebong. Informan 

dalam sebuah penelitian kualitatif menurut Suprayogo dan Tobroni
180

 

adalah manusia yang peneliti pilih secara purposif dan snowball 

sampling. Teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan rasional 

peneliti bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi 

untuk memberikan informasi atau data sebagaimana diharapkan 

peneliti. Menurut Loflan sebagaimana dikutif oleh Moleong sumber 

data utama dalam penelitian kualitatip ialah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.
181

 

E. Teknik Pengumpulan  dan Pengelolahan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan tiga macam 

teknik pengumpulan data yaitu wawancara secara mendalam (in-depth 

inteview), pengamatan (observatian), dan studi dokumentasi. Ketiga 

teknik pengumpulan data ini akan dijabarkan sebagaimana berikut:  

a. Wawancara Mendalam. 

Wawancara mendalam sebagai alat utama dalam penggalian 

data dan bersifat informal. Wawancara bersifat terbuka dan intensif 

dilakukan kepada informan sebagai upaya mengungkap dan 

menggali pengalaman dan informasi dalam berbagai hal penting 

lain yang terkait dengan konteks penelitian. Menurut istilah 

purposive sampling melalui wawancara pada para informan dengan 

pertimbangan probability pada masing-masing obyek yang 

diwawancarai. Jika masukan yang diperoleh dianggap telah 
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memadai dan tambahan dianggap tidak akan menghasilkan bahan 

yang baru, maka wawancara dapat dihentikan.
182

 

Sedangkan menurut Kuswarno sendiri, bahwa dalam tradisi 

fenomenologi jumlah informan tidak harus 10 orang informan, 

karena yang diperlukan bukan pada jumlah informannya, tetapi 

lebih kepada ”Bagaimana mengungkap kesadaran dan pengalaman 

hidup informan secara utuh. Dalam tradisi fenomenalogi 1 orang 

pun bisa dijadikan informan penelitian, seperti penelitian tentang 

tokoh. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa penelitian subyektif 

sebenarnya tidak sebagaimana anggapan yang dilontarkan kaum 

obyektivitas, memakan waktu yang lama, 1-2 tahun.
183

  Artinya, 

penelitian subyektivitas pun bisa dilakukan dengan lebih cepat, dan 

ini tergantung pada semangat, motivasi, kesadaran, dan ketekunan 

sang peneliti. Kendati penelitian menggunakan tradisi objektivis, 

tetapi peneliti tidak memiliki semangat, motivasi, kesadaran, dan 

ketekunan maka penelitian yang dilakukan pun akan memakan 

waktu yang jauh lebih lama. 

Peneliti setuju dengan pendapat Kuswarno, bahwa informan 

dalam penelitian ini jumlahnya tidak harus 10 orang informan, 

tetapi yang lebih urgen adalah bagaimana mengungkapkan secara 

natural, holistik, mendalami kesadaran dan pengalaman hidup 

mereka. Kegiatan penelitian dianggap selesai manakala data yang 

diperoleh di lapangan sudah mencapai titik jenuh, yakni apabila 

pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan jawabannya atau 

informasi yang diberikan berulang atau sama dengan jawaban 

sebelumnya. 
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Dalam penelitian yang berjudul “implimentasi perkawinan 

adat semendo pada masyarakat semendo di Rejang Lebong(studi 

analisis sosio normatif” ini informannya berjumlah 10 orang 

dengan rincian sebagai berikut, pelaku perkawinan adat semendo 7, 

tokoh masyarakatnya 2 orang serta sesepuh 1 orang.  Sebab 

Sugiyono berpendapat, bila pemilihan jatuh pada subyek yang 

benar-benar mengusai situasi sosial yang teliti, maka merupakan 

keberuntungan bagi peneliti, karena tidak memerlukan banyak 

informan lagi, sehingga penelitian cepat dapat selesai dan yang 

menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah tuntasnya 

perolehan informasi dengan keberagaman variasi yang ada, bukan 

banyaknya sumber data.
184

 

Mulyana menegaskan bahwa hanya dengan melalui 

wawancara yang mendalam dan pengamatan yang intensiflah 

peneliti dapat merekam data sealamiah mungkin, dengan 

melukiskan apa yang subyek alami, pikirkan dan 

rasakan.
185

Patilima mengatakan penggunaan metode ini didasarkan 

pada dua alasan, pertama dengan wawancara peneliti dapat 

menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subyek yang 

diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi di dalam subjek 

penelitian.
186

 Kedua apa yang dinyatakan kepada informan bisa 

mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan 

dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa mendatang. 

Menurut Faisal sebagaimana dikutif oleh Bungin dengan 

wawancara mendalam, bisa digali apa yang tersembunyi disanubari 

seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, 
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maupun masa depan.
187

Wawancara mendalam dimaksudkan untuk 

memburu makna yang tersembunyi di balik tabel hidup sehingga 

sesuatu fenomena sosial dipahami. Mengingat sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah pelaku perkawinan adat semendo tokoh 

masyarakat dan juga sesepuh masyarakat, maka peneliti 

menggunakan pendekatan bahasa ibu dan etika yang sesuai dengan 

adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat suku semendo. 

Peneliti akan mengawalinya dengan bersilaturahmi dan berkunjung 

ke rumah-rumah informan. Pada saat berkunjung itulah peneliti 

menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti.  

Pada proses wawancara, pertanyaan yang peneliti ajukan 

tidak terstruktur dan dalam suasana informal. Pedoman wawancara 

yang telah dipersiapkan tidak menjadi panduan yang baku oleh 

peneliti, melainkan hanya sebagai rambu-rambu untuk 

memudahkan wawancara, peneliti juga melakukan improvisasi 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada subyek 

penelitian dengan tetap menjaga konsistensi pada penggalian data 

yang dibutuhkan. Adakalahnya peneliti memperdalami informasi 

dari informan  dengan mengejar jawaban yang diberikan, dan ada 

juga dengan mengajukan pertanyaan baru, bahkan jika diperlukan 

peneliti akan meminta mereka untuk menjelaskan lebih lanjut 

informasi yang di paparkan. Jika nantinya informan memberikan 

jawaban di luar konteks penelitian, peneliti akan berusaha 

mengarahkannya untuk fokus pada konteks penelitian sesuai data 

yang diharapkan. Agar informasi terekam dengan baik, pada saat 

wawancara nanti peneliti akan menggunakan alat perekam, kamera 

digital dan buku catatan. Dalam proses wawancara,  semuanya di 

awali dengan peneliti  mendatangi tempat tinggal/ tempat domisili 

informan.  
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b. Observasi (Pengamatan) 

Dalam melakukan obsevasi, peneliti berperan sebagai 

observer atau pengamat langsung terhadap peristiwa yang terjadi. 

Bungin berpandagan bahwa pengamatan adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. 

Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan 

peneliti dengan penggunaan panca indera.
188

  Sedangkan Rahmat 

menjelaskan bahwa observasi berguna untuk menjelaskan, 

memberikan, dan merinci gejala yang terjadi.
189

 

Sedangkan Patilima mengungkapkan bahwa pengamatan 

merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti 

turun kelapangan untuk mengamati hal-hal berkaitan dengan ruang, 

tempat pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa tujuan dan 

perasaan. Tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-

hal yang terkait atau sangat relevan dengan data yang 

dibutuhkan.
190

 Observasi yang peneliti lakukan ini  terlebih dahulu 

peneliti memberitahukan dan meminta izin saat wawancara untuk 

tidak takut ataupun curiga pada saat peneliti melakukan tugas. 

Peneliti melakukan observasi di lapangan dengan mengamati dan 

bergaul dengan keluarga semendo di Rejang Lebong. Dengan 

demikian peneliti dapat mengamati secara langsung, leluasan, dan 

seksama tentang hal-hal yang dilakukan, Bagaimana analisis soiso 

dan normative terhadap kesepakatan penentuan  jumlah mahar dan 

hantaran dalam perkawinan adat Semendo  bagi masyarakat 

Semendo Rejang Lebong. Bagaimana analisis soiso dan normative  
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penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat 

Semendo  bagi masyarakat Semendo di Rejang Lebong 

Observasi peneliti lakukan dari kejahuan dengan jangkauan 

yang dapat diperkirakan mampu mengetahui gerak gerik, tingkah 

laku dan hal lainnya yang berhubungan dengan  keluarga, dengan 

harapan mendapatkan informasi lain tentang perkawinan adat 

semendo. 

c. Studi Dokumentasi  

 Untuk memperkaya data yang diperlukan dalam penelitian 

yang berjudul implimentasi perkawinan adat semendo pada 

masyarakat semendo di Rejang Lebong (studi analisis sosio 

normatif” peneliti perlu melakukan studi dokumentasi. Bungin 

mengatakan bahwa metode dokumenter merupakan salah satu 

metode untuk pengumpulan data dalam penelitian sosial.
191

 

Suprayogo dan Tabrani mengatakan juga bahwa dokumen 

merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu 

peristiwa atau akivitas tertentu, bisa merupakan rekaman atau 

tertulis, seperti arsip data base, surat-surat, rekaman gambar, 

benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.
192

 

Sebelum peneliti ke lapangan, peneliti berusaha mencari 

informasi dan data perkawinan adat semendo dengan mempelajari, 

membaca, dan mencari di berbagai referensi, baik cetak maupun di 

dunia internet. 

F. Teknik Pengolahan  Data 

Penelitian yang implimentasi perkawinan adat semendo pada 

masyarakat semendo di Rejang Lebong(studi analisis sosio normatif” ini 

pengolahan datanya melalui teknik deskripsi analitik, di mana peneliti 

mendiskripsikan, dan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat 
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tentang prilaku, situasi tertentu, hubungan kegiatan, sikap-sikap, 

pandangan-padangan serta proses-proses yang berlangsung dan 

pengaruh-pengaruh dari fenomena. Perspektif waktu dalam penelitian ini 

adalah masa lalu untuk melihat perjalanan sejarahnya. Lalu masa kini 

atau setidaknya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan 

masyarakat yang menjadi obyek penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian tentang implimentasi perkawinan adat semendo pada 

masyarakat semendo di Rejang Lebong(studi analisis sosio normatif” ini 

dilakukan menggunakan paradigma kualitatif, sehingga dapat dimaknai 

sebagai kajian terhadap apa yang tampak. Prosedur analisis datanya 

mengacu pada analisis data penelitian fenomenologi. Menurut Creswell 

sebagaimana dikutip oleh Kuswarno analisis data penelitian paradigma 

kualitatif adalah: 

1. Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh 

pengalamannya. 

2. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang 

bagaimana orang memahami topik, rinci pernyataan-pernyataan 

tersebut dan memperlakukan setiap pernyataan memiliki nilai yang 

setara, serta mengembangkan rician tersebut dengan tidak melakukan 

pengulangan atau tumpang tindih. 

3. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 

unit-unit bermakna (meaning Unit), peneliti merinci unit-unit tersebut 

dan menuliskan penjelasan teks (textural deskripsiton) tentang 

pengalamannya, termasuk contoh-contohnya secara seksama. 

4. Peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dan menggunakan 

variasi imajinasi (imajinative variation), dan atau deskripsi struktural 

(struktural descripsition) mencari keseluruhan makna yang 

memungkinkan, melalui deskriftif yang divergen (devergent 

perspective) yang mempertimbangkan kerangka rujukan segala 

(phenomenom) lalu mengkontruksikan bagaimana gejala tersebut 

dialami. 

5. Penelitian kemudian mengkonstruksikan seluruh penjelasannya 

tentang makna dan esensi pengalamannya. 
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6. Proses tersebut merupakan langkah awal peneliti dalam 

mengungkapkan pengalamannya, setelah itu baru dideskripsikan 

gabungannya.
193

 

Langkah-langkah dalam analisis data sebagaimana diinformasikan 

di atas merupakan bagian yang terintegral, saling berhubungan serta 

dilakukan secara kontinyu, mulai dari perumusan masalah sebelum turun 

ke lapangan, lalu menyusun, mengelompokan, menelaah dan 

menafsirkan data dalam pola serta hubungan antara konsep dan 

merumuskan dalam unsur-unsur lain agar mudah di mengerti dan di 

fahami mulai dari awal hingga penelitian berakhir. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam analisis 

data hasil penelitian ini secara sederhana dapat peneliti jelaskan sebagai 

berikut: 

1. Peneliti mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh 

tentang semua hal yang berhubungan dengan implimentasi 

perkawinan adat semendo pada masyarakat semendo di Rejang 

Lebong(studi analisis sosio normatif”yang telah peneliti kumpulkan 

kemudian membaca dan membuat catatan pinggir terhadap data-data 

yang dianggap penting. 

2. Menemukan dan mengelompokan makna pernyataan yang dirasakan 

oleh pelaku perkawinan adat semdeno dengan melakukan 

harizonaliting yaitu setiap penyataan pada awalnya diperlakukan 

memiliki nilai yang sama. Pernyataan yang tidak relevan dengan topik 

dan juga pertanyaan yang bersifat repentitif atau tumpang tindih 

dihilangkan. Sehingga yang tersisa hanya harizon arti tekstual dan 

unsur pembentukan atau penyusun dari phenomenom yang tidak 

mengalami penyimpangan.  

3. Mengumpulkan pernyataan-pernyataan tersebut ke dalam unit makna, 

lalu peneliti menuliskan gambaran bagaimana yang sebenarnya 

tentang implimentasi perkawinan adat semendo pada masyarakat 

semendo di Rejang Lebong(studi analisis sosio normatif”. 

Mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena hingga 

menemukan esensi dari sebuah fenomena tersebut. Dilanjutkan 

dengan mengembangkan tekstural description (mengenai fenomena 

yang terjadi pada pelaku). Dan structural deskription (yang 

menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi) 

4. Memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena 

yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman pelaku mengenai 
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fenomena tersebut, dan lapaoran hasilnya dapat dituangkan dalam 

laporan pengalaman berbentuk tulisan. 

Dengan menggunakan kerangka analisis ini diharapkan cara 

kerja dalam pengupas peran aktor implimentasi perkawinan adat 

semendo pada masyarakat semendo di Rejang Lebong (studi analisis 

sosio normatif” dapat diungkap secara mendalam. Karena menurut 

Agus Salim cara para aktor sosial menjalankan perannya bisa 

menjelaskan tempat mereka hidup, belajar menghadapi masalah, 

memilih alternatif, dan melaksanakan pilihannya secara konsisten.
 194

 

Guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, data yang telah 

dikumpulkan, penelitian melakukan pemeriksaan ulang secara cermat 

dan teliti. Untuk itu peneliti sendiri melakukan tahapan berikut: 

1. Peneliti sendiri melakukan observasi secara cermat dan sungguh-

sungguh dengan ikut bergaul, datang ke tempat pelaku perkawinan 

adat semendo, sehingga potret sistem perkawinan adat semendo 

dapat diamati apa adanya, dengan tujuan agar informasi yang digali 

dari subyek yang diteliti memiliki keselarasan dengan fakta di 

lapangan, meminta bantuan teman peneliti lakukan untuk 

memberikan sumbangsih, kritik dan saran sampai tersusunnya hasil 

penelitian, hal ini merupakan bentuk dari kredibilitas peneliti. 

2. Peneliti pasti melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan 

hasil penelitian ini atas penilaian, kritik dan saran yang sangat 

berharga dari tim promotor. Hal ini penting dilakukan sebab menurut 

Licoln dan Guba, sebagaimana di kutif oleh Kanto dalam Bungin 

bahwa pada prinsipnya stndar transferabilitas ini merupakan 

pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif 

itu sendiri, tetapi dijawab dan dinilai oleh para pembaca laporan 

penelitian.
195

 

3. Adapun untuk memenuhi standar dependabilitas, peneliti 

menyerahkan pemeriksaan pada tim promotor yang telah 

diperuntukkan bagi peneliti, sebab salah satu upaya untuk menilai 

dependabilitas adalah dengan melakukan audit. Ini dapat dilakukan 

oleh auditor yang independen, dengan melakukan revieu terhadap 

seluruh hasil penelitian.
196
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4. Kebenaran  kualitas data penelitian dapat dipertanggungjawabkan, 

karena peneliti menyajikan data dalam hasil penelitian ini adalah 

data yang sebenarnya yang didapatkan dari lapangan. Standar 

konfirmabilitas lebih terfokus pada pemeriksa kualitas dan kapastian 

hasil penelitian, biasanya dilakukan bersamaan dengan audit 

dependabilita.
197

 

Kriteria yang peneliti sebutkan  di atas diharapkan dapat 

menjadi alat dalam menentukan keabsahan data penelitian yang peneliti 

kumpulkan dari lapangan, walaupun demikian kecermatan dan 

ketelitian dalam pemeriksaan sangatlah diperlukan agar keabsahan hasil 

penelitian terjamin. 

Keberadaan pembimbing 1 dan pembimbing 2 sangatlah penting 

dan sangat berarti karena dipastikan dapat menambah sempurnanya 

hasil penelitian ini. Dipastikan secara tidak langsung pembimbing 1 dan 

pembimbing 2 memberikan penilaian secara tranferabilitas dan 

dependabilitas melalui proses bimbingan secara intensif. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Asal Usul Masyarakat Semendo 

Suku bangsa di Indonesia sangat dan memiliki kekayaan 

budaya yang unik dan berbeda di antara satu sama lain. Kekayaan 

budaya dari masing-masing suku bangsa diwariskan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Masyarakat Semendo adalah salah 

satunya,  masyarakat Semendo yang mendiami beberapa daerah di 

Provinsi Sumatera Selatan, dan Bengkulu.
198

Masyarakat Semendo 

atau yang dikenal dengan suku Semende memiliki sejarah panjang 

yang berabad-abad lamanya. Faktor ini menyebabkan masyarakat 

Semendo banyak mengalami perkembangan dan perubahan. 

Perkembangan atau perubahan baik dikarenakan migran untuk 

kepentingan ekonomi dan atau pendidikan itu tidak bisa dihindari 

dalam perkembangan kehidupan masyarakat Semendo kini. 

Masyarakat Semendo, sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat yang 

sangat patuh menjalankan kebiasaan tradisional (adat) yang diwarisi 

dari leluhurnya hingga sekarang, disamping taat juga menjalankan 

syariat Islam yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Masyarakat Semendo merupakan nama salah satu suku bangsa. 

Suku bangsa ini dikenal dengan adat dan budaya yang unik berbeda 

dengan suku lain. Semendo merupakan bagian dari suku Pasemah, 

namun dalam perkembangan selanjutnya mereka memilik tradisi dan 

aturan adat sendiri yang berbeda dengan suku Pasemah lainnya. 

Perbedaan ini berkaitan erat dengan proses pembentukan masyrakat 

Semendo menjadi salah satu suku bangsa dan struktur adat yang 
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mereka miliki. Sejarah dan struktur adat mengambarkan bahwa 

mereka merupakan kelompok komunal yang saling terkait dan 

berbeda dengan rumpun Pasemah lainnya
199

. 

 Memiliki sejarah yang menarik untuk dijelaskan baik sistem 

perkawinannya maupun sistem kewarisannya berasal dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Keberadaan mereka sebagai sebuah 

masyarakat telah ada semenjak zaman dahulu sebagai bagian dari 

masyarakat Pasemah. Namun masyarakat Semendo sebagai sebuah 

komunitas sendiri ternyata berbeda dengan Pasemah (Besemah). Hal 

ini terlihat jelas dari bagaimana mereka menjadikan kaum perempuan 

sebagai sosok terpenting dalam menjaga dan merawat harta pusaka. 

Dalam kontek perkembangan zaman saat ini upaya menjaga 

kelestarian budaya atau adat setiap suku bangsa di Indonesia 

merupakan hal yang perlu dilakukan agar kekayaan budaya Indonesia 

yang bernilai tinggi sebagai warisan leluhur tidak sirna di makan 

masa. 

 Berbicara tentang migrasi tidak lepas dari masalah 

pertumbuhan penduduk yang pesat, yang berhubungan dengan 

perpindahan tempat tinggal seseorang dari suatu tempat ke suatu 

tempat yang lain, ada pula yang menyebut dengan istilah Semendo.  

Masyarakat Semende di Provinsi Sumatera Selatan terdapat di 

Kabupaten Muara Enim dan OKU Selatan, sedangkan di Provinsi 

Bengkulu di Kabupaten Kaur. Mereka lazim juga disebut dengan 

masyarakat Semendo. Secara geografis adanya perubahan baik secara 

permanen maupun tidak, disebabkan oleh faktor pendorong (push 

factors) di daerah asal (origin) dan faktor penarik (pull factors) di 
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daerah tujuan (destination). yang berdampak terhadap ekologi, sosial, 

ekonomi, politik dan budaya.
200

  

Setiap masyarakat suku bangsa, memiliki seperangkat aturan 

yang mengatur pola kehidupannya sehari–hari atau yang lazim 

dikenal sebagai kebudayaan. Kebudayaan, dapat dipisahkan dalam 

tiga wujud yakni pengetahuan budaya (ide, gagasan), tingkah laku 

(aktifitas) dan budaya materi atau fisik.
201

Ketiga wujud kebudayaan 

itu pada dasarnya saling berkaitan dan merupakan perwujudan dari 

cipta karsa manusia sebagai makhluk budaya yang diwarisi dari 

generasi sebelumnya. Salah satu dari wujud kebudayaan itu yakni 

wujud tingkah laku (aktifitas), tercermin dari aturan atau sistem 

kekerabatan yang berlaku pada satiap masyarakat yang biasanya 

diwarisi turun temurun. Sistem kekerabatan adalah salah satu bagian 

integrasi dalam ilmu Antropologi yang mengatur penggolongan 

orang–orang yang sekerabat dan melibatkan adanya berbagai tingkat 

hak dan kewajiban antara orang–orang yang sekerabat.
202

 Sistem atau 

aturan yang mengatur hubungan antar invidu sekerabat (sistem 

kekerabatan), pada hakikatnya menjadi bagian penting dari 

kebudayaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Hal itu disebabkan 

karena sistem kekerabatan itu mengandung ide atau gagasan 

masyarakat bersangkutan tentang kehidupan berkerabat yang 

terimplementasi dalam hubungan sehari–hari dengan kerabatnya.  

Levy-Strauss ahli antropolog menyatakan bahwa kekerabatan 

dalam masyarakat muncul karena adanya hubungan darah, hubungan 

perkawinan dan hubungan keturunan. Sistem kekerabatan juga 

merupakan ikatan–ikatan kekerabatan yang berfungsi sebagai sarana 

untuk mengikat individu–individu tertentu kedalam kelompok–

kelompok sosial, seperti keluarga. Keanggotaan dalam kelompok–

kelompok itu diatur oleh prinsip keturunan atau penentuan garis 
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keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat. Prinsip keturunan 

menyangkut penentuan hubungan kekerabatan berlaku pada suatu 

masyarakat, menurut Koentjaraningrat paling sedikit ada empat 

macam yakni : 

 1. Prinsip Partrilinial /patrilinial descent yang menghitung hubungan 

ke kerabatan melalui pria saja, dan karena itu mengakibatkan 

bahwa bagi tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ayahnya 

masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua 

kerabat ibunya di luar batas itu.  

1. Prinsip Matrilineal /matrilinial descent, yang menghitung 

hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan arena itu 

mengakibatkan bahwa bagi tiap individu dalam masyarakat semua 

kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, 

sedangkan semua kaum kerabat ayahnya diluar batas itu.  

 

2. Prinsip Bilinial/bilinial descent, yang menghitungkan hubungan 

kekerabatan melalui pria saja untuk sejumlah hak, dan melalui 

perempuan saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan 

arena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat 

kadang–kadang
203

 semua kerabat ayahnya masuk dalam batas 

hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibunya jatuh 

diluar batas itu, dan kadang–kadang sebaliknya.  

 

4. Prinsip Bilateral/bilateral desecen, yang menghitungkan 

hubungan kekerabatan melalui pria maupun wanita. Salah satu 

unsur bagian dari kekerabatan adalah menyangkut hak dan 

kewajiban lakilaki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat bersangkutan. Artinya, terdapat pembagian kerja 

(gender) antara laki-laki dan perempuan yang telah digariskan 

secara turun temurun sesuai pola pikir atau budaya yang dianut 

masyarakatnya.  

 

Pada masyarakat Semendo, anak perempuan tertua ditetapkan 

sebagai tunggu tubang dengan tugas sebagai pewaris dan penjaga 

harta pusaka keluarga, sekaligus menjadi sentral dalam keluarganya 

itu.  Orang Semendo dimanapun mereka berada mengakui bahwa 

pusat kebudayaan Semendo berada di Kabupaten Muara Enim, 

tepatnya di daerah Semende Darat. Dalam konteks itulah berbicara 

tentang sejarah suku bangsa Semendo tidak bisa dipisahkan dari 
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cerita yang terdapat di pusat kebudayaan yang diakui oleh seluruh 

suku bangsa Semendo tersebut. Cerita budaya Semendo dihasilkan 

berdasarkan kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat yang berasal dari 

berbagai suku bangsa seperti Pasemah, Minangkabau, Banten, Jawa, 

Melayu, Bengkulu, dan lain-lain. Terbentuknya masyarakat  

Semendo menurut cerita bahwa pada tahun 1650 M atau tahun 1972 

H berkumpullah beberapa tokoh di daerah Semendo Darat di 

Kabupaten Muara Enim untuk menentukan tata kehidupan yang baru, 

baik dan sesuai dengan akidah keislaman, sebagai agama yang 

mereka anut. Hal itu, ditambah pula oleh kehidupan masyarakat 

waktu itu, khususnya Suku Pasemah, yang banyak melegalkan hal-

hal yang kurang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, 

diadakan pertemuan (mudzakarah) untuk membicarakan tata 

kehidupan yang lebih baik, yang kemudian melahirkan masyarakat 

Semende yang dibedakan dengan Pasemah.  

Kesepakatan itu diadakan di suatu tempat yakni di desa 

Pardipe sekarang, yang dikenal sebagai desa asal dan tertua di 

Semendo. Adapun para tokoh yang hadir pada pertemuan dan 

menjadi pendiri Semendo, adalah;  

1. Syekh Nurqadim al-Baharuddin Puyang Awak, sebagai pendiri 

utama. 

2. Mas Pengulu, ulama/panglima perang dari Gechi, Mataram, Jawa.  

3. Ahmad Pendekar Raja Adat Pagaruyung, yang berasal dari tanah 

Minangkabau. 

 4. Puyang Sang Ngerti, penghulu agamadari Talang Rindu Hati, 

Bangkahulu.  

5. Puyang Perikse Alam, pendekar/pedagang keliling dari Lubuk 

Dendam, Mulak, Besemah.  

6. Puyang Agung Nyawe.  

7.  Puyang Lurus Sambung Hati, dari Gunung Payung, Banten 

Selatan,  

8. Para saudara kandung dan sahabat Syekh Nurqadim, beserta 

keluarga mereka.
204
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Pertemuan tokoh diatas yang berlangsung sekitar tahun 1850 

Masehi, dapat dianggap sebagai cikal bakal masyarakat Semendo. 

Pertemuan itu merupakan mudzakarah para ulama dan melahirkan 

masyrakat Semendo yang berbeda dengan masyrakat Besemah. Kata 

Semendo dalam lafazd daerah mempunyai beberapa pengertian 

diantaranya;
205

  

1. Berasal dari kata Same dan Nde. Same berarti sama, Nde berarti 

milik, sehingga bermakna sama memiliki/sama kedudukan antara 

laki-laki dan perempuan baik dalam individu maupun dalam urai.  

2. Berasal dari Se-Man-De artinya rumah kesatuan milik bersama 

rumah yang ditunggui oleh anak tunggu tubang, tempat 

berkumpulnya sanak keluarga sewaktu berziarah ke puyang, hari-

hari besar serta acara keluarga. 
206

 

3. Suku Semendo atau Semendo berasal dari kata se yang berarti satu 

dan mende yang berarti induk atau ibu.
207

  

Disamping itu, ada pula yang menyatakan bahwa pengertian 

Semende berkaitan dua suku kata yaitu seme dan ende. Seme artinya 

sama, sedangkan ende adalah harga, yang berarti semende sama 

dengan “sama harga”. Artinya, antara laki-laki dan perempuan adalah 

sama dalam adat Semendo yang menurut logat Semende disebut same 

rege yaitu betine (perempuan) tidak membeli dan bujang (lelaki) 

tidak dibeli. Pengertian Semende diartikan hubungan perkawinan 

(semende) bahwa laki-laki datang tidak dijual dan perempuan 

menunggu tidak membeli. 

Berdasarkan cerita Syekh Nurqadim atau yang lebih dikenal 

dengan Puyang Awak, sebagai pendiri utama atau lelehur masyarakat 

Semende merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati melalui 

silsilah Puteri Sulung Penembahan Ratu Cirebon yang menikah 

dengan Ratu Agung Mpu Hyang Dade Abang. Daerah pertama yang 

dimukimi atau dihuni Talang Tumutan Tujuh yang kemudian dikenal 

sebagai “dusun Paradipe” dan sampai sekarang dikenal sebagai dusun 

tua (tue) dalam wilayah Kecamatan Semende Darat Laut. Pembukaan 
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dusun dengan mempelopori pemukiman di Muara Tenang oleh 

Puyang Syekh Putra Sutan Bonang, di Tanjung Iman oleh Puyang 

Nakanadin, di Tanjung Raya oleh Puyang Regan Bumi dan Tuan 

Guru Sakti Gumay, serta di Tanjung Laut oleh Puyang Tuan Kecik. 

Semua wilayah ini berkembang dari pusatnya di Pardipe yang 

menjadi basis utama dalam penyebaran agama Islam. Semua wilayah 

itu sekarang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Muara 

Enim.   

Pembukaan wilayah Semende Marga Muara Saung dan Marga 

Pulau Beringin, yang saat ini masuk dalam wilayah administratif 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS). Pembukaan 

wilayah Marga Semende Ulu Nasal dan Marga Semende Pajarbulan 

Seginim di Bengkulu. 6. Pembukaan dusun-dusun dan wilayah 

pertanian di Lampung, yakni Marga Semende Wai Tenung, Marga 

Semende Wai Seputih, Marga Semende Kasui, Marga Semende 

Pughung, dan Marga Semende Ulak Rengas.  

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa adat istiadat 

Semendo sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, dan tidak tertutup 

kemungkinan pengaruh adat Minangkabau juga kuat dalam adat 

Semende. Hal ini dapat dilihat dari kelima orang yang membantu 

Syekh Nurqodim atau Puyang Awak dalam mendirikan adat 

Semendo terdapat salah seorang yang berasal dari Minangkabau yaitu 

Ahmad Pendekar, raja adat Pagaruyung. Pengaruh adat Minangkabau 

dapat dilihat dari kedudukan wanita sebagai orang yang 

diperioritaskan untuk diangkat sebagai Tunggu Tubang, dimana di 

Minangkabau anak perempuan juga pemegang harta pusaka tinggi 

yang tidak boleh dijual atau digadaikan.  

Perempuan Minangkabau hanya boleh menggarap dan hasilnya 

juga dipergunakan untuk bersama. Tunggu tubang merupakan 

cirikhas dari adat semende yang berbeda jauh dengan suku bangsa 

lain dari rumpun Pasemah. Kehadiran seorang tunggu tubang dalam 
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sebuah kaum merupakan sebuah keharusan sebab merekalah yang 

menjadi penjamin kelangsungan hidup dari sebuah kaum. Namun 

jabatan seorang tunggu tubang tidak bersifat permanen atau langeng, 

ada beberapa sebab seseorang Tunggu Tubang bisa diberhentikan 

atau dalam kehidupan masyarakat di Semende kejadian ini dikenal 

dengan nama disilirkan
208

:. Seorang tunggu tubang akan 

diberhentikan jika terjadi kasus umpamanya tunggu tubang tersebut 

tidak lagi bisa menuruti aturan adat yang ada maka boleh digeser atau 

digilirkan kepada adiknya atau saudaranya yang lain dan yang 

bersangkutan mau memberi tanda tangan atas penyerahan tersebut. 

Tunggu tubang yang disilirkan bisa juga karena yang bersangkutan 

tidak lagi tinggal dikampung tersebut misalnya berdomisili dan 

berusaha di luar daerah (kota). Tunggu tubang itu sendiri bekerja 

diluar daerah dengan sendirinya dia tidak akan tinggal di rumah 

tersebut dan rumah itu akan dihuni oleh orang tuanya bersama 

saudara-saudaranya yang belum kawin. Tunggu Tubang juga akan 

berakhir ketika sang tunggu tubang telah keluar dari dalam rumah 

dan mendirikan tunggu tubang sendiri.  

Uniknya kedudukan anak perempuan sebagai tunggu tubang, 

tidak berlaku mutlak dalam kehidupan masyarakat Semendo, ketika 

sebuah kaum tidak ada anak perempuan, maka jabatan tunggu tubang 

bisa diberikan kepada anak laki-laki dengan jalan menjadikan istrinya 

sebagai tunggu tubang. Proses pengangkatan ini dinamakan dengan 

perkawinan ngungkit. Perkawinan ngukit adalah anak laki-laki dari 

keluarga tersebut dikawinkan dengan seorang perempuan dari anak 

saudara ayah atau ibunya. Dengan dilakukannya kawin Semendo 

ngungkit perempuan masuk kedalam keluarga suami dengan maksud 

supaya ia bersama suaminya dapat mengurus harta tunggu tabang 

yang menurut adat di daerah Semendo harus terus dipegang oleh anak 

perempuan.  
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Uraian di atas memberikan informasi bahwa masyrakat 

Semendo merupakan hasil kesepakatan di antara tokoh masyarakat 

yang berasal dari berbagai daerah yang pada saat bersama bermukim 

di kawasan Pardipe saat ini kawasan ini merupakan bagian dari 

Kabupaten Muara Enim. Merespon kondisi yang mereka hadapi saat 

itu  tokoh masyarakat tersebut menghasilkan sebuah adat dan budaya 

yang berbeda dengan yang lainnya. Kecamatan Semande Darat Ulu 

atau Semende Darat Tengah yang merupakan pusat kebudayaan 

semende. Semende Darat Ulu dan Semende Darat Tengah adalah 

Kecamatan Sindang Danau. Ke dua kecamatan ini merupakan 

pemekaran dari Kecamatan Pulau Beringin. Di samping itu 

Kecamatan Pulau Beringin di bagian selatan berbatasan langsung 

dengan Kecamatan Mikakau Ilir.  

Berkaitan dengan bentuk sistem kekerabatan pada masyarakat 

Semende di Sumatera Selatan umumnya, masih adanya perdebatan 

diantara berbagai kalangan, termasuk masyarakat Semende sendiri. 

Ada yang menyebutnya menggunakan prinsip matrilinial, namun ada 

pula yang menyebutnya bukan. Disebut matrilinial karena dalam 

kehidupan sehari-hari, sudah tertentukan bahwa perempuan (tertua) 

menjadi pewaris dan penjaga harta pusaka keluarga, sebagaimana 

masyarakat Minangkabau. Bagi yang menyebutnya bukan matrilinial 

dilatarbelakangi oleh seorang anak sesungguhnya menjadi bagian dari 

keluarga ayah dan ibunya dan anak laki-laki merupakan raja 

dikeluargnya atau meraje. Untuk hal yang terakhir ini dikaitkan 

bahwa peran perempuan (anak tertua) hanyalah sebagai pengemban 

amanah menjaga harta pusaka untuk digunakan demi kepentingan 

bersama. Disamping itu, masyarakat Semende menyatakan sistem 

kekerabatan masyarakat Semende bukanlah matrilinial ataupun 

patrilinial, melainkan sistem kekerabatan yang tidak ada pada suku 

bangsa lain.  
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Masyarakat Semende memiliki sistem kekerabatan menurut 

Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai. Dalam adat tersebut 

kedudukan suami dan isteri dalam satu rumah tangga sama sesuai 

dengan arti Semende sendiri yaitu sama-sama memiliki. Dengan kata 

lain, suami dan isteri mempunyai peran dan kedudukan yang sama 

sesuai dengan statusnya. Begitu pula dengan hak dan kewajiban 

kerabat/keluarga dari pihak suami sama dengan hak dan kewajiban 

keluarga pihak isteri. Maka, mengacu pada pembagian sistem prinsip 

keturunan sebagaimana diungkapkan oleh Koentjaraningrat diatas, 

maka sistem kekerabatan masyarakat Semende sesungguhnhya 

adalah bilinial (bilinial descent) karena menghitungkan hubungan 

kekerabatan berdasarkan pria dan wanita. Artinya, seseorang dalam 

masyarakat Semende tergolong atau menjadi bagian dari kerabat ibu 

dan kerabat ayahnya. Masyarakat Semende merupakan masyarakat 

yang memiliki struktur keluarga yang cukup jelas. Masing-masing 

struktur memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Puyang jurai / 

Mareje Tinggi, Jenang Jurai / Mareje, Tunggu Tubang, Anak Belai 

dan Apit Jurai.  

Payung Jurai adalah semua anak laki-laki yang urutannya 

teratas dari satu keluarga yakni semua saudara laki-laki dari nenek 

perempuan ( tunggu tubang ) adik-adik beradik dengan nenek. 

tegasnya payung jurai ini adalah semua paman dari ibu kandung. 

Informasi ini menjelaskan bahwa Puyang Jurai adalah kekek dari 

Tunggu Tubang. Puyang Jurai menjeleskan bahwa ketika jabatan 

tunggu tubang diberikan kepada generasi ke tiga. Maka seluruh laki-

laki yang berada pada generasi ke dua merupakan Puyang Jurai dari 

tunggu tubang generasi ke tiga. Informasi ini menegaskan bahwa 

puyang jurai merupakan jabatan yang diisi oleh orang-orang secara 

umur lebih tua dan matang dari tunggu tubang. Payung jurai ini 

fungsinya berkewajiban melindungi, mengasuh dan mengatur jurai 

tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik. Dalam kelompok 
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Puyang Jurai terdapat mareje tinggi atau salah seorang mareje yang 

telah memberikan kekuasaan kepada mareje baru. Di samping itu jika 

terjadi konflik antara mareje dengan tunggu tubang maka Puyang 

Jurai lah yang menyelesaikan atau mencarikan solusi terbaik. Konsep 

ini mengambarkan bahwa dalam kehidupan masyarakat semende 

terdapat struktur yang menjadi pucuk tertinggi yang akan 

menyelesaikan atau memberikan arahan terhadap setiap persoalan 

yang mungkin dihadapi oleh jurai (kaum). Dalam istilah masyarakat 

puyang jurai adalah tempat orang bertanya, sedangkan ketika 

kembali tempat bercerita. 

 Hal ini mengambarkan bahwa masyarakat semende menganut 

pendekatan musyawarah dalam setiap keputusannya. Jenang Jurai 

Jenang Jurai adalah semua saudara laki-laki dari ibu. Konsep ini 

mengambarkan setiap laki-laki yang ada hubungan darah dengan 

tunggu tubang seara otomatis menjadi Jenang Jurai. Kelompok ini 

sesungguhnya yang mendapatkan perhatian dan kontrol lebih dari 

seorang tunggu tubang, sebab orang inilah yang harus dibina dan 

dijamin kelangsungan hidup mereka oleh tunggu tubang, sampai 

mereka menikah atau membentuk keluarga baru. Puyang Jurai 

menjelaskan bahwa ketika jabatan tunggu tubang diberikan kepada 

anak perempau satu-satunya di generasi ke dua . Maka seluruh laki-

laki yang berada pada generasi ke dua merupakan Jenang Jurai dari 

tunggu tubang. informasi ini menegaskan bahwa Jenang jurai 

merupakan jabatan yang diisi oleh orang-orang secara umur sebaya 

dengan tunggu tubang.  

Jenang jurai fungsinya harus membantu dan mempermudah 

segala aktivitas dan urusan yang dikerjakan oleh tunggu tubang serta 

teman diskusi dalam setiap keputasan yang akan diambil. Di samping 

itu Dalam kelompok Jenang Jurai terdapat mareje yang merupakan 

perwakilan dari Jenang jurai ketika membicarakan setiap 

permasalahan yang terjadi dalam sebuah tunggu tubang dan menjadi 
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perwakilan tunggu tubang dalam pertemuan di tempat lain. Hal ini 

mengambarkan bahwa masyarakat semende menganut pendekatan 

musyawarah dalam setiap keputusannya. Tunggu tubang adalah anak 

perempuan yang tertua dari keluarga dan Kedudukan tunggu tubang  

“ turun temurun “ kecuali terjadi hal-hal yang memaksa untuk 

memindahkan kedudukan tunggu tubang tersebut, kepada anak 

perempuan yang lain yakni yang lebih muda. Dengan jalan 

dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam rembukan yang di pimpin 

oleh Payung Jurai atau Jenang Jurai bertempat dirumah tunggu 

tubang.  

Tunggu tubang secara otomatis menerima hak dan kewajiban 

seperti untuk memelihara / menjaga, mengurus dan menikmati serta 

menggunakan harta warisan dari nenek moyang yang turun kepada 

ibu kandung dari tunggu tubang. Sedangkan anak Belai kehidupan 

masyarakat semende mengenal mereje, setiap mereje dengan sendiri 

sudah tentu anak belai. Anak belai adalah semua anak dan menantu 

dari tunggu tubang, adik perempaun dari tunggu tubang, semua 

saudara perempuan dari tunggu tubang adalah anak. kedudukannya 

terhadap mereje.  

Adat Semende  menjeleskan bahwa ketika jabatan tunggu 

tubang diberikan kepada anak perempua tertua di generasi ke dua. 

Maka seluruh anak-anak dari saudara perempuannya dan menantu 

dari saudara perempaun merupakan anak belai. sedangkan laki-laki 

yang berada pada generasi ke tiga merupakan anak belai dari tunggu 

tubang. Tugas utama dari anak belai adalah membantu mareje ketika 

membantu tunggu tubang seperti gotong royong menanam padi atau 

membuka kebun, membuat rumah baru atau memperbaik rumah 

tunggu tubang yang rusak.  

Ketika acara sedekah perkawinan anak dan acara lain yang 

membutuhkan tenaga banyak oleh sebuah jurai maka anak belai 

merupakan figur utama yang melaksanakan kegiatan tersebut. 
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Sedangkan Apit Jurai adalah semua keluarga yang hubungannya 

dengan keluarga tunggu tubang, tegasnya yang masih ada hubungan 

darah dengan keluarga itu. Disini ada pengecualian yakni orang tidak 

ada hubungan darah telah diangkat dalam keluarga itu otomatis 

menjadi Apit Jurai.  

Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa apit jurai 

adalah setiap anak keturunan baik dari saudara laki-laki ataupun 

saudara perempuan baik dari generasi pertama sampai generasi 

berikutnya merupakan apit jurai. Struktur keluarga Apit Jurai 

memberikan penjelasan bahwa seluruh anak keturunan dari tunggu 

tubang 10 yang telah memiliki keturunan sampai ke 11 merupakan 

satu kesatuan yang tidak terpisah walaupun mereka telah berganti 

tunggu tubang sebanyak 3 kali. Pengertian ini dan mempertegas 

bahwa dalam kehidupan masyarakat Semende juga mengenal 

keluarga dengan arti luas sebagai identitas bagi individu orang di 

Semendo. Mereka inilah yang dikenal dengan istilah Apit Jurai boleh 

diartikan perorangan dari warga Semende.  

Jurai merupakan identitas setiap orang Semendo, pengertian 

ini memberi makna bahwa apit jurai adalah keluarga luas dari sebuah 

masyarakat Semendo yaitu orang yang disatukan karena berasal dari 

keturunan yang sama. Walau Tunggu Tubang adalah struktur 

terpenting dalam kehidupan masyarakat Semendo, namun kekuasaan 

mereka tetap tidak lebih besar dari struktur masyarakat lainnya. 

Karena masyarakat Semendo sangat mementingkan aspek 

keharmonisan dari seluruh struktur yang ada dalam kehidupan 

mereka. Struktur sosial ini mendorong masyarakat Semendo tetap 

eksis dan mempertahankan eksitensi dan keberadaan mereka dalam 

konteks kehidupan masyarakat hari ini dan struktur sosial ini menjadi 

nilai lebih dari Suku Semendo dalam membangun solidaritas di 

antara mereka. Kearifan lokal ini sangat unik karena lembaga adat 

Tunggu Tubang yang bisa menjawab persoalan-persolan gender.  
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Adat Tunggu Tubang mempunyai filosofi khusus dalam 

mengangkat derajat perempuan  sebagai pemegang hak tradisional 

yang sampai saat ini masih utuh. Ketinggian derajat perempuan 

tunggu tubang diimplemntasikan dalam bentuk lembaga perkawinan 

dan harta warisan. Disamping itu masyarakat suku semendo 

mempunyai lambang-lambang yang khusus untuk memperkuat adat 

Tunggu Tubang.209  

Keperluan ekonomi yang semakin  tinggi  dan pendidikan 

membuat beberapa masyarakat semendo bermigrasi ke beberapa 

tempat termasuk ke Rejang Lebong. Adapun masyarakat Semendo 

yang domisili di Rejang Lebong dan masukan dalam Perkumpulan 

Semendo ada Peraturan Hak dan Kewajiban Anggota Social 

Persatuan Apik Jurai Semende Kabupaten Rejang Lebong, Lebong 

dan Kepahyang.  

2. Penentuan Kadar Mahar dan Antaran 

Peneliti telah melakukan wawancara pada 10 informan yang 

mewakili ketentuan informan yang peneliti tetapkan dan pilih 

sebagaimana peneliti jelaskan di metodelogi, yakni pelaku (orang 

semendo menikah dengan orang semendo baik tunggu tubang dan 

bukan tunggu tubang ada 8 orang, sesepuh 1 orang dan tokoh agama 

1orang). Adapun deskripsi hasil wawancara peneliti dengan informan 

dapat peneliti jelaskan berikut ini. 

Laki-laki yang mengawini perempuan berstatus tunggu 

tubang yakni perempuan lahir pertama dalam keluarganya, jika 

dilihat dari sistem pembayaran mahar menganut sistem kekerabatan 

                                                             
209

 https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2232  jurnal hawa 

vol 1 no 1 (2019. Konsep Gender pada Masyarakat Adat Suku Semendo Kabupaten Muara 

Enim (Studi Kasus Pada Adat Tunggu Tubang) Imam Mahdi 
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patrilineal karena yang laki-laki adalah pemberi mahar walau jumlah 

atau kadarnya ditetapkan kedua calon mempelai. Namun karena 

perempuan tunggu tubang derajatnya lebih tinggi dari laki-laki maka 

tatkala laki-laki tersebut mengawininya maka si laki-laki tersebut 

atau suaminya itu merupakan pelayan bagi istri dan keluargannya, 

suami harus mencari nafkah untuk keluarga besar yang ada dan 

berdiam dalam rumah warisan tunggu tubang, mencuci, memasak, 

dan pekerjaan lain yang menyangkut pekerjaan rumah tangga. 

Kebalikannya si suami atau laki-laki tersebut merupakan raja, kepala 

keluarga bagi adik-adik dan kerabat di pihak suami tunggu tubang 

tersebut,  dan si perempuan tunggu tubang harus dapat merangkul 

adik adiknya tersebut karena dia mengikuti status suaminya sebagai 

raja.  

Hampir semua informan penelitian  menyatakan bahwa  

dalam menentukan besaran mahar bagi yang masih kental 

pemahaman akan adat asli masyarakat semendo maka kadar mahar 

ditetapkan melalui musyawarah keluarga besar dari dua belah pihak. 

Mahar dalam masyarakat semendo identic dengan emas. Ukuran 

berat ringanya yang termashur bagi masyarakat Sumatera Selatan 

dengan menggunakan kata “sesuku” (sebutan untuk emas seberat 6,7 

gram) yang biasanya semakin tinggi tigkat derajat social keluarga 

sang perempuan semakin tinggi pula maharnya. Lalu soal kadar baik 

bentuk, kualitas serta jenis barang-barang antaran dikaji dan dianalisa 

oleh keluarga inti dari calon mempelai laki-laki, bisa berupa kerbau 

sebagai tambahan bahan lauk pauk saat pesta perkawinan, barang-

barang keperluan  sehari hari, terkait barang-barang dapur, keperluan 

kamar tidur dan perabot lainnya.  

Sedangkan  masyarakat semendo yang pemahaman adatnya 

sudah berkembang seiring dengan perkembangan modern ini, 

penentuan kadar mahar dan ataupun antaran disesuaikan dengan 

pemahaman masyarakat yang berkemajuan. Artinya disesuaikan 
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dengan zaman kekikinian, dan tidak bersandar dengan adat lagi. 

Adapun masyarakat semendo yang tinggal di Rejang Lebong hanya 

sebagian kecil yang masih menerapkan perkawinan sistem semendo 

asal usul daerah “tunggu tubang”menurut 10 informan  penelitian 

yang peneliti wawancarai dan amati hanya tidak lebih 05%saja  

sedangkan sisanya sudah meninggalkan sistem perkawinan itu walau 

secara penamaan masih sama yakni semendo sistem Tunggu Tubang.  

3. Penunaian Hak dan Kewajiban Suami istri   

Menurut 2 orang informan
210

 penelitian yang peneliti 

wawancarai bahwa suami istri yang perkawinannya sistem semendo 

tunggu tubang memposisikan perempuan seorang yang mempunyai 

derajat yang tinggi dibanding laki-laki. Menururt sistem perkawinan 

semendo tunggu tubang kewajiban suami sangat besar dan banyak 

walau sudah berdomisi dari luar daerah asal, suami istri bertempat 

tinggal di rumah yang menjadi harta warisan turun temurun anak 

perempuan yang lahir pertama yakni yang menjadi istri, sehingga 

suami berkewajiban membiayai hidup semua orang yang berada atau 

tinggal dalam rumah tersebut, mengerjakan semua pekerjaan rumah 

tangga, seperti mencuci, penyapu, mengosok pakaian dan lain 

sebagainya, disamping melakukan pekerjaan mencari nafkah lahir 

bagi keluarga besar tersebut. Kadang kala pulang-pulang kerja nasi 

dan lauk pauk sudah tidak tersedia lagi untuk dimakan. Suami tunggu 

tubang bernasib miris sekali bagaikan ATM berjalan,
211

 dibutuhkan 

tapi tidak dihargai, dan keberadaanya tidak dianggap.  

Padahal suami tunggu tubang yang merupakan anak-laki 

pertama dalam keluarga dari pihak dirinya sendiri adalah raja yang 

berkewajiban mengayomi adik-adiknya jika sehingga sebagai istri 

walau diposisi tunggu tubang jika sedang berada di lingkungan 

keluarga suami, si istri harus membaur, membimbing, memimpin 

                                                             
210
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adik-adik dan sanak saudara suaminya. Istri walau diposisi tunggu 

tubang harus menjalankan kewajiban dalam rumah tangga
212

 seperti 

melayani, menyiapkan semua keperluan  suami. Suami menjalankan 

kewajibannya maka istri menerima haknya dan istri menunaikan 

kewajibannya maka suamipun mendapatkan haknya.  

Delapan orang informan
213

 penelitian menyatakan bahwa 

pada hakekatnya kewajiban suami istri baik masyarakat semendo di 

Rejang Lebong ataupun bukan semua sama, yakni menggauli istri 

memberikan rumah, menafkahi lahir batin dan adil.  Suami sebagai 

pemimpin keluarga, baik berupa tenaga, maupun penjaga kehormatan 

keluarga. Istri harus berbakti lahir dan batin pada suami sesuai 

ajaranIslam. Suami istri harus saling cinta, hormat menghormati, setia 

dan memberi bantuan lahir batin, mengasuh dan memelihara anak-

anak, pendidikan, kecerdasan dan memelihara kehormatan. Sehingga 

keduanyaberhak melakukan perbuatan hukum, walaupun istri 

pendamping suami.  

Segala sesuatu yang menjadi kewajiban suami adalah hak 

bagi istri, termasuk materi  seperti mendapatkan mahar dan nafkah 

baik non materi seperti hubungan, perlakuan yang baik dan keadilan. 

Lalu apa yang menjadi kewajiban dari istri merupakan hak bagi 

suami.  Istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, 

Penjagaan kesucian pergaulan dari suaminya. 
214

Hak hak suami  yang 

paling penting adalah ketaatan istri ketika suami mengajaknya 

ketempat tidur, menjaga harta suami, menjaga anak-anak, tinggal di 

rumah selama suami bepergian.  

B. Pembahasan Hasil Penelitian  

Secara sosio normative dapat dipahami bahwa masyarakat 

Semendo berasal dari masyarakat yang sangat religious, baik dari daerah 

                                                             
212
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asal yakni kabupaten Muara Enim maupun ditempat yang baru yakni 

Rejang Lebong. Masyarakat Semendo di Rejang Lebong Curup aktif 

mengikuti kegiatan kemasyarakatan; menghadiri undangan syukuran, 

perkawinan dan lain sebagainya, dan keagamaan sholat berjama‟ah, 

PHBI, pengajian, kegiatan penyelenggaraan jenazah dan kegiatan lain 

sebagainya.  

 

1. Analisis Sosio Normative Terhadap Penentuan Kadar Mahar dan 

Antaran 

 

Jika dipahami dengan saksama bahwa laki-laki yang mengawini 

perempuan lahir pertama dalam keluarganya yang selanjutnya berstatus 

tunggu tubang, tetap diahruskan membayar mahar kepada mempelai 

perempuan walau kadarnya ditetapkan bersaama dan itu dapat dipahami 

bahwa perkawinannya dalam adat bersistem jujur, berkekerabatan 

patrilineal. Perkawinan jujur harus dibayarkan oleh pihak laki-laki 

terdapat pada masyarakat hukum yang mempertahankan garis keturunan 

atau kekerabatan kebapakan. Karena kandungan makna dari perkawinan 

sistem jujur dalam rangka menguatkan atau tebusan bahwa istri 

mengikuti dan menetap dalam lingkungan kerabat suaminya, hak dan 

kekuasaan dalam lingkungan keluarga kerabat dan derajat sosial suami 

lebih tinggi dari istrinya, anak-anak masuk kerabat suami dan Suami 

menguasai harta kekayaan, tidak ada harta bersama.
215

 

Pembayaran jujur dimaksudkan untuk melepas istri dari 

lingkungan kerabatnya dan pindah ke lingkungan kekerabatan  suaminya, 

maka dengan perpindahan kekerabatan istri ke kerabat suami, maka 

kekerabatan istri terjadi kepakuman magis. Kepakuman itu dapat 

diperbaiki dengan menyerahkan atau pembayaran jujur sebagai pengganti 

atau pengisi kepakuman itu, pemberian jujur dapat diartikan sebagai 

pemberian ke dalam suasana religius –magis guna memelihara tetapnya 
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keseimbangan hubungan kedua belah pihak, jadi pemahaman bahwa 

pembayaran jujur itu sebagai harga pembelian si istri itu adalah pendapat 

yang keliru. Namun yang berlaku di masyarakat semendo, laki-laki 

merupakan orang yang wajib membayar mahar kepada laki-laki dan 

perempuan tunggu tubang derajatnya lebih tinggi dari laki-laki dan laki-

laki tersebut mengawininya maka si laki-laki tersebut atau suaminya itu 

merupakan pelayan bagi istri dan keluargannya, suami harus mencari 

nafkah untuk keluarga besar yang ada dan berdiam dalam rumah warisan 

tunggu tubang, mencuci, memasak, dan pekerjaan lain yang menyangkut 

pekerjaan rumah tangga. Dengan demikian sistem jujurnya menjadi 

remang-remang dan kabur, sehingga peneliti menyimpulkan perkawinan 

sistem semendo barbasis jujur yang dilakukan oleh masyarakat semendo 

walau sudah bergeser dari aslinya, perkawinan tersebut dinamai 

perkawinan semendo sistem jujur semu, dan sistem kekerabtan patrilineal 

terbalik. Dan patrilineal murni saat berada pada keluarga asal suami. 

Kondisi seperti ini berbeda dengan kekerabatan dalam Islam, 

dalam Islam dijelaskan bahwa laki-laki merupakan kepala rumah tangga 

makanya dibebani kewajiban nafkah yang di awali oleh pemberian 

mahar,  dan dengan demikian kekerabatan yang di anut adalah patrilineal 

sebagaimana tersirat dalam dalil berikut ini.  

                       

                           

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa 

dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari 

harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bahagian yang telah ditetapkan.
216

 

                            

                                                             
216

 Al Qur‟an surat An Nisa‟ ayat 7 
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Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
217

 

Kekerabatan yang dianut dalam Islam penentuannya dapat 

dilihat dari seluk beluk perkawinan, kewarisan dan pemeliharaan atau 

tanggung jawa terhadap anak. Menurut pemahaman para ahli fiqh dari 

makna ayat Al Qur‟an dan juga Hadis bahwa kekerabatan yang dianut 

oleh Islam adalah kekerabatan patrilineal, begitu juga jika dikaitkan 

dengan tanggung jawab nafkah keluarga terletak pada laki-laki 

sebagai pemimpin perempuan, dan talak yang merupakan hak 

prerogatif suami, maka bentuk kekerabatannya adalah patrialchaat.
218

 

Menurut hukum perkawinan Islam, istri harus ikut dan tinggal 

di rumah yang disediahkan oleh suami dan wajib memelihara harta 

milik suami tatkala suami tidak ada di rumah, anak- anak dinisbahkan 

kepada ayah dan suami, suami berkewajiban memberi nafkah kepada 

istri, termasuk selama masa iddah dan anak-anak sampai dewasa. 

Dalam kewarisanpun laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari 

bagian perempuan, sebagaimana firman Allah Swt ini.
219

   

                     

                   

                        

                         

                         
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 Al Qur‟an surat Al Isra‟ ayat 26 
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 Pemahaman ini terambil dari kondisi bangsa Arab yang menganut kekerabatan 

patrilineal, bangsa Arab selalu menyebut nama orang tua laki-laki di belakang namanya, 

seperti Umar ibn al khattab. Dll. 
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 Al Qur‟an surat An Nisa‟ ayat 11 
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                      

        

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia 

memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal 

tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka 

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 

beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 

atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang 

lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

Masyarakat semendo juga memahami bahwa perkawinan 

merupakan penyatuan kehidupan antara laki-laki dengan seorang 

perempuan dalam sebuah institusi keluarga dalam masyarakat, 

peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua, yang asalnya 

hidup terpisah, setelah melaksanakan upaca perkawinan menjadi 

hidup bersatu kehidupan bersama sebagai suami istri. Yang semula 

mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-

masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan membentuk 

keluarga sendiri, keluarga baru ini yang berdiri sendiri dan mereka 

pimpin sendiri. Pemahaman ini selaras dengan pemahaman dalam 

adat maupun hokum Islam. Dalam adat dijelaskan bahwa 

perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan 

hubungan kekerabatan yang rukun dan damai,bahagia dan kekal. 

Perkawinan harus sah menurut agama dan juga harus mendapatkan 

pengakuan dan legitimasi dari para anggota kerabat. Perkawinan 
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dapat dilakukan oleh seorang-laki-laki dengan seorang perempuan 

atau lebih yang kedudukannya masing-masing ditentukan oleh 

hukum adat setempat. Perkawinan harus dilakukan atas persetujuan 

oleh orang tua dan kerabat, sebab akan mengakibatkan adanya 

pengakuan oleh masyarakat adat. Perkawinan boleh dilakukan oleh 

yang dewasa ataupun anak-anak, namun persetujuan orang tua dan 

kerabat perlu adanya. Perkawinan boleh berakhir namun dengan 

persyaratan yang ketat, sebab perceraian dapat berakibat pecahnya 

hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak. Keseimbangan 

kedudukan antara suami dan istri berdasarkan  hukum adat yang 

berlaku. 

Sedangkan  Islam menjelaskan bahwa perkawinan merupakan 

Perkawinan adalah sebuah akad yang menjadikan halal hubungan 

antara laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya dapat bekerja 

sama dalam menjalankan hak dan kewajiban keduanya, yang 

memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara segaja 

dan atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan 

an dilakukan dengan tercatat. Laki-laki yang menjadikan seorang 

perempuan harus memberika mahar sebagai bukti bahwa suami wajib 

memenuhi nafkah sebagaimana perintah Allah berfirman dalam 

alqur‟an berikut ini,  

                       

           

 Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 
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 Lalu jika dilihat pada besaran mahar ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan kedua belapihak calon mempelai, sedangkan ketetapan 

penentuan kadar mahar ini jika dilihat berdasarkan sosio normative 

sesuai dan atau tidak menyalahi aturan adat dan agama.  Hal ini dapat 

dibuktikan bahwa dalam adat atau sosio dijelaskan bahwa  ditentukan 

berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai. Allah dalam Al 

Qur‟an menjelaskan bahwa “berikanlah kepada mereka maharnya 

(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa 

bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, 

sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana..... dan berilah maskawin mereka 

menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang 

memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang 

mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya” dengan teksnya ya yaitu 

al-Mumtahanah ayat 10 sebagai berikut ini 

                 

                       

               

                  

Tidak ada mahar  perkawinan tidak sah,  mahar tidak perlu 

besar namun harus ada, besar kecilnya mahar bukanlah ukuran sahnya 

perkawinan. Imam Syãfi‟ῑ, Imam Ahmad, Ishãk, Abữ Tsur dan fuqaha 

Madinah juga sepakat bahwa tidak ada batas minimal dalam semua 

pemberian mahar. Pemberian mahar adalah merupakan tanda 

kecintaan antara suami dan istri.
220

Jika terjadi perceraian dalam 

perkawinan, maka mahar tetap wajib diberikan kepada istri, hal sesuai 
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  Sayyid Sabiq ”Fikih Sunnah”, Juj 3 (Dȃr Fath Lil ilmi al-Arabiy. Jakarata, 

Cakrawala Publising) : 2011).H. 410-413 
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dengan perintah Allah swt dalam al-Qurãn.
221

 Menurut Mãlikiyah 

pernikahan tidak sah tanpa adanya mahar, karena mahar mengandung 

ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. 

Mahar dianjurkan disebutkan saat akad, walaupun demikian mahar 

tidak disebutkan ketika akad, maka pernikahan tetap sah.
222

 Syari‟at 

Islam  tidak menetapkan batasan minimal ataupun batasan maksimal, 

sebab manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kemampuan. 

Manusia juga berbeda dari kondisi sulit dan lapang, serta masing-

masing komunitas memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda.  

Sedangkan dana ataupun barang hantaran secara sosio 

normative sebagai penghargaan atau penghormatan status social 

sesorang dalam adat kebiasaan disuatu daerah dan itu tidak menyalahi 

aturan menurut pemikiran hokum Islam yakni al urf. Adat atau urf 

bisa diajikan sebagai sandaran hokum jika mengandung kemaslhatan 

dan shohih, dikatakan mengandung maslahah tatkala tidak melanggar 

lima hal yakni  Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah 

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara 

keturunan dan memelihara harta. 

Kemaslahatan itu dapat terungkap jika sesuai dengan 

maqāsid al-Syarī‟ah yang tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang 

mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari‟atkan 

Allah swt terhadap manusia. Sebab maqāsid al-syarī‟ah bertujuan 

untuk mengetahui tujuan yang hendak dicapai oleh Allah, sehingga 

yang menjadi alasan utamanya adalah mengenai masalah hikmah dan 

illat ditetapkannya hukum. Oleh sebab itu tujuan hukum merupakan 

salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang 

dihasilkan melalui ijtihad. 

                                                             
221

 Al-Qur‟an surat al-Baqarah; 228. Quru' dapat diartikan suci atau haid. Hal ini 

disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah 

tangga (Lihat surat Al-Nisã' ayat 34). 
222

Wahbah al-Zuhaili”al-Fiqh al-Islamy Wa Adilatuhu”(terjemahan) ( Darul Fikri,) 

Gema Insani jilid 9 Jakarta. H 82 
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Dengan demikian jelas sekali bahwa penentuan besaraan 

mahar dan hantaran dalam perkawinan masyarakat semendo di kota 

Curup Rejang Lebong tidak menyalahi hukum Islam karena tidak 

memberatkan calon suami, atas dasar musyawarah, pihak keluarga 

ikhlas menerimanya. Dan secara sosio penentuan kadar mahar dan 

juga antaran dipahami sudah tidak menjalankan sebagaimana  

kebiasan atau adat masyarakat yang ada tinggal di pedesaan Muara 

Enim. Sehingga „urf yang terapkan ini dikatagorikan pada „urf shohih 

dan mengandung kemaslahatan sesuai dengan teori maslahah 

mursalah. 

 

2. Analisis Sosio Normative Penunaian Hak dan Kewajiban Suami 

Istri   

Pada prinsipnya adat suatu masyarakat selalu mengedepankan 

kemaslahatan atas peran diemban oleh kedua pasang baik suami 

maupun istri. Begitupun yang ada dalam sistem perkawinan semendo, 

baik yang berlaku pada msyarakat semendo di Rejang Lebong Curup, 

baik yang perkawinannya dengan tunggu tubang ataupun yang bukan 

bukan tunggu tubang. 

 Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi 

sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling 

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir 

batin yang satu kepada yang lainnya, suami istri memikul kewajiban 

untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai 

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan 

agama anak-anak.  

Suami Istri  melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Suami istri harus 

mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah kediaman yang 

dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama. Suami adalah kepala 

rumah keluarga dan istri ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri 
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adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan 

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 

Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.  

Pada masyarakat Semendo, anak perempuan tertua ditetapkan 

sebagai tunggu tubang dengan tugas sebagai pewaris dan penjaga 

harta pusaka keluarga, sekaligus menjadi sentral dalam keluarganya 

itu, kedudukannya sama dengan laki-laki baik dalam individu maupun 

dalam jurai, rumah kesatuan milik bersama yang ditunggui oleh anak 

dan dijadikan tempat berkumpulnya sanak keluarga karena berasal 

satu induk atau ibu. Laki-laki dan perempuan adalah sama dalam adat 

Semendo yang menurut logat Semende disebut same rege yaitu 

perempuan tidak membeli dan begitupun lelaki tidak dibeli. 

Pengertian Semende dalam hubungan perkawinan sistem semende 

bahwa laki-laki datang tidak dijual dan perempuan menunggu tidak 

membeli. Sehingga dipahami bahwa suami dan isteri mempunyai 

peran dan kedudukan yang sama sesuai dengan statusnya. Begitu pula 

dengan hak dan kewajiban kerabat/keluarga dari pihak suami sama 

dengan hak dan kewajiban keluarga pihak isteri.   

Penerapan hak dan kewajiban suami istri dalam sistem 

perkawinan semendo oleh masyarakat semendo di kota Curup Rejang 

Lebong Curup sesuai dengan teori receptio in complexu berlaku sesuai 

dengan keyakinan yang mereka yakni Islam, sehingga hukum yang 

hidup dalam masyarakat semendo di kota Curup Rejang Lebong yang 

seluruhnya beragama Islam adalah hukum Islam.  Untuk itu hak dan 

kewajiban suami istri yang dijalankan sejalan dengan teori hak dan 

kewajiban yang dikehendaki dalam Islam yakni suami berkewajiban 

memberikan nafkah, pakaian dan perlindungan kepada istri dan anak-

anaknya menurut ukuran yang ma‟rữf
223

 Hadis Rasulullah yang 

diriwayatkan oleh Bukhãri dan Nasa‟i;
224

  

                                                             
223

 Kata makrữf terambil dari kata „urf dalam bentuk pasif (dikenal) jadi dalam hal 

memberikan nafkah, pakaian dan perlindungan itu sesuai dengan kebiasaan atau yang sudah 
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  ى و النساء ىقال رسول الله  صعلم ... ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه البخار  

Dan bagi mereka atas kamu tanggungan nafkah dan pakaian mereka 

dengan cara yang baik”HR. Bukhữri dan Nasã ῑ. 

فاتقوا الله فى النساء فانكم أخذتموىن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرىونو فان فعلن ذ لك فاضربوا ضربا غير مبرح ولهن 

 عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم
Jadi kepemilikan dan atau kekuasaan harta oleh suami dikarenakan 

suami mempunyai kepemilikan terhadap nafkah. Kendati suami 

berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan tidak ada dalil yang 

melarang sang istri untuk mencari nafkah sebagaimana suami.  

Suami istri bertanggung jawab menjaga harta bersama, dan 

untuk harta diri masing-masing, dan tidak melakukan tindakan apapun 

tanpa persetujuan salah satu pihak. Islam memberikan isarat akan hak-

hak perorangan atas harta yang pada prinsipnya setiap pribadi 

mempunyai kemampuan sebagai penerima hak dan melaksanakan 

kewajiban dan dipandang mampu bertindak terhadap harta miliknya. 

Namun jika belum dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas 

hartanya, maka perlu jaminan dari wali.  

Kewajiban suami terhadap isteri adalah menggauli istri dengan 

cara yang baik, memberikan tempat tinggal,
225

 memberikan 

nafkah,
226

bersikap adil jika mempunyai istri lebih dari satu.
227

Suami 

                                                                                                                                                              
dikenal pada tempat dimana mereka bertempat tinggal.  Al-Qur‟ãn surat al-Baqarah; 233. 

surat al- Thalaq ayat 7 
224

  As San‟ani, Subulu al-salam.. Op., Cit., h 218-219 
225

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 32 ayat 1 “Suami istri 

harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud 

ditentukan oleh suami istri bersama.” dan pasal 34 ayat 1. :Suami wajib melindungi istrinya 

dan memberikan segala sesuatu kepentingan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya.” Kompilasi Hukum Islam pasal 81 
226

 Al-Qurãn Surat Al-Thalak: 7 
227

 Al-Qurãn Surat Al-Nisã‟ ayat 3. Berlaku adil maksudnya adalah perlakuan yang 

adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat 

lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat 

ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad 

s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja 
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dibebani tugas sebagai pemimpin keluarga, rumah tangga bukan 

hanya kebendaan melainkan berupa tenaga, suami sebagai penjaga 

kehormatan keluarga.
228

Kewajiban utama istri adalah berbakti lahir 

dan batin kepada suami sebatas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
229

 

 Kewajiban keduanya meliputi, saling cinta, hormat 

menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin, mengasuh dan 

memelihara anak-anak, pendidikan, kecerdasan dan memelihara 

kehormatan.
230

 Keduanya sama-sama mempunyai hak melakukan 

perbuatan hukum, walaupun istri merupakan pendamping suami.
231

 

Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, Hak 

dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang, kewajiban ada karena 

adanya hak dan hak itu harus mereka terima. hak dan kedudukan istri 

adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan 

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam rumah 

tangga.Dengan demikian, jelas dapat dipahami bahwa suami dan istri 

merupakan pasangan yang bermitra dan sejajar yang karenanya 

mereka harus bekerja sama, saling melengkapi, saling menghargai dan 

saling menghormati.  

Semua aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan 

dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami 

dan istri. Suami dan istri harus saling terbuka untuk mendengarkan, 

mempertimbangkan dan menerima pandangan kedua belah 

pihakdalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang 

merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan 

                                                             
228

  Kompilasi Hukum Islam pasal 82  
229

 Berbakti ini bisa difahami dalam istilah Patuh kepada suami. Ibnu Qudama‟, Al 

Muqhni wa al Shara al kabir, (Beirut, Dȃr al-Fkir, 1984). VII,h. 469 
230

 Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat  1-5 “Suami istri memikul kewajiban yang 

luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahmah yang menjadi 

sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat 

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. suami istri 

memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai 

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, suami sitri 

wajib menjaga kehormatannya, jika keduanya melalaikan kewajibannya masing-masing 

dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.‟ 
231

 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30-34 
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saling sayang jangan sampai ada pihak dalam rumah tangga yang 

melakukan pemukulan ataupun bentuk kekerasan lain Suami dan istri 

merupakan pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, patner dan 

sejajar menempatkan diri dari masing-masing keluarga pada 

posisinya, proposional dan berimbang dalam kehidupan rumah 

tangga. Jadi secara sosio normantif  implimentasi hak dan kewajiban 

pasangan suami istri masyarakat semendo di kota Curup Rejang 

Lebong tidak mengikuti adat masyarakat Semendo yang berdomisili di 

daerah asalnya yakni Muara Enim, prgerseran itu terjadi karena 

pengaruh pengetahuan keagamaan yang semakin dalam, pergaulan 

semakin luas, dan tingkat pendidikan semakin tinggi. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

1. Secara Sosiologis kesepakatan penentuan  jumlah mahar dan hantaran 

serta implimentasi penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam 

perkawinan adat Semendo  bagi masyarakat Semendo di Rejang 

Lebong tidak lagi mengikuti adat istiadat(„urf) daerah asalnya, karena 

dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan/pendidikan, pemahaman keagaman, 

dan pergaulan. 

2.  Sedangkan secara normative kesepakatan penentuan  jumlah mahar dan 

hantaran serta implimentasi penunaian hak dan kewajiban suami istri 

dalam perkawinan adat Semendo  bagi masyarakat Semendo di Rejang 

Lebong  tidak menyalahi aturan hokum keluarga Islam karena 

penerapanya  sesuai dengan teori istinbat hukum al-„urf shohihah dan  

maslahah mursalah adh-dhoruriah.  

3. Saran 

1. Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat beserta alim ulama  di keluarga  

Semendo Rejong Lebong Curup agar giat mensosialisasikan  bahwa 

hokum adat dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan 

teori, „urf, karedho, teori syahadah dan maslahah mursalah agar 

keseimbangan dalam keluarga dapat dicapai.  

2. Bagi masyarakat semendo di Rejang Lebong Curup agar lebih bijak 

lagi dalam menerapkan aturan adat agar tidak berbenturan 

denganhokum Islam.  
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